BAB V
PERUMUSAN, IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN IMPLIKASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH
A. Perumusan Kebijakan Pemertintah Provinsi Jawa Timur dalam
Pengembangan Madrasah Diniyah
Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi mengenai proses
perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan
Madarasah Diniyah. Data tersebut adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah
Menurut Hamid Syarif, Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan
Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur, perumusan kebijakan beasiswa
S1 guru Madrasah Diniyah dimulai dari pemetaan permasalahan yang dihadapi
oleh pondok pesantren sebagai penyelenggara dan pengelola pendidikan Diniyah.
Beliau mengatakan bahwa:
“Jadi ada 3 problem yang dihadapi pesantren kala itu yang satu
merupakan problem internal pesantren sendiri, yang kedua menyangkut
kondisi pendidikan Jatim. Jadi begini, pada tahun 2006 itu, jatim ini
menempati rangking pertama (I) pada buta aksara latin. Secara nasional
rangking pertama. Pada tahun 2006 itu. Jumlahnya hampir 4,6 juta.
Sekarang sudah turun drastis, sudah hampir tinggal 1 jutaan. Jadi buta
aksara latin itu, versi Unesco, disebabkan oleh seseorang yang tidak
menempuh pendidikan formal sama sekali, sebenarnya anak-anak
pondok itu kan faham dan bisa aksara latin meskipun tidak tercatat
sebagai siswa di sekolah formal, nulis juga bisa, tapi parameter dari
Unesco ya itu. Basis dari buta aksara latin itu kebanyakan di pesantren.
Implikasinya, karena mereka di sana dianggap buta aksara latin tidak

menjalani pendidikan formal maka lulusan pesantren itu banyak yang
tidak diakui oleh pemerintah, sehingga itu yang menyebabkan kita harus
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melakukan akselerasi imunisasi proses program ini. Jadi penempatan
Jawa Timur sebagai rangking pertama dalam buta aksara latin itu banyak
bersumber dari pesantren karena pesantren pada waktu itu banyak
pondok-pondok yang sifatnya masih salaf, artinya pendidikan formal
masing jarang. Nah untuk mendorong ke arah sana, kita ini melakukan
pemetaan, ternyata salah satu faktor tidak dilakukannya pengakuan itu
karena guru di pesantren dianggap tidak memenuhi kualifikasi pendidik
sebagaimana dituntut oleh peraturan perundang-undangan, antara lain
undang-undang guru dan dosen itu (UU No. 14 Tahun 2005) jadi
dasarnya itu. Karena di sana ditetapkan bahwa syarat guru adalah
memiliki pendidikan minimal S1 atau DIV, jadi mereka karena belum S1
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maka dianggap tidak memenuhi syarat”.

Hamid Syarif menambahkan bahwa pemetaan persoalan yang dihadapi

oleh pesantren juga karena adanya perubahan regulasi pendidikan. Hamid Syarif

mengatakan:

“Jadi pada awal mulanya setelah reformasi kan banyak perubahan
regulasi, perubahan amandemen UUD dan sebagainya, nah ketika kita
bersama dengan beberapa pihak mencoba untuk memetakan persoalan
yang muncul di tengah-tengah pendidikan pesantren. Maka saya
melakukan sosialisasi dengan mendatangi pesantren-pesantren besar di
seluruh Jatim. Dalam sosialisasi itu saya ajak sebagai nara sumber adalah
Pak Dr. Soekarwo, ketika itu sebagai Sektertaris Daerah Provinsi Jawa
Timur. Sehinngga dengan begitu pak Karwo jadi tahu persis mengenai
kondisi pesantren saat itu. Yang mana pesantren tidak lain adalah bagian
dari penyelenggara pendidikan. Nah bersamaan dengan itu, ide itu keluar,
dengan berupaya untuk menyusun program tertentu untuk pesantren
termasuk beasiswa dan bosda. Nah di saat itu pula saya mencoba
menyampaikan kepada beliau bahwa pesantren membutuhkan bantuan
uluran tangan dari Pemerintah Provinsi, berupa penguatan SDM yaitu
gurunya dan sekaligus bayaran bagi mereka. Maka lahirlah program
beasiswa S1 guru Madrasah Diniyah dan bosda Madrasah Diniyah.
Dalam penyusunan program ini pemprov selalu melibatkan pihak-pihak

yang punya hubungan langsung dengan pesantren seperti gus-gus itu”.?

' A. Hamid Syarif, Wawancara, Surabaya, 28 Oktober 2016.

2 Ibid.
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Dalam pemetaan itu, Pemerintah Provinsi melibatkan LPPD, Rabhitah
Ma’had Islamy, dan Perguruan Tinggi Penyelenggara di masing-masing
Kabupaten/Kota. Hamid Syarif mengatakan bahwa:

“Kemarin kita lakukan mapping guru pesantren yang belum S1 untuk
tahun-tahun yang akan datang, agar kita mengetahui guru pesantren yang
belum S1. Jadi sekarang kami LPPD bekerja sama dengan PTAIS dan
RMI Cabang Kabupaten/Kota se Jawa Timur melakukan pendataan
untuk memperoleh data yang valid mengenai kondisi guru madin di
pesantren terutama yang belum S1, sehingga nantinya bisa direncanakan
penuntasan guru Madrasah Diniyah untuk memiliki kualifikasi
pendidikan S1”.3

Disampaikan pula oleh Kepala Sub Bagian Lembaga Agama Biro
Administrasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur, H. Sunaryo, bahwa proses
perumusan kebijakan ini diawali dengan pengumpulan data tentang guru
Madrasah Diniyah yang belum memenuhi syarat berupa kualifikasi pendidikan
S1. Sunaryo mengatakan:

“mulai tahun 2006, kita mengetahui banyak muncul guru Madrasah
Diniyah yang tidak memenuhi kualifikasi akademik khususnya madin di
pondok pesantren padahal menurut UU SPN (Peneliti: Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) sebagai guru
harus memiliki kualifikasi pendidikan S1. Nah, jumlah itu terlalu banyak
di Jawa Timur. Kita pada waktu itu sementara minta data ke Kemenag.
Dari kondisi banyaknya guru Madrasah Diniyah yang tidak S1 ini
kemudian muncullah kebijakan beasiswa guru Madrasah Diniyah ini.
Dengan tujuan agar para guru madin bisa mencapai kualifikasi akademik
S17.4

Sementara itu, dalam perumusan kebijakan ini terdapat beberapa pihak

yang terlibat, antara lain, Bappeda, Biro Administrasi Kemasayarakatan, Kantor

3 Ibid.
* Sunaryo, Wawancara, Surabaya, 31 Oktober 2016.
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Kementerian Agama Provinsi, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD). Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ida Tri Wulandari, Kepala Sub
Bidang Pendidikan, Budaya, Pariwisata dan Kemasyarakatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur:

“dalam perumusan, Bappeda melibatkan Kemenag dan disdik selaku
SKPD verifikator dan fasilitator, karena dia yang memfasilitiasi. Dan kita
kan setiap tahun ada Juknis program ini. Juknis ini dibuat bersama oleh
Bappeda selaku perencana, BPKAD di bagian anggaran keuangannya,
Kemenag selaku instansi pembina Madin, dan Disdik.”.’

2. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Bahwa dalam perumusan kebijakan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
tidak hanya dilakukan oleh ekskutif dan legislatif saja, khususnya kebijakan
BPPDGS ini, melainkan juga melibatkan masyarakat. Hal ini sebagaimana
dinyatakan oleh Ibu Ida Tri Wulandari, sebagai berikut:

“Perumusan kebijakan ini melibatkan ekskutif, legislatif dan masyarakat.
Yang dimaksud dengan melibatkan masyarakat di sini adalah ketika
penentuan anggaran biaya dari program ini kita berdasarkan pada hasil
pendataan yang nota bene merupakan hasil pengajuan dari masing-
masing lembaga. Artinya data yang diajukan oleh Madrasah Diniyah
untuk memperoleh bantuan ini merupakan bagian dari keterlibatan
masyarakat dalam perumusan kebijakan. itu yang pertama, kemudian
yang kedua, bahwa jenis bantuan hibah semacam ini terdapat aturan
bahwa si penerima harus tercantum secara jelas dalam dokumen nota
hibah. Karena, di era sekarang, program ini semacam ini, harus by name
by adress. Sehingga kita mengatakan bahwa masyarakat betul-betul
terlibat dalam penyusunan sebuah kebijakan. Sekarang kita tidak bisa
menyusun aggaran secara glondogan, melainkan harus rijit, detail dan
sasarannya harus jelas. Dan kalau tidak demikian, misalkan data
penerimanya tidak jelas, tidak lengkap, pasti kita tidak berani untuk
mengeluarkan dana hibah semacam ini. Karena ini aturan dari
Kemendagri. Jadi Bappeda merencanakan program dan anggaran tertentu

5 Ida Tri Wulandari, Wawancara, Surabaya, 6 Oktober 2016.
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setelah memiliki data yang fix, misalkan dalam hal Madrasah Diniyah
ini, kita disupport data tidak hanya dari dinas pendidikan, tapi juga dari
kemenag. Jadi jika data dari kedua instansi itu dianggap valid maka kita
pastikan bahwa program itu akan dapat dianggarkan dalam APBD.
Dalam memperoleh data yang valid itu kan biasanya kemenag dan Disdik
melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan oleh masing-masing
Madrasah Diniyah. Sehingga data tersebut betul-betul dipastikan valid.

Baru kemudian kita menginjak pada proses berikutnya.”.®

Sedangkan menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang
disampaikan oleh Bapak Moh. Hayat Margono, Staf Sub Bagian Penyusunan
Program, bahwa perumusan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah melalui
tiga tahap, yaitu tahap pra-keputusan, tahap ekskusi pengambilan keputusan, dan
tahap pasca keputusan. Moh. Hayat Margono mengatakan sebagai berikut:

“Pengambilan keputusan (perumusan kebijakan) bisa dikelompokkan
pada saat pra-keputusan, ekskusi (pengambilan) keputusan, dan pasca
keputusan. Kalau pra keputusan ini biasanya ada pada pak Gubernur
dan/atau pak Wakil Gubernur. Karena soal kebijakan Madrasah Diniyah
ini bisa idenya pak Gubernur atau bisa idenya pak Wakil Gubernur.
Sedangkan soal data-data yang terkait dengan proses pengambilan
keputusan, pak Gubernur maupun pak Wakil Gubernur bisa merujuk
pada salah Biro di Sekretariat Daerah, misalkan Biro Administrasi
Kemasyarakatan. Cuma, karena Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang
ini kan dipilih oleh masyarakat langsung. Karena dipilih oleh masyarakat
langsung, maka sangat mungkin beliau itu tahu sendiri. Bisa juga ide itu
merupakan masukan-masukan dari para kiyai. Karena kiyai itu
merupakan segmen atau kelompok masyarakat tersendiri yang bisa diajak
bersama-sama membangun Jawa Timur. Atau tokoh-tokoh masyarakat
yang lain. Mereka itu juga memberikan masukan-masukan. Biasanya,
ketika beliau punya pemikiran seperti tadi, kemudian mengumpulkan
pihak-pihak tadi (para staf di Pemrpov Jawa Timur seperti: Disdik,
Bappeda, BPKAD, DRD, Biro Kemasyarakatan dan lain-lain). Setelah
ini baru masuk pada tahapan perumusan kebijakan. Sedangkan
perumusan kebijakan pasti berbasis data. Kalau kebijakan itu sudah
dirumuskan  kemudian dibakukan menjadi RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMD berisi program-
program pembangunan di Jawa Timur dalam waktu 5 (lima) tahun ke

8 Ibid.
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depan. RPJMD merupakan kumpulan kebijakan umum yang berisi
berbagai macam rencana program yang ingin dilaksanakan oleh pemprov
dalam waktu 5 tahun ke depan. Termasuk di dalamnya adalah BOSDA
Madin (BPPDGS). Terus karena Madrasah Diniyah diklasifikasikan
sebagai salah satu kegiatan pendidikan, maka sektor pengambilan
anggarannya bidang pendidikan sehingga harus melibatkan dinas
pendidikan. Dari RPJMD kemudian di-breakdowmn menjadi RKPD
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dalam setiap tahun. Kemudian
diturunkan lagi ke dalam DPA (Daftar Pennggunaan Anggaran) dalam
setiap tahunnya. Jadi Pemprov menyusun DPA ini berdasarkan pada
RKPD, dan RKPD merujuk pada RPJMD. Misalkan Madrasah Diniyah
itu dianggarakan sebesar Rp 15.000 untuk tingkat Ula dan Rp 25.000
untuk tingkat Wustho, kemudian berapa siswa yang akan mendapatkan
itu di masing-masing kabupaten, itu yang mengususlkan daerah”.’

Moh. Hayat Margono juga menambahkan bahwa:

“Selama ini penyelenggara madin adalah murni masyarakat. Baik yang
ada di dalam pesantren maupun yang ada di luar pesantren. Baik yang
diselenggarakan di rumah-rumah maupun di masjid-masjid. Itu semua
murni oleh masyarakat. Maksudnya, bahwa ide penyelenggaraan madin
di tengah-tengah masyarakat, karena menurut masyarakat pendidikan
agama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dianggap kurang. Kondisi
madin yang ada tersebar semacam ini, maka dibaca oleh pemerintah
(Provinsi Jawa Timur). Karena menurut pemerintah, pendidikan yang
seperti itu harus didukung, harus dibantu, dipertahankan dan harus
dikembangkan. Biar ide masyarakat yang bagus itu tetap berkelanjutan.
Dan masyarakat yang dianggap tidak mampu, dan tidak mau
menyekolahkan anaknya di madin, sore, mungkin dsekolahkan tapi betul-
betul noro’ bunte’ (ikut-ikutan saja), artinya tidak ada partisipasi, nah ini
kan dibaca. Karena dibaca kemudian ada pemikiran, ada konsep, ini perlu
didukung dan dibantu oleh pemerintah. Kan salah satu tugas pemerintah
kan membaca data yang tersebar di masyarakat itu apa saja, kegiatannya
itu apa saja. Data itu kemudian dikaji. Hasil kajiannya kemudian
diketahui apakah hal ini urgen untuk dibantu, atau hal ini tidak urgen
untuk dibantu. Urgen tidak urgen atas suatu kegiatan atau kondisi
masyarakat untuk dibantu, pasti pengambil kebijakan telah memiliki
alasannya sendiri dan masing-masing. Ini masih berhubungan dengan
latar belakang sosiologis dan ekonomis, karena perlu diketahui bahwa
penduduk di daerah itu yang menyekolahkan anaknya di madin sebagian
besar tidak bayar, artinya diberi gratis oleh penyelenggara. Karena ia

7 Moh. Hayat Margono, Wawancara, Surabaya, 21 September 2016.
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inginnya amal ibadah, agar ilmu ini bisa diserap dengan cukup oleh
masyarakat. Itu kan pemikiran kiyai dan penyelenggara madin. Nah,
pemerintah ingin membantu kegiatan (madin) yang semacam ini dan
menjamin kelangsungan kegiatan ini. Ini kan hal yang baik mengapa

tidak diteruskan.? Sekalian juga untuk pendidikan karakter”.®

Lebih lanjut, Moh. Hayat Margono mengatakan bahwa:

“Pertama, sebelum APBD digedok program itu dibuat. APBD digedok
berdasarkan data-data, dalam bentuk draft APBD atau rancangan APBD,
termasuk didalamnya kebutuhan Bosda Madin itu, barulah kemudian
digedok. Jadi sebuah kebijakan masih dianggap dalam sebuah proses
pengambilan kebijakan jika masih dalam bentuk RAPBD, jika telah
disepakati atau digedok maka kemudian barulah menjadi kebijakan.
Berarti dalam penetapan kebijakan ini Gubernur juga melibatkan
legislatif provinsi (DPRD Provinsi). Jadi setiap keputusan APBD itu,
legislatif mesti ikut. Jadi APBD diputuskan bersama oleh Gubernur dan
DPRD Provinsi. Keterlibatan DPRD dalam pengambilan kebijakan
dimulai dari rapat-rapat konsultasi antara ekskutif dan legislatif. Di
ekskutif ada Panitia Anggaran (Panggar) sedangkan di legislatif ada
Badan Anggaran (Banggar). Tim panggar dipimpin oleh Sekretaris
Daerah. Panggar inilah yang mealakukan penyusunan program dan
anggarannya, kemudian melakukan rapat konsultasi dengan Banggar dari
Legislatif. Setelah tuntas dalam rapat konsultasi maka kemudian
dilanjutkan dengan penetapan melalui rapat pleno/paripurna di DPRD.
Rapat pleno ini berfungsi untuk mengesahkan RAPBD menjadi APBD,
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi. Jadi
dalam sebuah kebijakan ditetapkan melalui adanya kesepakatan antara
199 9

ekskutif dalam hal ini Gubernur dengan DPRD Provinsi”.

Mengenai  keterlibatan Kemenag dalam perumusan kebijakan,

disampaikan oleh Moh. Hayat Margono sebagai berikut:

“dalam perumusan kebijakan, dinas pendidikan melibatkan Kemenag.
Karena data tentang madin semuanya ada di Kemenag. Kita tidak bisa
berdiri sendiri. Yang kita kelola adalah dana pendidikan yang sekian
prosentasenya diperuntukan bagi madin. Nah untuk menentukan itu kita

8 Ibid.
? Ibid.
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melakukan koordinasi dengan Kemenag. Sesuai dengan kebutuhan di

lapangan”.'

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sulton, yang juga staf Sub

Bidang Penyusunan Program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan

mengatakan bahwa:

“begini mas, kalau data madin itu kan tupoksinya ada di Kemenag. Kalau
Dinas Pendidikan ini kan hanya memiliki data tentang pendidikan umum
seperti SD, SMP, SMA dan SMK. Karena Kemenag bukan SKPD
Provinsi Jatim, malainkan kantor yang berada langsung di bawah
Kementerian Agama RI, bukan perangkat daerah, maka jika Gubernur
akan memberikan program terhadap unit pendidikan yang berada di
bawah Kementerian secara langsung tidak bisa, oleh karena itu dalam
implementasi dan operasionalnya diserahkan kepada kita Dinas
Pendidikan sesuai dengan bidang program yang ada. Dan oleh karena itu
maka kita harus bekerja sama dengan Kemenag. Karena jika bantuan itu
diserahkan langsung kepada Kemenag, maka itu menyalahi aturan yang
ada, karena Kemenag bukan bagian dari SKPD Provinsi. Sehingga
pertanggungjawabannya dipermasalahkan. Sehingga oleh pak Gubernur
dananya diserahkan kepada Dinas Pendidikan agar
pertanggungjawabannya benar, sedangkan datanya kita ambil dari
Kemenag, jadi pengelola program ini bukan Kemenag melainkan Dinas
Pendidikan sebagai salah satu SKPD provinsi Jatim. Mengapa demikian?
Karena jika langsung diserahkan ke Kemenag maka Pemerintah Provinsi
tidak dapat melakukan kontrol keuangan, karena pak Gubernur tidak
memiliki garis komando terhadap Kemenag. Sedangkan Dinas
Pendidikan diberi tugas dalam program ini karena Dinas Pendidikan
merupakan SKPD provinsi, dengan cara koordinasi dengan kemenag

karena yang punya data tentang madin adalah Kemenag”.!!

Kemudian untuk menyesuaikan tugas Dinas Pendidikan Provinsi dengan

kebijakan ini, maka Dinas Pendidikan memasukkan anggaran untuk program

10 Tbid.

! Sulton, Wawancara, Surabaya, 21 September 2016.
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BPPDGS ini ke dalam pos anggaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar
Dikdas), sebagaimana dikatakan oleh Sulton:

“Berada di pos anggaran wajib belajar (Wajar) dikdas 9 tahun. Karena
program ini terkait dengan wajib belajar. Kalau tidak di pos wajar maka
program ini tidak bisa. Berarti kan ada kewajiban bagi pemerintah untuk

memberikan itu (Bos Madin) pada wajib belajar”.!?

Sedangkan terkait dengan penentuan besaran anggaran dalam program
BPPDGS ini, menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah mengacu
dan menyesuaikan dengan BOS (Bantuan Opersional Sekolah) reguler, yang
ketika itu masih sekitar Rp 30.000-an. Dikatakan bahwa:

“proses penentuan nominal bantuan Bos Madin Rp 15.000 untuk
Madrasah Diniyah Ula dan Rp 25.000 untuk Madrasah Diniyah Wustho)
itu atas dasar BOS pemerintah pusat, menyesuaikan dengan BOS SD
pada waktu itu. Artinya besaran bantuan Bos Madin pada saat ditetapkan
pertama kali disesuaikan dengan BOS SD-SMP. Namun BOS SD-SMP
mengalami kenaikan setiap tahunnya karena naiknya APBN. Sedangkan
BOS Madin tidak mengalami kenaikan karena APBD Jawa Timur
dianggap belum cukup untuk menaikkan nilai anggaran untuk BOS
Madin”.!3

Melalui proses perumusan itu, kemudian Dinas Pendidikan menetapkan

sasaran dan anggarannya, sebagaimana tabel berikut

12 Sulton, Wawancara, Surabaya, 21 September 2016.
13 Moh. Hayat Margono, Wawancara, Surabaya, 20 September 2016.
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Sasaran BPPDGS Provinsi Jawa Timur
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Sasaran, Anggaran dan Realisasi BPPDGS Provinsi Jawa Timur!*

14 Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.
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Sedangkan pendistribusian dana BPPDGS untuk masing-masing

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Alokasi Dana BPPDGS untuk Kabupaten/Kota'

Tabel 5.1

NO KABII(JC}), ?ZEN / Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SURABAYA 15.640.200.000 14.227.200.000 11.554.440.000 0 6.464.760.000 2.705.400.000
2 MALANG 2.319.990.000 3.445.290.000 2.880.840.000 2.907.840.000 2.820.000.000 2.787.960.000
3 MADIUN 312.060.000 492.870.000 492.810.000 426.480.000 627.450.000 473.250.000
4 KEDIRI 1.941.870.000 1.941.870.000 1.941.870.000 1.941.870.000 1.941.870.000 1.827.810.000
5 MOJOKERTO 434.790.000 265.590.000 254.190.000 323.310.000 308.910.000 339.510.000
6 BLITAR 1.174.890.000 1.221.600.000 1.300.650.000 1.300.500.000 1.126.500.000 1.365.900.000
7 PASURUAN 1.668.210.000 1.672.710.000 1.672.710.000 1.278.000.000 1.350.000.000 2.100.600.000
8 PROBOLINGGO 1.250.820.000 824.220.000 814.020.000 821.370.000 1.155.000.000 1.178.400.000
9 BATU 653.160.000 653.100.000 653.040.000 764.190.000 645.000.000 1.148.400.000
KABUPATEN : ; ; ; ;
10 | GRESIK 15.999.480.000 17.846.220.000 17.846.160.000 11.376.000.000 9.450.000.000 9.450.000.000
11 SIDOARJO 11.790.390.000 11.772.600.000 11.756.580.000 10.740.000.000 8.280.000.000 8.280.000.000
12 | MOJOKERTO 3.133.980.000 4.018.860.000 5.225.610.000 3.885.000.000 4.110.000.000 4.110.000.000
13 | JOMBANG 2.052.780.000 2.559.480.000 2.674.080.000 3.149.430.000 3.255.000.000 4.457.160.000
14 | BOJONEGORO 7.984.440.000 8.751.060.000 8.751.060.000 7.872.000.000 7.422.000.000 7.422.000.000
15 TUBAN 2.084.520.000 2.519.940.000 2.769.930.000 4.063.320.000 5.850.000.000 6.104.520.000
16 | LAMONGAN 19.492.590.000 6.543.240.000 10.844.700.000 0 7.809.000.000 10.028.490.000
17 | MADIUN 1.576.380.000 909.240.000 1.550.280.000 2.238.180.000 2.409.360.000 2.675.400.000
18 | NGAWI 3.487.950.000 3.635.130.000 4.243.260.000 3.273.000.000 4.854.000.000 4.854.000.000
19 | MAGETAN 2.850.810.000 3.549.750.000 3.397.590.000 4.094.760.000 3.465.000.000 3.355.500.000
20 | PONOROGO 3.274.680.000 4.364.820.000 4.098.390.000 3.510.000.000 4.620.000.000 4.620.000.000
21 PACITAN 1.734.150.000 2.070.150.000 2.262.210.000 1.956.000.000 2.745.000.000 2.745.000.000
22 | KEDIRI 5.942.670.000 10.034.850.000 8.414.400.000 600.000.000 5.850.000.000 5.850.000.000
23 | NGANJUK 4.907.280.000 5.878.200.000 7.434.990.000 6.045.000.000 5.490.000.000 5.490.000.000

15 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 14 November 2016.
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O KABISCI;?/IEN / Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8

24 | BLITAR 6.806.970.000 |  7.569.570.000 |  8.103.000.000 |  6.630.000.000 |  6.180.000.000 |  6.180.000.000
25 | TULUNGAGUNG |  5.652.690.000 |  6.001.560.000 |  6.001.530.000 |  5.760.000.000 |  5.640.000.000 |  5.640.000.000
26 | TRENGGALEK 2929320000 |  4.163.010.000 |  4.161.150.000 |  3.855.000.000 |  3.720.000.000 |  3.720.000.000
27 | MALANG 4356.150.000 |  8.674.110.000 | 10.064.220.000 |  6.870.000.000 |  8.910.000.000 |  8.910.000.000
28 | PASURUAN 16.634.070.000 | 17.387.970.000 | 17.856.360.000 | 16.410.000.000 | 15.750.000.000 | 15.750.000.000
29 | PROBOLINGGO | 17.149.920.000 | 17.214.720.000 | 17.214.060.000 | 9.270.000.000 |  7.440.000.000 |  7.440.000.000
30 | LUMAJANG 3.340.710.000 |  5.680.770.000 |  5.768.700.000 |  4.377.000.000 |  4.377.000.000 |  4.377.000.000
31 | BONDOWOSO 5.919.870.000 |  6.623.280.000 |  6.674.940.000 |  5.580.000.000 |  5.788.800.000 |  5.788.800.000
32 | SITUBONDO 6.537.210.000 |  8.005.500.000 | 9.715.800.000 |  5.955.000.000 | 5.415.000.000 |  5.415.000.000
33 | JEMBER 13.799.130.000 | 18.495.210.000 | 18.495.210.000 | 10.350.000.000 |  8.190.000.000 |  8.190.000.000
34 | BANYUWANGI 3.954.600.000 |  5.923.560000 |  5.923.200.000 |  5.640.000.000 |  5.310.000.000 |  5.310.000.000
35 | PAMEKASAN 22.130.170.000 | 21.279.000.000 | 19.863.480.000 | 15.401.400.000 | 10.080.000.000 | 10.080.000.000
36 | SAMPANG 7.488.060.000 | 14.976.120.000 | 14.976.120.000 | 13.335.000.000 |  9.810.000.000 |  9.810.000.000
37 | SUMENEP 17.479.560.000 | 26.285.760.000 | 19.826.550.000 | 12.690.000.000 | ~ 7.050.000.000 |  1.980.000.000
38 | BANGKALAN 10.741.920.000 | 13.721.910.000 | 13.721.910.000 | 10.170.000.000 |  9.150.000.000 |  9.150.000.000

JUMLAH 256.630.440.000 | 291.200.040.000 | 291.200.040.000 | 204.859.650.000 | 204.859.650.000 | 201.110.100.000

Secara keseluruan, kedua kebijakan ini merupakan penerjemahan dari

visi misi'® Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur saat ini'’. Ibu Ida Tri

16 Provinsi Jawa Timur memiliki visi pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Visi
pembangunan jangka panjangnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 adalah “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing
Global, dan Berkelanjutan”. Dari visi pembangunan janka panjang tersebut kemudian disusun visi
pembangunan jangka menengah. Pada tahun 2009-2014 Provinsi Jawa Timur menetapkan visi
pembangunannya adalah “Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan misinya adalah “Makmur bersama Wong Cilik melalui
APBD untuk Rakyat”. Adapun visi pembangunan jangka menengah tahun 2014-2019 adalah
“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” sedangkan
misinya adalah “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”. Dari label misinya kemudian
disusun misi taktis berupa lima langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam rangka mencapai visi yang diinginkan. Lima langkah terebut adalah: (1) Meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; (2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif,
mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi; (3) Meningkatkan
pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang; (4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan
pelayanan publik; (5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Lampiran Perda
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Wulandari, Kepala Sub Bidang Pendidikan, Budaya, Pariwisata dan
Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Jawa Timur mengatakan:

“salah satu dasar dari program ini adalah pemikiran pak Gubernur yang
tertuang dalam visi misi. Kemudian disusun dalam sebuah dokumen
RPJMD. Jadi pemikiran-pemikiran yang mendasari program atau
kebijakan pemerinah provinsi Jatim semuanya tercantum di RPJIMD itu.
Karena RPJMD merupakan dokumen remsi tentang pembangunan jatim.
Visinya pak Gubernur adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak dan misinya adalah Makin Mandiri
dan Sejahtera bersama Wong Cilik. Jadi ada bagian penting yang ingin
diwujudkan oleh pak Gubernur melalui Madin yaitu berakhlak”.'®

Setelah tersusun dokumen RPJMD maka dilanjutkan dengan
penyusuanan KUA PPAS. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ida Tri Wulandari
sebagai berikut:

“Secara skematis dapat dilihat demikian RPJMD turun menjadi RKPD
tahunan, RPJMD turun menjadi Renstra (Rencana Strategis) SKPD untuk
lima tahunan. Renstra SKPD turun menjadi Renja (Rencana Kerja) SKPD
untuk tahunan, dari Renja turun menjadi RKA (Rencana Kegiatan dan
Anggara). Di RKA tertuang jenis kegiatannya, berapa alokasi anggarannya,
tujuannya apa, sasarannya siapa dan seterusnya. Jadi kita kan punya dana
kemudian kita akan melakukan kegiatan, maka kegiatan itu disusun lengkap
dengan anggaran dana yang dibutuhkan. Jadi masing-masing kegiatan yang
ada anggarannya maka tertuanglah di dalam RKA. Jadi RKA itu merupakan
rincian belanjanya. Jadi kegiatan itu out putnya apa sih. Maka SKPD
menuangkan dalam rincian belanjanya. Jadi gini dari RPJMD menjadi KUA
PPAS kemudian menjadi RAPBD dari RAPBD menjadi RKA. Kemudian
RKA diverifikasi menjadilah DPA (Dokumen Perencanaan APBD). RKA
kan masih rencana sehingga kita bentuk tim untuk verifikasi misalnya gini di
sebuah SKPD dibuat RKA namun di RKA kok dibuat rencana yang
anggarannya tidak sesuai dengan peruntukannya maka kita verifikasi dan
diperbaiki atau misalnya target tidak sesuai maka kita, Bappeda, BPKAD,
Inspektorat dan Biro AP (Adkem) memverifikasi sebagai tim verifikasi.
Kemudian setelah diverifikasi oleh tim jadilah DPA. Barulah jadi dokumen.

Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, 354-359.

17 Soekarwo dan Saifullah Yusuf menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk masa
jabatan 2008-2013 dan masa jabatan 2013-2018.

18 Ida Tri Wulandari, Wawancara, Surabaya, 6 Oktober 2016.
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Itu pun kita masih dievaluasi oleh Depdagri. APBD harus di evaluasi oleh
Depdagri. Jadi ada Tim khusus dari Depdagri yang bertugas untuk mengkaji

itu”."?

Instansi Pemerintah Provinsi yang juga berperan dalam perumusan

kebijakan dalam sisi anggarannya adalah BPKAD. Sebagaimana dikatakan oleh

Moh. Ismanto, Kepala Sub. Bidang Anggaran Belanja 2 Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, bahwa:

“BPKAD bertugas untuk melaksanakan hal-hal yang disepakati antara
ekskutif dan DPRD. Karena setelah KUA PPAS disepakti oleh ekskutif
dan legislatif, maka berikutnya adalah menyusun rangcangan peraturan
daerahnya (Raperdanya). Dan di situ setelah memuat program kegiatan,
termasuk pagu anggaran sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh
SKPD. BPKAD akan melakukan koreksi pada RKA bersama dengan
anggota tim yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah. Di dalam tim yang
tunjuk terdapat unsur-unsur SKPD lain selaian dari BPKAD, seperti
Bappeda, Dinas-Dinas dan lain sebagainya. Adapun faktor yang
menyebabkan sebuah program dikoreksi bisa jadi disebabkan oleh
kemampuan anggaran, atau dialihkan ke bentuk yang lain namun tetap
pada objek yang sama, atau karena target yang telah ditetapkan sudah
tercapai. Tapi sesungguhnya koreksi yang dilakukan oleh BPKAD tidak
pada materi anggaran, melainkan pada teknis anggaran yang terkait
dengan rekening-rekening yang digunakan oleh SKPD.%°

Lebih lanjut Ismanto menjelaskan mekanisme penyusunan anggaran

hingga menjadi APBD di Provinsi. Moh. Ismanto mengatakan:

“Secara normatif kita mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; karena Raperda
yang telah disetujui oleh DPRD harus dikonsultasikan kepada
Kemendagri untuk di evaluasi. Di sana nanti akan membentuk tim seperti
Desk RKA tadi melibatkan Bappenas, tim bangda, untuk melihat
sinergitas antara provinsi dan pemerintah pusat, rencana anggarannya
bagaimana, sama dengan SKPD di daerah. O ini salah rekeningnya, o ini

19 Ibid.

20 Moh. Ismanto, Wawancara, Surabaya, 12 Oktober 2016.
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terlalu besar, o ini terlalu kecil, sama dengan apa yang kita lakukan di
sini. Jadi Raperda itu diuji lagi di sana. Itu masih Rancangan atau
RAPBD. Jadi begini, secara keseluruhan yang namanya rancangan itu
kita susun, kita sampaikan kepada Dewan, terus dibahas, terus menjadi
kesepakatan maka jadilah KUA PPAS. Setelah menjadi KUA PPAS
disusunlah RAPBD. Setelah RAPBD disusun pemprov menyampaikan
nota keuangan kepada DPRD disertai Rancangan Perda tentang APBD.
Jadi setelah disusun, dibahas, disetujui. Disetujui itu bukan berarti
langsung ditetapkan. disusun, dibahas dengan komisi, dengan banggar,
ada pendapat fraksi, dengan proses yang cukup panjang. Setelah disetujui
RAPBD tadi kemudian dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi di
Jakarta. Di sana dievaluasi dilihat satu-satu. Kemudian muncullah
keputusan Kemendagri tentang hasil evaluasi RAPBD provinsi. Dalam
keputusan itu terdapat point-point yang menjadi stressinng dia.
Berdasarkan keputussan Kemendagri itu kita melakukan penyempurnaan
sesuai dengan catatan kementerian tadi. Apa yang boleh, apa yang gak
boleh, apa yang terjadi salah faham saja antara apa yang kita maksud
dengan apa yang Kemendagri maksud. Karena ketika kemendagri
menginterprestasikan lain dari apa yang kita maksud maka kita beri
penjelasan tentang sesungguhnya apa yang kita maksud pada mata
anggaran itu. Jadi yang salah kita perbaiki. Yang salah paham kita
jelaskan. Kesalahpahaman ini bisa saja terjadi karena antara kita dan
Kemendagri tidak bertemu langsung, tapi mereka hanya berdasarkan
buku atau dokumen RAPBD itu. Jawaban atau penjelasan kita biasanya
diberikan dalam bentuk matrik. Di sebelah kiri adalah tanggapan
Kemendagri kemudian penjelasan kita di sebelah kanan. Setelah
diperbaiki, disempurnakan kita sampaikan kepada dewan. Kemudian jika
dewan setuju maka muncullah keputusan pimpinan dewan tentang
Raperda tadi. Nah kemudian berdasarkan keputusan pimpinan DPRD dan
keputusan Kemendagri maka Gubernur menetapkan Raperda menjadi
Perda. Jadi yang menetapkan Gubernur bukan DPRD. Maka jadilah
Perda APBD. Misalkan tentang pendidikan Islam, maka Biro Kesmas, di
komisi mana dia mitranya, Dinas Pendidikan komisi mana. Jadi detailnya
pembahasan anggaran adalah SKPD dengan komisi yang menbidangi
itu.kalau terkait dengan pagu anggarannya dengan Panggar. Membahas
kemampuan anggaran itu dengan panggar. Setelah jadi perda maka
menyusun Pergub tentang DPA. Setelah disahkan baru SKPD-nya
melaksanakan. Setelah dilaksanakan, mereka di tengah-tengah itu bisa

melakukan evaluasi, pelaporan sampai dengan selesai”.?!

2 Tbid.
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Dalam proses perumusan ini tidak hanya dilakukan oleh SKPD, tapi juga
melibatkan DPRD Provinsi Jawa Timur. Ibu Ida menyatakan bahwa:

“ya sangat detail. Jadi begini, pada saat pembahasan anggaran, legislatif
minta juga RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Sekarang kita hasur
transparan. Apa lagi itu merupakan program pak Gubernur. Artinya
program ini kan di antaranya merupakan janji beliau kepada masyarakat
pada saat kampanye. Sebagai visi misi beliau. Karena pak Gubernurnya
tetap, ini akan beranjut sampai dengan tahun 2019. Dan kami sudah
punya target. Kami dari tahun ini sampai tahun ini punya target. Nah
secara otomatis sebagai komitmen pemerintah harus ada anggarannya.
Apa lagi ini satu-satunya program yang tidak dipunyai oleh provinsi lain.
Dan otomatis Kantor Kemenag Provinsi Jawa Timur support banget,
karena lembaga binaannya mendapatkan bantuan. Jadi dalam aturan yang
sekarang semuanya harus jelas. Termasuk juga mengenai legalitas
lembaga. Misalkan harus terdaftar di Kemenkumham, dan lain-lain.
Sekarang DPRD dalam pembahasan anggaran langsung melihat
RKAnya, jadi di sana pasti ketahuan programnya apa?, besaran
anggarannya berapa?, sasarannya siapa?, targetnya apa?. Semuanya harus
rinci. Jadi DPRD sangat tahu secara rinci apa yang menjadi rencana
pemerintah. Jadi artinya kalau soal anggaran sekarang sudah bukan
merupakan rahasia lagi, karena sudah transparan banget. Nah pada saat
pembahasan sudah sangat detail dan transparan, maka pasti jika dalam
pelaksanaan DPRD menemukan ketidaksesuaian pasti akan memberikan
catatan kepada pemerintah (bengok-bengok). Jadi kesepakatan antara
pemerintah dan Dewan sudah sangat detil. Dan juga jika mereka masih
ragu-ragu maka mereka pasti minta penjelasan kepada ekskutif pada saat
hearing komisi, misalkan, atas pelaksanaan APBD”.?

Masih dalam pembahasan tentang perumusan kebijakan, bahwa DPRD,
sebagaimana fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu
pembentukan Perda Provinsi, Anggaran, dan Penngawasan®*, maka DPRD

Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang signifikan terhadap lahirnya

kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur. Hal ini sebagaimana

22 Ida Tri Wulandari, Wawancara, ya, 6 Oktober 2016.
23 UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 ayat (1).
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disampaikan oleh Kusni Moh. Husni, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa
Timur. Husni mengatakan bahwa:

“Begini. Setelah inisiatif ini keluar dari pemerintah, DPRD lalu
menanggapinya, jadi usulan inisiatif yang disetujui oleh DPRD akhirnya
ini menjadi Perda. Artinya bisa menentukan dana itu dengan keputusan.
Jadi goalnya di perda. Sementra perda itu terbentuk dari proses-proses
yang dilakukan oleh DPRD dan Pemprov. Karena kebijakan yang
dilaksanakan itu bisa muncul dari inisiatif pemerintah yang disetujui oleh

DPRD atau inisiatif DPRD yang disetujui pemerintah. Jadilah perda”.?*

Husni menambahkan bahwa:

“Memang komisi E itu tugasnya di pendidikan. Tugas formalnya
memang adalah pendidikan-pendidikan yang negeri, namun akhirnya
tidak cukup negeri, swastapun masuk di dalamnya. ... Nah Diniyah itu
merupakan program yang menyatu di dalam program pendidikan yang
dimiliki Pemprov. Jadi, di Pemprov, program Madin ini dapat dikatakan
merupakan program yang tidak disengaja tapi harus dibicarakan, sebab
menyangkut nasib masyarakat. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana
seorang guru Madin, yang mereka harus menguras tenaga untuk
mengelola itu, misalkan sama sekali tidak ada apa-apa dari pemerintah.
Maka muncullah program bantuan sosial khusus Diniyah ini. Apalagi pak
Wakil Gubernur. Beliau itu sangat-sangat respek terhadap persoalan
madin ini. Adapun persetujuan DPRD terhadap program ini tidak lain
karena DPRD menganggap bahwa program ini merupakan kebijakan
yang dibutuhkan oleh rakyat dan sangat ditunggu-tunggu kehadirannya
oleh rakyat. Sebab DPRD memang mengedepankan kebijakan yang
prorakyat secara menyeluruh”.?

Sementara Heri Sugihono Tugas Utama, Wakil Ketua Komisi E DPRD
Provinsi Jawa Timur, mengatakan:

“Kalau soal penetapan anggaran, memang di pemprov ada dua langkah,

yang pertama adalah melalui jalur musyawarah rencana pembangunan

(musrembang), dan yang kedua adalah aspirasi masyarakat melalui
annggota DPRD. Jika pemprov telah melaksanakan musrembang maka

24 Kusni Moh. Husni, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
2 Tbid.



199

kemudian segala usulannya disampaikan kepada DPRD untuk kemudian
dibahas di Banggar. Begitupula dengan hasil reses yang dilakukan oleh
anggota DPRD kemudian disampaikan dalam rapat dengan SKPD mitra
masing-masing komisi di DPRD” .2

Hal senada juga disampaikan oleh H. Badrut Tamam, Anggota Komisi E
DPRD Provinsi Jawa Timur. Badrut Tamam mengatakan:

“pertama DPRD ini menjadi bagian dari pemerintahan, jadi DPRD
Provinsi menjadi unsur pemerintahan sehingga dalam pengambilan
kebijakan dalam hal budgeting, anggaran, itu mesti pengesahannya di
DPRD. Jadi alurnya ekskutif itu melakukan pengkajian, pembacaan
terhadap kondisi terkini, baru kemudian dari pembacaan ekskutif itu
diusulkan kepada DPRD tentang beberapa kegiatan berikut anggarannya,
termasuk di dalamnya anggaran Bosda Madin dan Beasiswa untuk guru
madin. Kedua, DPRD membaca bahwa gagasan tentang Bosda Madin ini
strategis, penting, karena di beberapa sekolah, misalkan tentang
penyetaraan di S1 kan semua guru madin, guru madin yang lulusan MA
dan belum S1 disekolahkan”.?’

Heri menambahkan bahwa:

“Komisi E DPRD Jatim membahas program atau kebijakan dengan
SKPD dinas pendidikan hingga masalah besaran anggaran mengenai
suatu program. Sebelum pembahasan di Komisi E, dinas pendidikan telah
menyusun plafon sementara berdasarkan kekuatan APBD yang ada. Oleh
karena itu, maka ketika kita DPRD menemukan sebuah program yang
anggarannya menurut kami kurang, maka tidak serta merta kami bisa
menambahkan, karena harus memastikan terlebih dahulu kekuatan
anggaran APBD kita. Karena ini sebelum menjadi program, ada
kesepakatan yang namanya KUA PPAS. Ini kan ibarat, kekuatan APBD
Jatim berapakah? Nah di situ bicara global, misalkan seluruh unsur Dinas
Pendidikan 20 % misalkan, ini bisa berarti 20% ini tidak berada di Dinas
Pendidikan an sich, tapi bisa saja ada di instansi lain yang bisa berfungsi
pendidikan, misalkan yang menyangkut tenaga kerja, balai pelatihan-
balai pelatihan, hal-hal itu bisa masuk pada bidang pendidikan, sehingga
anggaran 20% dari APBD tidak semuanya ada di Dinas Pendidikan.
Karena amanat UU bukan di Dinas Pendidikan, tapi unsur pendidikan.

26 Heri Sugihono Tugas Oetama, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
27 Badrut Tamam, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
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Anggaran itu pula ada yang di pak Gubernur, yaitu potensi Bansos.
Ketika KUA PPAS disepakati kemudian SKPD menyusun detail
anggarannya. Dicocokkan, dia punya program sekian banyak, tapi ploting
anggarannya cuma sekian. Inilah yang disebut dengan Renja SKPD.
Kemudian setelah dibahas di Komisi maka jadilah RKA. Setiap dalam
pembahasan mungkin akan terjadi pengurangan maupun penambahan
mata anggaran pada suatu program. Namun hingga saat ini, yang saya
ketahui DPRD tidak pernah mengurangi rencana anggaran yang
diinginkan pemerintah. Karena kami berpandangan bahwa apa yang
diusulkan pemerintah itu merupakan hal yang dibutuhkan oleh
masyarakat Jatim. Yang bisa kita kurangi, kalau memang terjadi, itu

belanja pegawai, misalkan perjalanan dinas, rapat-rapat”.”®

Lebih lanjut Heri mengatakan:

“Setelah pembahasan di Komisi, maka Komisi laporan di rapat paripurna,
setelah itu dibahas di tingkat Panggar, di tahap ini APBD itu sudah 90 %
jadi, di Panggar dilakukan pencocokan antara pagu yang tertera di KU
PPAS itu ada perubahan apa tidak pada pagu yang tertera di RAPBD,
jika ada perubahan maka oleh Panggar akan dicatat. Jika perubahan itu
terjadi secara internal maka biasanya itu tetap disetujui, tapi jika
perubahan melibatkan pihak atau instansi lain, maka di sini Panggar akan
meminta penjelasan. Setelah selesai kemudian Panggar menyampaikan
laporan di rapat Paripurna. Dari laporan Panggar maka fraksi
menyampaikan tanggapannya terhadap RAPBD itu. Dalam tanggapan
ini, intinya fraksi menyampaikan persetujuannya atau tidak setuju
terhadap RAPBD yang telah disusun itu. Tanggapan ini disebut dengan
pendapat akhir fraksi. Jadi yang dibahas oleh Panggar ini masih RAPBD.
Setelah pendapat akhir fraksi baru persetujuan bersama, antara ekskutif
(pemprov) bersama legislatif (DPRD) untuk ditetapkan menjadi APBD.
Meskipun ekskutif dan legislatif telah bersepakat dan setuju terhadap
RAPBD menjadi APBD, APBD ini masih belum bisa dilaksanakan
sebelum memperoleh persetujuan dari Kemendagri. Jadi APBD kita
diperiksa oleh kemendagri, setelah memperoleh persetujuan barulah
APBD bisa dilaksanakan. Pada saat pemeriksaan oleh Kemendagri
pastinya seluruh program dan mata anggaran dilihat kesesuaiannya
dengan RPJMN dan Undang-undang yang berlaku. Tapi selama ini, Jawa
Timur selalu mendapatkan respon positif dari Kemendagri. Biasanya
Kemendagri melihat kesesuaian antara besaran prosentase anggaran pada
bidang layanan publik menurut UU yang berlaku. Seperti apakah
anggaran pendidikan sudah mencapai 20%, anggaran kesehatan sudah

28 Heri Sugihono Tugas Oetama, \Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
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mencapai 10%, dan lain sebagainya. Maka jika di APBD terdapat hal
yang tidak sesuai seperti itu, pasti akan dikembalikan oleh Kemendagri,
untuk dilakukan penyesuaian. Jadi jika plafon anggaran telah sesuai
dengan ketentuan itu, maka pasti di acc. Karena Kementerian tidak
bicara teknis. Apakah provinsi perlu bangun jalan, bangun gedung,
bangun rumah sakit dan lain sebagainya itu adalah urusan DPRD dan

pemprov. Kemendagri tidak ikut campur”.?’

Penjelasan tentang proses perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi

secara detail juga disampaikan oleh Badrut Tamam dengan mengatakan bahwa:

“proses menjadi APBD ini kebijakan ini dimulai KUA PPAS. KUA
PPAS ini adalah Kebijakan Umum Anggaran. Pemerintah Provinsi itu
melakukan pembacaan di bidang sosial, bidang pendidikan, dengan
asumsi-asumsi, hal apakah yang akan dilakukan guna membangun Jawa
Timur. Termasuk juga infrastruktur, kesehatan dan lain sebagainya.
Kemudian semua itu dimasukkan ke dalam KUA PPAS. Setelah itu KUA
PPAS disahkan bersama oleh Gubernur dan DPRD. Pembahasan
berikutnya adalah pembahasan RAPBD. Setelah dibahas oleh DPRD
kemudian disesuaikan dengan pembidangannya. Jadi , di DPRD ini ada 5
komisi, Komisi A bidang Pemerintah, Komisi B bidang pertanian dan
ekonomi, Komisi C bidang perbankkan dan BUMN, Komisi D bidang
infrastruktur dan pembangunan, dan Komisi E bidang Pendidikan, sosial
dan kesehatan. Nah baru kemudian dibahas oleh masing-masing komisi
dengan dinas terkait. Hal semacam ini sudah agak teknis, operasional dan
praktis. Jadi di sini sudah muncul anggaran. Misalkan Dinas Sosial
anggarannya sekian, peruntukannnya untuk ini untuk ini, yang dibahas
dengan mitra komisi. Misalkan Dinas Pendidikan dengan komisi E.
Anggaran tadi dibahas, didetailkan, baru kemudian diselaraskan di Badan
Anggaran. Artinya bisa saja nanti ada usulan dari komisi antara
kesehatan dan pendidikan tidak seimbang, misalkan pendidikan harus
20%, kesehatan harus 10%. Penyelarasan anggaran di Banggar ini
bertujuan untuk memastikan agar anggaran tidak menumpuk di satu
bidang saja, melainkan bisa menyebar ke seluruh bidang pembangunan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Banggar itu
terdiri dari utusan masing-masing komisi, guna lebih memahami proses
dan dinamika yang terjadi dalam penyusunan anggaran. Setelah itu
kemudian Banggar memberikan pendapat Banggar dengan -catatan-
catatan yang perlu dilaksanakan oleh ekskutif. Banggar menyampaikan
pendapatnya kepada ekskutif pada saat rapat Banggar dengan ekskutif

¥ Tbid.
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(Tim Panggar dari Pemprov). Rapat Banggar dan ekskutif itu
mendiskusikan tentang visi misi gubernur. Misalkan misinya adalah
Madin, mendorong kesejahteraan masyarakat pinggir, nelayan, petani.
Nah semua visi ini kan diinginkan oleh gubernur untuk direalisasikan,
oleh karena itu maka Tim Anggaran dari Gubernur mendorong kebijakan
pemprov ke arah itu (terpenuhinya visi misi). Kemudian setelah
pembahasan di Banggar telah selesai dilanjutkan dengan pendapat akhir
fraksi menyetujui atau tidak. Baru APBD bisa ditetapkan atau disahkan.
Setelah disahkan kemudian dikirim ke Kemendagri, untuk mendapatkan
evaluasi. Jadi APBD ini prosesnya panjang, setelah mendapatkan hasil
evaluasi dari Kemendagri bahwa APBD ini bisa dilanjutkan, bisa
dilaskanakan, baru bisa mulai dilaksankan. Kemendagri kadang

memberikan catatan-catatan, karena kan Peraturan Pemerintah

dinamis”.?°

Dari paparan data tentang proses perumusan kebijakan program
peningkatan kualitas  guru Madrasah Diniyah dan kebijakan bantuan
penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur dapat diurai sebagai berikut.

Merujuk pada pemikiran William N. Dunn, bahwa perumusan kebijakan
berlangsung dalam tiga fase, yaitu: fase penyusunan agenda, formulasi kebijakan
dan adopsi kebijakan.*! Penyusunan agenda berarti decision maker menetapkan
isu yang menjadi fokus kajian dalam analisis kebijakan. Mungkin terdapat banyak
sekali isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, namun tidak semuanya
memiliki urgensi yang menuntut lahirnya sebuah kebijakan, sehingga decision
maker harus mempu menyusun setiap agenda yang ingin diselesaikan dari
problematika yang dihadapi. Formulasi kebijakan berarti pemangku kebijakan
beruaha untuk membuat beberapa alternatif tindakan yang dianggap dapat

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, atau pencapaian tujuan tertentu.

30 Badrut Tamam, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
31'Willian N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik ...,24.
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Adopsi kebijakan berarti bahwa setelah pemangku kebijakan telah memiliki
alternatif tindakan maupun langkah, kemudian dari beberapa alternatif tersebut
dipilih salah satu yang dianggap sebagai langkah yang paling tepat guna
penyelesaian masalah.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka di bawah ini peneliti akan
menjelaskan beberapa proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dalam perumusan kebijakan pengembangan madarasah Diniyah.

Perumusan kebijakan pembangunan di Jawa Timur pasca reformasi
dimulai dari penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Jawa Timur. RPJPD Provinsi Jawa Timur pertama ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025. Dalam
Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD
Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.3
Dengan demikian sejak itu Provinsi Jawa Timur telah memiliki rancangan
pembangunan yang nantinya akan menjadi dasar dari lahirnya kebijakan-
kebijakan strategis dalam pembangunan.

Selanjutnya, dari RPJPD itu diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur

menyusun rangkaian isu-isu strategis, visi, misi dan strategi Pembangunan

32 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 1.
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Provinsi Jawa Timur. analisis isu-isu strategis adalah analisis tentang ancaman
krisis pangan; krisis energi; globalisasi dan perdagangan bebas; kemiskinan,
kesenjangan, pengangguran dan kualitas SDM; serta perubahan iklim dan
pemanasan global.3® Analisis ini memiliki relevansi dengan penyelenggaraan
pendidikan Diniyah pada bagian kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, dan
kualitas SDM.

Berikutnya pada pasal 4 dijelaskan bahwa Visi pembangunan Jawa
Timur adalah menjadikan Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis terkemuka,
berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan
berakhlak. Visi mewujudkan Jawa Timur makmur dan berakhlak inilah yang tidak
lepas dari wilayah pendidikan, baik pendidikan pada umumnya dan pendidikan
Diniyah pada khususnya, sehingga usaha pencapaian visi tersebut melalui
pelaksanaan misi-misi pembangunan. Adapun misi pembangunan Jawa Timur
dalam jangka panjang yang memiliki korelasi signifikan dengan pendidikan
adalah mewujudkan SDM vyang handal, berakhlak mulia dan berbudaya.**
Tentunya pelaksanaan misi tersebut membutuhkan strategi yang tepat. Oleh
karena itu maka Provinsi Jawa Timur menetapkan strategi utama pembangunan
yang terkait dengan SDM dan akhlak mulia, yaitu melalui pemerataan dan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, pembangunan manusia

dan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan didasari oleh reformasi

33 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 3.
3% Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 5.
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birokrasi, supremasi hukum dan politik.>> Sehingga misi ini dikembangkan
menjadi sebuah upaya yang diarahkan pada pembangunan pendidikan,
pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan, pembangunan
pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan, serta pembangunan dan
pemantapan jati diri bangsa.’® Misi inilah yang tidak akan lepas dari keterlibatan
pendidikan keagamaan.

Selanjutnya Jawa Timur menetapkan kebijakan pembangunan kehidupan
beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai
landasan moral dan etika dalam pembangunan, serta pembentukan akhlak mulia,
memupuk etos kerja dan menghargai prestasi.’’ Oleh karena itu kemudian,
menurut peneliti, bahwa Provinsi Jawa Timur telah menetapkan kebijakannya
dalam pembangunan melalui bidang kehidupan beragama. Adapun agenda dalam
arah kebijakan ini meliputi: 1) peningkatan kualitas kerukunan intern dan antar
umat beragama, 2) pemantapan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui
pengelolaan serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, 3) pemantapan
kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada jalur, jenis dan jenjang
pendidikan, dan 4) peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan.®®

Poin-poin agenda kebijakan itu yang akan terus menjadi dasar kebijakan

35 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 6.

36 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 7.

37 Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, 39.

3% Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, 39.
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Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang kehidupan beragama hingga nanti
di tahun 2025.

Adapun aktor’® dalam penyusunan RPJPD tahun 2005-2025 adalah
terdiri dari unsur ekskutif (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) dan legislatif (DPRD
Provinsi Jawa Timur).

Setelah Jawa Timur menetapkan RPJPD tahun 2005-2025, sebagaimana
tahapan pembangunan yang direncanakan, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa
Timur menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur dalam empat tahap, yaitu Tahap pertama (2005-2009);
Tahap Kedua (2010-2014); Tahap Ketiga (2015-2019); Tahap Keempat (2020-
2024),*° maka pada tahun 2016 ini telah masuk pada pembangunan tahap ketiga
(2015-2019). Oleh karena itu maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun
RPJMD-nya untuk tahun 2014-2019, sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
Di dalam RPJMD ini, Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan umum dan
program pembangunan dengan sasaran meningkatnya mutu pendidikan, dan

tenaga kependidikan. Dalam upayan meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga

39 Aktor kebijakan publik disebut juga oleh Leo Agustino sebagai Pejabat Pembuat Kebijakan.
Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta
dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Pembuat kebijakan dibedakan menjadi
pembuat kebijakan primer dan pembuat kebijakan sekunder. Pembuat kebijakan primer adalah
aktor-aktor atau stakeholder yang mempunyai wewenang kosntitusional langsung utnuk
bertindak.sedangkan pembuat kebijakan sekunder adalah pihak yang memperoleh mandar dari
pembuat kebijakan sekunder dalam formulasi dan penetapan kebijakan. Leo Agustino, Dasar-
dasar Kebijakan Publik ..., 29.

40 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, pasal 8.
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kependidikan ini, dilakukan dengan strategi meningkatkan kualitas dan layanan
pendidikan. Adapun arah kebijakan yang signifikan dengan pendidikan Diniyah
adalah peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan
penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta.*!

Sama seperti RPJPD, RPJMD merupakan rumusan kebijakan yang
dihasilkan bersama antara ekskutif (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) dan
legislatif (DPRD Provinsi Jawa Timur).

Setelah RPJMD dibuat oleh Pemerintah Provinsi kemudian menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini merupakan
penjabaran dari RPJMD dalam setiap tahun annggaran. RKPD adalah dokumen
pembangunan tahunan yang disusun, dalam rangka menjamin konsistensi, dan
sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran RKA
SKPD.*> Dalam konteks kebijakan pengembangan madarasah Diniyah di Jawa
Timur, misalkan dapat dilihat dalam RKPD Tahun 2015, Pemerintah Provinsi
Jawa Timur menetapkan program unggulan (icon gubernur) antara lain bosda
madin dan pemerataan penyebaran tenaga pendidik. Dari kedua program unggulan

ini muncul program nomenklaturnya adalah program wajib belajar pendidikan

4 Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, 407.

42 Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, 4.
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dasar sembilan tahun dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan.*

Dari itu kita memahami bahwa kebijakan pengembangan Madrasah
Diniyah ini telah dirumuskan di dalam RPKD Provinsi Jawa Timur. RKPD ini
dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Setelah RKPD tuntas disusun dan dapat diketahui oleh masyarakat Jawa
Timur, kemudian perumusan kebijakan selanjutnya ada dalam proses penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA).** Penyusunan KUA dimulai dengan penyusunan
rancangan KUA yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur dengan dibantu
oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) #. Rancangan KUA ini disusun menurut data-data yang dimiliki oleh
seluruh SKPD. Berikutnya setelah rancangan KUA tersusun kemudian Gubernur
Jawa Timur menyampaikannya kepada DPRD Provinsi Jawa Timur untuk
dilakukan pembahasan sebelum disahkan menjadi KUA. Pembahasan rancangan
KUA dilakukan oleh TAPD selaku pihak ekskutif dengan Panitia Anggaran
(Panggar) selaku pihak legislatif. Rancangan KUA yang menjadi bahan diskusi
pihak ekskutif dan legislatif provinsi Jawa Timur memuat tentang target

pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan

43 Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, 209.

4 Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan, serta asusmsi yang medasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

4 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala
daerah yang dimpimpin oleh sekretaris daerah dan mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai
dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
pennggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.*® Dari
pembahasan antara kedua pihak tersebut kemudian diperoleh kesapakatan, dan
kesepakatan itu kemudian disebut dengan Kebijakan Umum APBD (KUA). Jadi
yang tadinya masih rancangan setelah disepakati oleh pemerintah provinsi dengan
DPRD maka jadilah KUA.

Kemudian, berdasarkan pada KUA yang ada, kemudian pemerintah
provinsi menyusun Rancangan PPAS. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Sebagaimana
dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
perubahannya, bahwa gubernur menyusun PPAS melalui 3 (tiga) tahap. Pertama,
tahap menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Kedua,
tahap menentukan urutan program untuk masing-masing urusan. Dan ketiga, tahap
menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Setelah
PPAS rampung disusun, kemudian gubernur menyampaikannya kepada DPRD
provinsi dan dilakukan pembahasan antara TAPD dengan panitia anggara DPRD
provinsi. Dalam pembahasan ini tentunya terjadi diskusi yang mendalam, karena

panitia anggaran DPRD provinsi melakukan pengecekan terhadap PPAS yang

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuanngan Daerah, pasal 84 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun
2011.
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diajukan pemerintah. Tentunya terhadap rancangan yang diajukan oleh
pemerintah provinsi, DPRD akan memberikan masukan, koreksi atau bahkan
kritikan jika dianggap perlu. Namun demikian, semangat dalam pembahasan ini
adalah menghasilkan APBD yang pro rakyat. Setelah diskusi dan pembahasan
selesai kemudian dicapai kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan DPRD
provinsi, maka PPAS itu berubah menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).
Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) adalah program pruioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Baik
KUA maupun PPA yang disepakati oleh pemerintah provinsi dan DPRD provinsi
dibuktikan dengan adanya nota kesepakatan tentang KUA-PPA yang
ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.

Tahap berikutnya dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur pasca disepakatinya KUA PPA adalah penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RKA-SKPD
merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD disusun oleh
kepala SKPD berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh gubernur dan KUA,
PPA dan kode rekening.

Perumusan kebijakan pemerintah provinsi tahap berikutnya adalah

penyusunan dan penetapan APBD. Penyusunan APBD dimulai setelah RKA
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SKPD telah rampung dari seluruh SKPD dan selesai ditelaah oleh TAPD. Pada
tahap ini diawali dengan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang
Penjabaran APBD. Raperda APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan
kepada gubernur dan kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam
proses sosialisasi Rapeda APBD bertujuan untuk diketahui oleh masyarakat luas
serta mendapatkan masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan yang
diperlukan.

Setelah disosialisasikan, Raperda APBD kemudian diampaikan oleh
gubernur kepada DPRD provinsi*’ untuk dilakukan pembahasan. Pembahasan
Raperda APBD dilaksanakan oleh DPRD provinsi menurut bidang/komisi yang
ada di DPRD. DPRD provinsi memiliki 5 (lima) komisi, yaitu komisi A
membidangi pemerintahan, komisi B membidangi perekonomian, komisi C
membidangi keuangan, komisi D membidangi pembangunan, dan komisi E
membidangi kesejahteraan rakyat. Melalui komisi-komisi yang menjadi alat
kelengkapan®®, DPRD provinsi melakukan pembahasan atas raperda APBD yang

diajukan oleh gubernur. Penyamapian raperda ABPD oleh gubernur kepada

47 Peran DPRD provinsi dalam penetapan peraturan daerah provinsi merupakan implementasi
fungsi DPRD provinsi dalam; pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 96 sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

“ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 110
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, alat kelengkapan
DPRD provinsi terdiri atas: pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan perda
provinsi, badan anggaran, badan kehormatan, dan kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
oleh rapat paripurna.
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pimpinan DPRD provinsi dilaksanakan bersamaan dengan penyapaian nota
keuaangan dalam sebuah rapat paripurna DPRD provinsi.

Komisi-komisi DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap raperda
APBD dengan berpedoman pada KUA PPA yang telah disepakati sebelumnya
oleh DPRD provinsi dan gubernur. Apabila DPRD provinsi menganggap perlu
untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang konten APBD, maka DPRD
akan mendatangkan kepala SKPD melalui gubernur dan TAPD. Dalam dalam
rapat komisi dan SKPD inilah pembahasan anggaran yang sesungguhnya.
Dikatakan demikian, karena dalam rapat pembahasan APBD di komisi ini, para
anggota DPRD akan mempersoalkan secara detil atas setiap mata anggaran yang
dicantumkan serta pula SKPD akan memberikan penjelasan seluas-luasnya agar
rancangan anggaran yang diajukan dapat disetujui oleh DPRD provinsi.

Rapat pembahasan APBD di tingkat komisi telah usai, maka kemudian
hasil rapat komisi tersebut dibawa ke rapat paripurna DRPD provinsi, untuk
mendapatkan tanggapan dan sekaligus persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di
DPRD provinsi. Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna ini terdapat sesi
yang disediakan bagi setiap fraksi DPRD provinsi untuk menyampaikan
tanggapannya atas rancangan APBD yang diajukan oleh gubernur. Dan jika dalam
rapat paripurna ini menurut fraksi di DPRD provinsi, masih terdapat bagian
raperda APBD yang harus disempurnakan oleh gubernur, maka raperda APBD
tersebut akan dikembalikan lagi kepada gubernur untuk dilakukan perbaikan dan

penyempurnaan, dan akan melalui proses ini dari semula. Namun, jika mayoritas
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atau bahkan seluruh fraksi di DPRD provinsi bersepakat bahwa raperda APBD
yang diajukan oleh gubernur sudah dianggap lengkap, maka dilakukanlah proses
persetujuan antara DPRD dan gubernur.

Atas dasar persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur
tentang raperda APBD, maka kemudian gubernur menyusun rapergub tentang
penjabaran APBD. Rapergub penjabaran APBD kemudian disampaikan kepada
DPRD provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah rapergub penjabaran
APBD mendapatkan persetujuan dari DPRD provinsi, kamudian raperda APBD
dan rapergub penjabaran APBD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri
untuk dilakukan evaluasi*’. Dalam waktu yang telah ditentukan pihak kementerian
dalam negeri akan menyampaikan hasil evaluasi kepada pemerintah provinsi.
Apabila hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa raperda APBD dan rapergub
penjabaran APBD harus diperbaiki maka pemerintah provinsi bersama dengan
DPRD provinsi akan melakukan perbaikan sebagaimana hasil evaluasi. Dan
apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa raperda APBD dan rapergub
penjabaran APBD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka berikutnya
adalah gubernur menetapkan raperda ABPD menjadi perda APBD dan rapergub

penjabaran APBD menjadi pergub penjabaran APBD.

4 Evaluasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah
dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatus serta untuk
meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah pasal 110 sebagai diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.
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Demikianlah proses perumusan kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa
Timur, sebagai hasil analisis dari data yang peneliti peroleh, baik data wawancara
dengan beberapa pihak di pemerintahan dan DPRD provinsi Jawa Timur, maupun
data dokumen yang peneliti peroleh. Maka dengan demikian selesailah proses
perumusan kebijakan dan selanjutnya akan masuk pada fase implementasi atau

pelaksanaan kebijakan. Berikut ini gambar alur dan peran aktor kebijakan Madin.
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Gambar 5.2
Skema Peran Ekskutif dan Legislatif dalam Penyusunan Kebijakan di Jawa Timur
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Merujuk pada teori-teori perumusan kebijakan yang telah dibahas pada
bab 2 di awal, peneliti mencoba untuk menyusun proposisi. Proposisi yang
dimaksud bahwa perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
pengembangan Madrasah Diniyah memiliki kedekatan dengan teori elit, teori
deliberatif, dan teori demokratis.

Teori elit’® menjelaskan bahwa elit>' secara top down membuat kebijakan
publik untuk diimplementasikan oleh administratur publik kepada rakyat atau
masyarakat. Sebagaimana dikatakan bahwa kebijakan besar dan penting
ditentukan oleh sekelompok elit individu yang memiliki kedudukan sangat kuat.>?
Kedekatan perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam

pengembangan Madrasah Diniyah dengan teori elit karena sesungguhnya

kebijakan ini merupakan realisasi dari pemikiran Gubernur dan Wakil Gubernur

50 Dalam kajian sosiologi dijelaskan bahwa teori elit memiliki varian, yaitu (1) teori elit pluralism,
(2) teori elit, dan (3) teori power elit. Pertama teori elit pluralism adalah sebuah teori yang
berupaya untuk menjelaskan watak dan distribusi kekuasaan pada masyarakat demokrtasi barat.
Teori ini dikembangkan oleh J.J. Richarrdson dan A.G. Jordan. Kedua teori elit berpandangan
bahwa kekuasaan dalam masyarakat dimonopoli oleh segelintir orang. Tokoh dari teori ini adalah
Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Ketiga teori power elit berpandangan bahwa memang ada
kemlompok elit disebut dengan “elit kuasa” (power elit) yang berada di balik semua skenario
kebijakan pemerintah. Power elit ini bukanlah konspirasi, karena anggota-anggotanya tidak
mencari kekuasaan yang luar biasa yang mereka nikmati itu, melainkan mereka itu memainkan
kekuasaan itu karena mereka tengah menduduki posisi-posisi penting. Teori ini dikembangkan
oleh C. Wright Mills. Nur Syam, Model Analisis Teori Sosial (Surabaya: Putra Media Nusantara,
2010), 136-144. Tema tentang kekuasaan banyak dibahas dalam sosiologi strukturalisme dan post-
strukturalisme. Misalkan Foucaoult, Derrida dll. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori
Sosiologi Moder. Penej. Alimandan (Jakarta: Kencana, 2008), 601-628.

51 Menurut teori demokrasi elitis, di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-
keputusan besar. Di dalam masyarakat terdapat kelompok elit dan nonelit, dan terdapat pula
sirkulasi elit. Sirkulasi elit berarti terjadi proses keluar-masuk dalam sebuah lingkungan kelompok
di mana anggota kelompok tertentu dapat menggantikan posisi anggota yang lain sebagai elit.
Pergantian ini dapat merupakan regenrasi elit atau juga perpindahan dari nonelit menjadi elit.
Ronald H. Chilcote,, Theoris of Comparative Politics The Search for a Freedom. Penerj.: Haris
Munandar dan Dudy Priatna (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 476.

52 C. Wright Mills, The Power Elit (New York: Oxford University, 1956), 3-4. Lihat juga Budi
Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus ..., 46.
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Jawa Timur saat ini, (Soekarwo dan Saifullah Yusuf) sebagai elit birokrasi
Provinsi Jawa Timur. Kedua elit ini yang merupakan pemimpin birokrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki perhatian khusus terhadap
Madrasah Diniyah. Perhatian khusus tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam
rumusan kebijakan pembangunan Jawa Timur jangka panjang dan jangka
menengah.

Rumusan pemikiran elit Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertuang dalam
visi-misi pembangunan Jawa Timur. Visi-misi pembangunan inilah yang
mengindikasikan bahwa elit Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan
kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan pegembangan Madrasah
Diniyah di Jawa Timur.

Pijakan teoretis kedua dari perumusan kebijakan ini adalah teori
deliberatif. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya pihak
yang menentukan sebuah kebijakan publik, melainkan pemerintah merupakan
processor dan legalisator dari sebuah kehendak publik. Sehingga pemeritah dan
publik memiliki akses yang sama dalam menentukan kebijakan publik. peran
pemerintah di sini lebih sebagai legalisator dari “kehendak publik”. Sementara
peran analis kebijakan adalah sebagai processor proses dialog publik agar
menghasilkan keputusan untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.*

Dalam konteks kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa

Timur, peneliti menemukan bahwa kebijakan ini dirumuskan menurut pendekatan

53 H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami
Kebijakan Pendidikan..., 209-210. Lihat juga Riant Nugroho, Public Policy: Teori, Manajemen,
Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan..., 333-348.
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teori deliberatif dengan argumentasi bahwa kebijakan ini hakikatnya merupakan
kehendak masyarakat Jawa Timur untuk menjamin eksistensi pendidikan
keagamaan Islam di Madrasah Diniyah. Oleh karena keinginan masyarakat Jawa
Timur yang sangat kuat akan peran serta pemerintah dalam pengelolaan Madrasah
Diniyah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui proses penyusunan
kebijakan pembangunan menetapkan kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah
dalam bentuk program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah dan
BPPDGS. Perumusan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen
masyarakat Jawa Timur melalui musyawarah-musyawarah baik formal, informal,
maupun non formal.

Teori demokratis®* merupakan rujukan yang ketiga dalam perumusan
kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah
Diniyah. Teori ini menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap pemilik hal demokrasi
diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini dikaitkan dengan
implementasi good governance. Perumusan kebijakan pengembangan Madrasah
Diniyah di Jawa Timur merupakan realisasi pemikiran dan nilai-nilai demokrasi.
Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud terutama menyangkut keterlibatan
masyarakat dalam perumusan kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat.
Hal ini sebagaimana menjadi slogan dalam demokrasi: dari, oleh, dan untuk

rakyat.

> 1bid., 201.
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Penting juga untuk ditegaskan dalam analisis ini, bahwa dalam beberapa
literatur tentang kebijakan publik tidak ditemukan adanya pembahasan tentang
kombinasi dan kolaborasi beberapa teori prumusan kebijakan. Sementara itu
penulis menemukan bahwa dalam perumusan kebijakan pengembangan Madrasah
Diniyah di Provinsi Jawa Timur terdapat kombinasi dan kolaborasi beberapa teori
perumusan kebijakan; teori elit, teori deliberatif, dan teori demokratis. Sehingga
dengan kombinasi dan kolaborasi teori elit, deliberatif dan demokratis Pemerintah
Provinsi Jawa Timur berhasil merumuskan kebijakan pengembangan Madrasah

Diniyah yang efektif dan efisien.

B. Implementasi Kebijakan Pemertintah Provinsi Jawa Timur dalam
Pengembangan Madrasah Diniyah

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan dari sebuah
kebijakan. Dalam penelitian ini diperoleh data terkait dengan pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah
Diniyah melalui program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah dan
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Data
yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah

Kebijakan peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah Provinsi Jawa

Timur ini melibatkan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
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(Kopertais), Perguruan Tinggi Agama Islam Neger/Swasta (PTAIN/S). Hal ini
sebagaimana dalam pedoman penyelenggaraan disebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh PTAIN/S yang memiliki
program studi sebagaimana tersebut di atas (PAI dan atau PBA) dengan
kurikulum dan sistem perkuliahan yang berlaku di PTAIN/S masing-
masing. Untuk PTAIS, mengikuti mekanisme pengawasan, pengendalian,
pembinaan akademik yang dilakukan oleh Kopertais Wilayah I'V. Proses
akademik yang melibatkan layanan dari Kopertais Wilayah IV antara
lain: pengajuan Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM), Uji Kendali
Mutu (UKM), Pengajuan Nomor Induk Registrasi Lulusan (NIRL), dan
Ijazah”.>®

Program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah dilaksanakan
dalam bentuk pemberian beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program
yang difokuskan untuk peningkatan kualifikasi akademik strata 1 (S1) yang
diselenggarakan melalui:

“l. Kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Timur dengan Kopertais
Wilayah IV dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Jawa
Timur; 2. Perjanjian kerja sama antra Gubernur Jawa Timur dengan
pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Kopertais
Wilayah IV melakukan proses seleksi administrasi dan layanan akademik
selama proses perkuliahan, sedangkan tahap seleksi kompetensi calon
mahasiswa melibatkan Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah
(LPPD) Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan program peningkatan kualitas
guru Madrasah Diniyah meliputi: penentuan PTAI penyelenggara, seleksi
calon mahasiswa, proses perkuliahan, monitoring-evaluasi, dan

kelulusan”.>®

Dalam penentuan PTAI penyelenggara, Sunaryo mengatakan bahwa:

“dalam menetapkan PTAI penyelenggara kita menerapkan dua prosedur
yaitu: pertama PTAI yang ingin menyelenggarakan itu mengajukan

55 Biro Administrasi Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pedoman

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah (Surabaya: Biro
Administrasi Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, t.th), 3-4.
56 Ibid., 4.
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usulan ke pemprov, kedua pemprov menentukan PTAI yang dianggap
layak dan memenuhi syarat yang ditentukan sebagai penyelenggara
program. Atas semua usulan yang kami terima kemudian meminta juga
pertimbangan dari pihak Kopertais sebagai pihak yang memahami betul

tentang rekam jejak PTAIS di wilayah Jatim”.%’

Hal yang sama disampaikan oleh Siti Munawaroh, beliau mengatakan

“jadi  begini, PTAI mengajukan permohonan untuk menjadi
penyelenggara beasiswa S1 Madin ini ke Gubernur, kemudian disposisi
proposal itu akan turun ke Biro Adkem, ke Kepala Bagian Agama,
kemudian ke saya Kepala Subbag Sarana Agama. Nah sekian proposal
yang masuk, kita lakukan telaah dan buatkan list kelengkapan
administrasi dan persayaratan yang harus dipenuhi, nah dari situ
kemudian kita koordinasi dengan kopertais tentang apakah lembaga ini
memenuhi syarat atau tidak? Secara legalitas, secara riil, memenuhi atau
tidak? Nah itu kan yang tahu kopertais. Dan apakah PTAI ini mempunyai
prodi sesuai dengan porgam ini atau tidak”.>®

Pendapat yang sama juga peneliti peroleh dari A. Hamid Syarif, Hamid

Syarif mengatakan bahwa:

“Yang menentukan PTAI penyelenggara program ini adalah LPPD,
Kopertais dan Pemprov yang diwakili oleh Biro Adkem dengan melihat
kemampuan PTAI memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
pedoman teknis program beasiswa ini. Seperti harus punya prodi PAI dan
atau PBA, terkareditasi minimal C, dan lain lain. Biasanya penyelenggara
yang sudah tiga tahun berturut-turut kita geser ke PTAIS yang belum
sama sekali, jika di Kab/Kota itu terdapat lebih dari satu PTAI tapi kalau
memang di Kab/Kota itu hanya ada satu PTAI maka ya tetap PTAI itu
penyelenggaranya. Seperti di Situbondo, Bondowoso tidak pernah
digeser-geser. ... PTAI yang ingin menjadi penyelenggara program ini
harus mengajukan proposal usulan kepada pemprov. Setelah PTAI
diundang oleh LPPD. Kemudian dibuatlah MoU pemprov dengan
PTAI”.>

57 Sunaryo, Wawancara, Surabaya, 31 Oktober 2016.
58 Siti Munwaroh, Wawancara, Surabaya, 31 Oktober 2016.
9 A. Hamid Syarif, Wawancara, 28 Oktober 2016.
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Pelaksanaan program ini tidak terpusat di Surabaya, melainkan menyebar
di daerah-daerah kabupaten/kota. Hal sebagaimana disampaikan oleh Siti
Munawaroh, bahwa “beasiswa madin ini diselenggarakan oleh masing-masing
perguruan tinggi negeri maupun swasta di setiap kabupaten, karena harapan pak
Gubernur program ini dapat terlaksana dengan baik serta melibatkan masyarakat
di daerah sesuai dengan cakupan masing-masing daerah”.%°

Setelah rumusan kebijakan telah ditetapkan berupa kebijakan
peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah selanjutnya pihak ekskutif
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan kebijakan itu. Menurut H.
Sunaryo, Kepala Sub Bagian Lembaga Agama Biro Administrasi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur, implementasi kebijakan ini dimulai dari penandatangan
MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dengan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) penyelenggara Program
Peningkatan Kualitas Guru Madrasah. Setelah kesepakatan itu diperoleh dan
dengan dibuktikan dengan adanya dokumen MoU antara Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dengan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) penyelenggara
Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah, maka dilanjutkan dengan
pembayaran biaya kuliah peserta melalui rekening PTAI. Sunaryo mengatakan
bahwa:

“Kemudian dalam pembayarannya oleh pemprov adalah dengan cara

transfer ke rekenng PTAI penyelenggara ketika MoU telah

ditandatangani. Yaitu setelah ditetapkannya peserta di masing-masing
PTAI Jadi PTAI menerima transfer dana dari pemprov sebanyak jumlah

60 Siti Munawaroh, Wawncara, Surabaya, 12 Oktober 2016.
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mahasiswa peserta dikalikan Rp 8.000.000-an itu. Jadi biaya sampai 4
tahun ke depan di terima di awal program oleh PTAI. Kemudian sejak
tahun 2010 anggaran itu naik menjadi Rp 8.400.000 permahasiswa”.%!

Adapun kriteria PTAI penyelenggara program ini, Sunaryo mengatakan:

“kita menetapkan ketentuan kriteria PTAI penyelenggara program ini
dengan beberapa syarat antara lain: PTAI itu harus memiliki program
studi PAI dan atau PBA, minimal terkareditasi BAN PT dengan
peringkat C, dia sanggup melaksanakan program dan menyelesaikannya
dalam 4 tahun, sanggup menggunakan dana transfer untuk pembiayaan
perkuliahan sebagaimana dalam MoU, dan pemetaan wilayah”.%?

Berikut ini kami sajikan data PTAI pelaksana program ini dari tahun

2006-2015.

Tabel 5.2

Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2006%

No Nama PTAI Prodi Jml Jmih Bantt_lan iy Jumlah Bantuan
Mhs Mahasiswa
1| TAIN Sunan Ampel Surabaya PAL 217 | Rp 8.000.00000 | Rp _ 1.736.000.000
2| TAI Nurul Jadid Probolinggo PAI 30 | Rp 8.000.000,00 | Rp __ 240.000.000
3 | STIT At-Taqwa Bondowoso PAI 30 | Rp 8.000.000,00 | Rp 240.000.000
4 | STAI Panca Wahana Bangil PAI 28 | Rp 800000000 | RP  224000.000
5 | STAIFAS Jember PAI 28 | Rp 800000000 | RP  224000.000
6 | IAI Tribakti Kediri PAI 28 | Rp 800000000 | Rp 224000000
7 | STAI Syaikhona Kholil Bangkalan PAI 28 | Rp 8.000.000,00 | Rp 224.000.000
8 | STAI Ibrahimy Banyuwangi PAI 28 | Rp 800000000 | RP 224000000
JUMLAH 417 Rp _ 3.336.000.000

61 Sunaryo, Wawancara, Surabaya, 31 Oktober 2016.

62 Tbid.

63 Biro Administrasi Kemsyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
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Tabel 5.3
Daftar Ptai Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2007%*
No Nama PTAI Prodi Jml Jmih Bantgan Tiap Jumlah Bantuan
Mhs Mahasiswa
1 IAIN Sunan Ampel Surabaya PAI 596 Rp 8.000.000,00 Rp 4.768.000.000,00
2 | Univ. Muhammadiyah Malang PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
3 IAI Ibrahimy Situbondo PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
4 STAI Panca Wahana Bangil PAI 28 Rp 8.000.000,00 Rp  224.000.000,00
5 UNIV. Darul Ulum Jombang PAI 28 Rp 8.000.000,00 Rp  224.000.000,00
6 IAI Tribakti Kediri PAI 28 Rp 8.000.000,00 Rp  224.000.000,00
7 STIT Al-Muslihun Blitar PAI 28 Rp 8.000.000,00 Rp  224.000.000,00
8 STAI Madiun PAIL 28 Rp 8.000.000,00 Rp  224.000.000,00
9 | Univ. Islam Malang PAI 28 Rp 8.000.000,00 Rp  224.000.000,00
10 | STAI Ibrahimy Banyuwangi PAI 28 Rp 8.000.000,00 Rp  224.000.000,00
11 | Univ. Muhammadinyah Sidoarjo PAI 28 Rp 8.000.000,00 Rp  224.000.000,00
JUMLAH 880 Rp 7.040.000.000,00
Tabel 5.4
Daftar Ptai Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2008%
No Nama PTAI Prodi Jml il Bantlfan 11 Jumlah Bantuan
Mhs Mahasiswa
1 IAIN Sunan Ampel Surabaya PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
2 IAI Ibrahimy Situbondo PAI 32 Rp 8.000.000,00 Rp 256.000.000,00
3 Univ. Darul Ulum Jombang PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
4 IAI Tribakti Kediri PAI 31 Rp 8.000.000,00 Rp 248.000.000,00
5 STIT Al-Muslihun Blitar PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
6 Univ. Islam Malang PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
7 STAI Ibrahimy Banyuwangi PAI 31 Rp 8.000.000,00 Rp 248.000.000,00
8 STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
9 STAI Madiun PAI 32 Rp 8.000.000,00 Rp 256.000.000,00
10 | STAI Panca Wahana Bangil PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
11 Institut Sunan Giri Ponorogo PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
12 | Universitas Islam Jember PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
13 TAI Diponegoro Tulungagung PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
14 STIT Muhammadiyah Bojonegoro PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
15 | STAI Miftahul Ula Nganjuk PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
16 | IAI Nurul Jadid Paiton PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
17 | STAI Qomaruddin Gresik PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
18 | STIKA An-Nugayah Sumenep PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
19 STAI At Tagwa Bondowoso PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
20 | STIT Syarifuddin Lumajang PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
21 Universitas Yudharta Pasuruan PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
22 | STIT Raden Wijaya Mojokerto PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
23 Universitas Islam Madura PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
24 STIT Makhdum Ibrahim Tuban PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
25 STAI Sunan Drajat Lamongan PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
26 | STAI Ma'arif Ngawi PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
27 | STAI Ma'arif Magetan PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
28 | STITNAT Sampang PAI 34 Rp 8.000.000,00 Rp 272.000.000,00
29 | STAIFAS Kencong Jember PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
30 | Universitas Muhammadiyah Malang PAI 35 Rp 8.000.000,00 Rp 280.000.000,00
31 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo PAI 35 Rp 8.000.000,00 Rp 280.000.000,00
32 | STAI Zainul Hasan Probolinggo PAI 35 Rp 8.000.000,00 Rp 280.000.000,00
33 | STAI Al-Khoziny Sidoarjo PAI 35 Rp 8.000.000,00 Rp 280.000.000,00
34 | IKAHA Jombang PAI 35 Rp 8.000.000,00 Rp 280.000.000,00
Jumlah 1055 Rp  8.440.000.000
64 Tbid.

5 Tbid.




224

Tabel 5.5
Daftar Ptai Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2009%°
No Nama PTAI Prodi Jml Jmih Bantgan Tiap Jumlah Bantuan
Mhs Mahasiswa
1 IAIN Sunan Ampel Surabaya PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
3 STAI Panca Wahana Bangil PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
4 STAI Zainul Hasan Genggong PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
5 IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp 232.000.000,00
6 IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp 232.000.000,00
7 STAI Ibrahimy Banyuwangi PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
8 STAI At Tagwa Bondowoso PAL 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
9 STAIN Jember PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
10 STAIFAS Jember PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
11 STIT Syarifuddin Lumajang PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
12 Universitas Islam Malang PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
13 STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
14 Sekolah Tinggi Al-Muslihun Blitar PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
15 IAI Tribakti Kediri PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
16 STAI Hasanuddin Pare Kediri PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
17 STIT Muhammadiyah Tulungagung PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
18 STIT Sunan Giri Trenggalek PBA 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
19 INSURI Ponorogo PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
20 STITNU Pacitan PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
21 (STAIM Madiun PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
22 STIT Muhammadiyah Ngawi PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
23 STAI Miftahul Ula Nganjuk PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
24 IKAHA Jombang PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
25 STIT Raden Wijaya Mojokerto PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp  240.000.000,00
26 STIT Uluwiyah Mojosari Mojokerto PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
27 STIT Muhammadiyah Bojonegoro PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
28 STIT Makhdum Ibrahim Tuban PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
29 STAI Sunan Drajat Lamongan PAI 30 Rp 8.000.000,00 Rp 240.000.000,00
30 STAI Qomaruddin Gresik PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
31 STAI Miftahul Ulum Modung Bangkalan PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
32 STITNAT Sampang PAI 29 Rp_8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
33 STAI Al-Khairat Pamekasan PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
34 STIKA An-Nugayah Sumenep PAI 29 Rp 8.000.000,00 Rp  232.000.000,00
Jumlah 1000 Rp 8.000.000.000,00
Tabel 5.6
Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2010%7
No Nama PTAI Prodi Jml Jmlh BantL}an Tiap Jumlah Bantuan
Mhs Mahasiswa
1 2 3 4 5 6
1 UNMUH Surabaya PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
2 Universitas Sunan Giri Sidoarjo PAI 60 Rp 8.200.000,00 Rp  492.000.000,00
3 STAI Panca Wahana Bangil PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
4 STAI Zainul Hasan Kraksaan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
5 IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
6 STAI Ibrahimy Banyuwangi PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
7 STAI At Tagwa Bondowoso PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
8 STAIN Jember PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
9 STAI Al Qodiri Jember PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
10 STIT Syarifuddin Lumajang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
% Ibid.
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1 2 3 4 5 6

11 Universitas Muhammadiyah Malang PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
12 STIT Raden Rahmat Kepanjen Malang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
13 STAI Al-Qolam Gondanglegi PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
14 Sekolah Tinggi Al-Muslihun Blitar PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
15 IAI Tribakti Kediri PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
16 STAI Hasanuddin Pare Kediri PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
17 STIT Muhammadiyah Tulungagung PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
18 STAI Diponegoro Tulungagung PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
19 STIT Sunan Giri Trenggalek PBA 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
20 STAIN Ponorogo PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
21 STITNU Pacitan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
22 STAI Ma'arif Magetan PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
23 STIT Muhammadiyah Ngawi PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
24 STIT Pangeran Diponegoro Nganjuk PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
25 UNIPDU Jombang PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
26 STAI Bahrul Ulum Jombang PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
27 STIT Raden Wijaya Mojokerto PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
28 STAI Sunan Giri Bojonegoro PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
29 UNISDA Lamongan PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
30 STAI Al-Azhar Menganti PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
31 STAI Miftahul Ulum Modung Bangkalan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
32 STITNAT Sampang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
33 STAI Al-Khairat Pamekasan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp  237.800.000,00
34 IDIA Prenduan Sumenep PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00

JUMLAH 1030 Rp 8.446.000.000,00
Tabel 5.7
Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 201 168
No Nama PTAI Prodi . gnin Bantgan Ui Jumlah Bantuan
Mhs Mahasiswa

1 2 3 4 5 6

1 Universitas Muhammadiyah Surabaya PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo PBA 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
3 Universitas Sunan Giri (Unsuri) Surabaya PAIL 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
4 Universitas Yudharta Pasuruan PBA 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
5 IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo PAIL 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
6 IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo PBA 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
7 STAI At Tagwa Bondowoso PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
8 STAIN Jember PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
9 STAI Al-Qodiri Jember PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
10 STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
11 Universitas Muhammadiyah Malang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
12 STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
13 STIT Muhammadiyah Tulungagung PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
14 STAI Diponegoro Tulungagung PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
15 STIT Sunan Giri Trenggalek PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
16 STAI Hasanuddin Pare Kediri PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
17 IAI Tribakti Kediri PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
18 INSURI Ponorogo PBA 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
19 STITNU Pacitan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
20 STAI Madiun PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
21 STAI Ma'arif Magetan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
22 STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk PAIL 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
23 STIT Uluwiyah Mojokerto PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
24 Univ. Darul Ulum Tambakberas Jombang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
25 Stai Bahrul Ulum Tambakberas Jombang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
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1 2 3 4 5 6
26 STIBAFA Jombang PBA 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
27 STAI Sunan Giri Bojonegoro PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
28 STIT Makhdum Ibrahim Tuban PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
29 Universitas Islam Lamongan PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
30 STAI Al-Azhar Menganti Gresik PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
31 STAI Al-Hamidiyah Bangkalan PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
32 STITNAT Sampang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
33 STAI Al Khairat Pamekasan PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
34 INSTIKA Annugayah Sumenep PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
35 STAI Daruttagwa Manyar PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
36 STAI Zainul Hasan Genggong PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
JUMLAH 1059 Rp  8.683.800.000,00
Tabel 5.8
Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 2012%°
No Nama PTAI Prodi il il Bantl}an Tiap Jumlah Bantuan
Mhs Mahasiswa
1 STAI Taswirul Afkar Surabaya PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
2 Universitas Muhammadiyah Surabaya PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo PBA 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
4 Universitas Yudharta Pasuruan PBA 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
5 STAI Ibrahimy Banyuwangi PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
6 STAIN Jember PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
7 STAI Al-Qodiri Jember PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
8 Universitas Islam Malang PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
9 STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
10 STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
11 STAI Muhammadiyah Tulungagung PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
12 STAI Diponegoro Tulungagung PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
13 STIT Sunan Giri Trenggalek PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
14 STAI Hasanuddin Pare Kediri PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
15 Universitas Muhammadiyah Ponorogo PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
16 INSURI Ponorogo PBA 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
17 STITNU Pacitan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
18 STAI Madiun PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
19 STAI Ma'arif Magetan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
20 STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
21 STIT Uluwiyah Mojokerto PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
22 STAI Bahrul Ulum Jombang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
23 STIBAFA Jombang PBA 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
24 STAI Sunan Giri Bojonegoro PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
25 STIT Makhdum Ibrahim Tuban PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp  246.000.000,00
26 Universitas Islam Lamongan PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
27 STAI Al-Azhar Menganti Gresik PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
28 STAI Al-Hamidiyah Bangkalan PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
29 INSTIKA Annugayah Sumenep PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
30 STAI Daruttagwa Manyar PAI 30 Rp 8.200.000,00 Rp 246.000.000,00
31 STAI Zainul Hasan Genggong PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
32 STAI At Tagwa Bondowoso PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
33 STAI Nazhatut Thullab Sampang PAI 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
34 IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo PBA 29 Rp 8.200.000,00 Rp 237.800.000,00
Jumlah 1000 Rp 8.200.000.000,00
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Tabel 5.9
Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 201370
ML JMLH BANTUAN
NO PTAI PRODI MHS TIAP JUMLAH BANTUAN
MAHASISWA

1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo PBA 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
2 STAI Taswirul Afkar Surabaya PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
3 IAI Ibrahimy Situbondo PBA 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
4 STAI Daruttagwa Manyar Gresik PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
5 STAI Salahuddin Pasuruan PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
6 STAI Zainul Hasan Probolinggo PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
7 STAI Ibrahimy Banyuwangi PAL 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
8 STAIN Jember PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
9 STAI Al-Qodiri Jember PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
10 STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
11 STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
12 STAI Raden Rahmat Kepanjen Malang PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
13 STAI Muhammadiyah Tulungagung PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp 243.600.000,00
14 STIT Sunan Giri Trenggalek PAIL 30 Rp  8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
15 STAI Madiun PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
16 STAI Ma'arif Magetan PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
17 STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp 243.600.000,00
18 STIT Raden Wijaya Mojokerto PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
19 STI Bani Fatah Jombang PBA 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
20 IKAHA Tebu Ireng Jombang PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
21 UNIPDU Jombang PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
22 Universitas Islam Lamongan PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
23 STAI Raden Qosim Lamongan PBA 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
24 STIT Makhdum Ibrahim Tuban PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
25 Universitas Muhammadiyah Ponorogo PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
26 STAI Diponegoro Tulungagung PAIL 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
27 STAI Syarifuddin Lumajang PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
28 STIT Muhammadiyah Bojonegoro PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
29 IAI Tribakti Kediri PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
30 STIT Al-Muslihuun Blitar PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
31 STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
32 STAI Al-Khairat Pamekasan PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
33 INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
34 STAI Al-Azhar Menganti Gresik PAL 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
35 STAI NU Pacitan PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
36 IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo PAIL 30 Rp 8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
37 STAI At Taqgwa Bondowoso PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
38 STAI Al-Hamidiyah Bangkalan PAIL 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
39 STAI Al-Falah As-Sunniyyah PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
JUMLAH 1150 Rp 9.660.000.000,00

70 Tbid.
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Tabel 5.10
Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 201471
No Nama PTAI Prodi Jml Jmih Bantgan Tiap Jumlah Bantuan
Mhs Mahasiswa
1 STAI Madiun PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
2 STAI Ma'arif Magetan PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
4 STIT Sunan Giri Trenggalek PAI 30 Rp 8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
5 STAI Muhammadiyah Tulungagung PAIL 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
6 STAI Diponegoro Tulungagung PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp 243.600.000,00
7 STAI NU Pacitan PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
8 STIT Al-Muslihuun Blitar PAIL 30 Rp 8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
9 STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk PAIL 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
10 STIT Muhammadiyah Bojonegoro PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
11 Universitas Islam Lamongan PAI 30 Rp 8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
12 STAI Raden Qosim Lamongan PBA 30 Rp 8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
13 STIT Makhdum Ibrahim Tuban PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
14 STI Bani Fatah Jombang PBA 30 Rp 8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
15 Univ.Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
16 | UNIPDU Jombang PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
17 STIT Raden Wijaya Mojokerto PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
18 IAI Tribakti Kediri PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
19 STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang PAI 30 Rp _8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
20 STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
21 STAI Salahuddin Pasuruan PAI 30 Rp 8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
22 INZAH Genggong Probolinggo PBA 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
23 IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo PAI 30 Rp 8.400.000,00 Rp 252.000.000,00
24 STAI Syarifuddin Lumajang PAI 30 Rp 8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
25 STAIN Jember PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
26 STAI Al-Falah As-Sunniyyah PAI 30 Rp 8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
27 STAI Ibrahimy Banyuwangi PAI 29 Rp  8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
28 IAI Ibrahimy Situbondo PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
29 STAI At Tagwa Bondowoso PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
30 STAI Syaichona moh. Cholil bangkalan PBA 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
31 INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
32 STAI Taswirul Afkar Surabaya PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
33 STAIDA Manyar Gresik PAI 30 Rp  8.400.000,00 Rp  252.000.000,00
34 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo PAI 29 Rp 8.400.000,00 Rp  243.600.000,00
JUMLAH 1000 Rp 8.400.000.000,00
Tabel 5.11
Daftar PTAI Pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Di Jawa Timur Tahun 201572
No Nama PTAI Prodi ;/Irrﬁls Jmllﬁ/l]?:}ilz'sil:\r;:ﬁap Jumlah Bantuan
1 2 3 4 5 6
1 STAI NU Madiun PBA 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
2 STAI Ma'arif Magetan PAI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo PAI 29 Rp 8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
4 STIT Sunan Giri Trenggalek PAI 29 Rp 8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
5 STAI Muhammadiyah Tulungagung PAI 29 Rp 8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
6 STAI NU Pacitan PAI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
7 STIT Al-Muslihuun Blitar PAI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
8 STAI Miftahul Ula Nganjuk PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
9 STIT Muhammadiyah Bojonegoro PAI 29 Rp 8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
10 STAI Sunan Drajat Lamongan PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
11 STAI Al-Hikmah Tuban MPI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
12 STAI At-Tahdzib Jombang PBA 30 Rp 8.500.000,00 Rp 255.000.000,00
1 Ibid.

72 Tbid.
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1 2 3 4 5 6

13 UNIPDU Jombang PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
14 STIT Uluwiyah Mojosari Mojokerto PAI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
15 STAI Badrus Sholeh Kediri PBA 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
16 IAI Tribakti Kediri PGMI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
17 Universitas Muhammadiyah Malang PAI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
18 STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
19 STAI Salahuddin Pasuruan PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
20 INZAH Genggong Probolinggo PGMI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
21 IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo PBA 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
22 STAI Syarifuddin Lumajang PGMI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
23 STAIN Jember PGMI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
24 STAI Al-Falah As-Sunniyyah Jember PAI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
25 STAI Ibrahimy Banyuwangi PGMI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
26 IAI Ibrahimy Situbondo PAI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
27 STAI At Tagwa Bondowoso PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
28 STAI Miftahul Ulum Modung Bangkalan PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
29 IDIA Prenduan Sumenep PAI 30 Rp 8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
30 STAI Ma'arif Sampang PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
31 STAIN Pamekasan PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
32 STAI Ar-Rosyid Surabaya PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
33 STAI Daruttaqwa Manyar Gresik PAI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
34 STAI Al-Azhar Menganti Gresik PAI 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
35 STAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo PGMI 30 Rp  8.500.000,00 Rp  255.000.000,00
36 STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang 29 Rp 8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
37 STAI Al-Qodiri Jember 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
38 INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00
39 Universitas Muhammadiyah Surabaya 29 Rp  8.500.000,00 Rp  246.500.000,00

JUMLAH 1149 Rp 9.766.500.000,00

Pelaksanaan program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah pada
tahun 2006 merekrut 417 mahasiswa dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp
3.336.000.000. Pada tahun 2007 merekrut 880 mahasiswa dengan alokasi dana
anggaran sebesar Rp 7.040.000.000. Pada tahun 2008 merekrut 1055 mahasiswa
dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp 8.440.000.000. Pada tahun 2009
merekrut 1000 mahasiswa dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp
8.000.000.000. Pada tahun 2010 merekrut 1050 mahasiswa dengan alokasi dana
anggaran sebesar Rp 8.446.000.000. Pada tahun 2011 merekrut 1059 mahasiswa
dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp 8.683.800.000. Pada tahun 2012
merekrut 1000 mahasiswa dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp

8.200.000.000. Pada tahun 2013 merekrut 1150 mahasiswa dengan alokasi dana
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anggaran sebesar Rp 9.660.000.000. Pada tahun 2014 merekrut 1000 mahasiswa

dengan alokasi dana anggaran sebesar Rp 8.400.000.000. Pada tahun 2015

merekrut

9.766.500.000.

1149 mahasiswa dengan alokasi

dana anggaran

sebesar

Rp

Rekapitulasi PTAI pelaksana program peningkatan kualitas guru

Madrasah Diniyah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5.12

Rekapitulasi PTAI

Pelaksana Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah

di Jawa Timur Tahun 2006-201573

Jumlah Perolehan Beasiswa/Tahun

No Nama PTAI
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
! 1 3 4 5 6 7 8 9o | 10 | 11 | 12
1 Univ. Muhammdiyah Surabaya v - - v v
2 | Univ. Muhammdiyah Sidoarjo . - v o o . v
3 STAI Taswirul Afkar Surabaya v o v
4 | Univ. Yudharta Pasuruan v - - v
5 IAI Nurul Jadid Probolinggo v v v v o v v
6 | STAI Ibrahimy Banyuwangi v v v A v v v v
7 | STAI Al-Islah Bondowoso
8 STAIN/IAIN Jember y ¥ v v v v
9 STAI Al-Qadiri Jember 7 v v v
10 | STAI Ma'had Aly al-Hikam Malang v v v v v
11 | Univ. Muhammadiyah Ponorogo \ v \ v
12 | Univ. Islam Malang v v v v
13 | STAI al-Qolam Malang v v v v v v
14 | STAI Muhammadiyah Tulungagung v v v v v v v
15 | STAI Diponegoro Tulungagung v v v v v v v
16 | STIT Sunan Giri Trenggalek v v v v v v v
17 | STAI Hasanuddin Kediri v v v v v
18 | IAI Sunan Giri Ponorogo v v v \ \
19 | STIT Nahdlatul Ulama Pacitan v v v A v v

73 Tbid.
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1 2 10 11 12
20 | STAI Madiun v v
21 | STAI Ma'arif Magetan v v A
22 | STAI Pangeran Diponegoro Nganjuk v v
23 | STIT Uluwiyah Mojokerto \%
24 | IKHA Jombang v v
25 | STAI Bahrul Ulum Jombang
26 | STAI Bani Fatah Jombang v v
27 | STAI Sunan Giri Bojonegoro
28 | STIT Makhdum Ibrahim Tuban v v
29 | UNISLA Lamongan v v
30 | STAI al-Azhar Gresik v v \%
31 | STAI al-Hamidiyah Bangkalan
32 | IDIA Prenduan Sumenep
33 | INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep v v A
34 | STAI Qomaruddin Gresik
35 | TIAIN Sunan Ampel
36 | Univ. Muhammdiyah Malang Y
37 | IAI Ibrahimy Situbondo v v v
38 | STIA Panca Wahana Pasuruan
39 | UNIPDU Jombang v v A
40 | IAI Tribhakti Kediri v v
41 | STIT al-Muslihun Blitar v v v
42 | Univ. Islam Jember
43 | STIT Muhammadiyah Bojonegoro v v A
44 | STAI Miftahul Ula Nganjuk v
45 | STIT Blambangan Banyuwangi
46 | STIT Raden Rahmat Malang v
47 | STAI at-Taqwa Bondowoso v A
48 | STAI Syarifuddin Lumajang v v A
49 | STIT Raden Wijaya Mojokerto v v
50 | STAI Sunan Drajat Lamongan
51 | STAI Miftahul Ulum Bangkalan v v
52 | STIT Maskumambang Gresik

53

Univ. Islam Madura Pamekasan
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
54 | STIT Muhammadiyah Ngawi v v v
55 | STAINATA Sampang v v v \ \
56 | STAIFAS Jember v v v v v
57 | STAI Zainul Hasan Probolinggo v v v v v v v
58 | STAI al-Khozini Sidoarjo v Y,
59 | STAI Darus Salam Banyuwangi v
60 | STAI Syaikhona Kholil Bangkalan v v v
61 | Univ. Islam Darul Ulum Lamongan
62 | STAI al-Khairat Pamekasan v v v v
63 | STAI Darut Tagwa Gresik v v v v
64 | STAI Salahuddin Pasuruan v v v
65 | STAI Raden Qosim Lamongan v v
66 | STAIN Pamekasan v A
67 | ST al-Rosyid Surabaya Y
68 | Univ. Islam Jember
69 | UIN Maliki Malang
70 | STIT Ibnu Sina Malang
71 | STAI Badrus Soleh Kediri v
72 | STAI at-Taghdib Jombang A
73 | STAI Ma'arif Sampang \%
74 | STAINU Madiun v
75 | STAI al-Hikmah Tuban v

Kemudian juga, dalam pelaksanaan program peningkatan kulaitas guru
Madrasah Diniyah dalam bentuk beasiswa perkuliahan ini, tidak setiap orang bisa
mengikutinya, karena di sana ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh
calon mahasiswa untuk mendapatkan program ini. Antara lain disampaikan oleh
A. Hamid Syarif bahwa:

“di antara syarat peserta adalah harus penduduk Jatim, tidak boleh dari

provinsi. Nanti akan kita perketat lagi dengan syarat harus penduduk
kabupaten di mana PTAI penyelenggara berada dengan bukti KTP, agar
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kebutuhan dan penuntasan program ini berbasis kab/kota, sehingga kita

mudah melakukan pendataan menurut masing-masing kab/kota”.”*

Hamid Syarif menambahkan bahwa:

“LPPD terlibat dalam banyak hal menngenai program ini, misalkan
dalam rekrutmen peserta beasiswa guru madin. Kita bersama dengan PT
yang ditunjuk ikut serta dalam melakukan selesksi calon peserta pada
bagian tes kitab kuning”.”

Hal yang sama disampaikan oleh H. Sunaryo, dengan mengatakan

“di antara syarat calon peserta beasiswa ini adalah memiliki ijazah SMA
atau yang sederajat, aktif mengajar di Madin, lulus seleksi, dan bersedia
mengikuti program ini sampai selesai serta ketika lulus akan kembali ke
madin yang memberikan rekomendasi. Untuk tes, kita melaksanakan tes
membaca kitab kuning”.’¢

Terkait dengan teknis penerimaan calon mahasiswa secara rinci

dijelaskan dalam Pedoman Pennyelenggaraan Porgram Peningkatan Kualitas Guru

Madrasah Diniyah:

“l. Persyaratan Calon Mahasiswa: Calon mahasiswa harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut: a. Usia minimal 22 tahun dan maksimal 45
tahun pada saat pendaftaran. b. Membuat surat pernyataan: - setelah lulus
tidak akan menuntut untuk diangkat PNS. — setelah lulus akan kembali
mengabdi ke Madrasah Diniyah asal (lembaga pengusul). — tidak akan
menuntut biaya lain di luar biaya pendidikan yang telah ditentukan.-
tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga/sumber lain. — apabila
tidak menyelesaikan kuliah/studi dalam berkewajiban mengembalikan
semua biaya pendidikan yang telah ditempuh. c. Penduduk asli Jawa
Timur yang dibuktikan dengan KTP dilampiri fotocopy 3 (tiga) lembar.
d. Menyertakan foto copy ijazah yang dimiliki (SD, SMP, SMA, atau
yang sederajat) yang telah dilegalisir. e. Tidak sedang terlibat perkara
kriminal yang dibuktikan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan
Kepolisian) dari Kepolisian. f. Surat keterangan/rekomendasi dari
yayasan/pondok pesantren yang menerangkan bahwa yang bersangkutan

7 A. Hamid Syarif, Wawancara, Surabaya, 28 Oktober 2016.

75 Tbid.

6 Sunaryo, Wawancara, Surabaya, 31 Oktober 2016.
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adalah guru dan telas mengabdi minimal 2 tahun di lembaga tersebut. g.

Menyjerahkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar”.”’

Dalam proses penerimaan calon mahasiswa ini kemudian dilakukan
seleksi. Adapun mekanisme seleksi calon mahasiswa dijelaskan dalam Pedoman
Penyelenggaraan, bahwa:

“Proses seleksi penerimaan calon mahasiswa mencakup aspek
administrasi-akademik, dan tes lisan kemampuan membaca kitab (fathul
garib). Calon mahasiswa Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah
Diniyah Provinsi Jawa Timur harus mengikuti tahapan seleksi dengan
ketentuan sebagai berikut: Tahap I: Seleksi administrasi calon peserta
oleh PTAI, serta mengikuti tes baca/tulis kitab kuning oleh PTAI. Pada
tahap ini diharapkan menghasilkan minimal 50 calon mahasiswa. Tahap
II: Hasil seleksi tahap I sebagai dasar untuk mengikuti seleksi tahap II
(administrasi) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
bekerja sama dengan Kopertais Wilayah IV. Tahap III: Hasil seleksi
tahap II sebagai dasar untuk mengikuti tes baca/tulis kitab kuning (kitab
fathul gqorib) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
bekerja sama dengan Kopertais Wilayah IV dan Lembaga Pengembangan
Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur. Lokasi seleksi tahap

111 dilakukan di masing-masing perguruan tinggi”.”®

Informasi yang sama diperoleh peneliti dari Bapak Nur Jamal, M.Pd.1,
Ketua Program Studi PAI STAI Nazhatut Thullab Sampang, salah satu PTAI
Penyelenggara Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah Provinsi
Jawa Timur tahun 2008-2012. Menurutnya:

“Dalam proses seleksi calon peserta program ini kami lakukan bersama
tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terutama dalam seleksi tes
baca/tulis kitab kuning. Kami menunjuk beberapa dosen Prodi PAI yang
berkompeten dalam hal itu. Tes yang kami laksanakan di kampus ini
dengan jadwal yang telah disepakati dengan tim dari pemerintah

7 Biro Administrasi Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pedoman

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah (Surabaya: Biro
Administrasi Kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, t.th), 5-6.
78 Ibid., 6.
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provinsi. Dari hasil tes terakhir itu kemudian kami menyusun rangkin
nilai. Jika peserta pada tahap ini lebih dari 40 calon peserta maka,
berdasarkan nilai yang diperoleh kami rangkin calon peserta menurut
nilainya. Jadi yang lulus adalah calon peserta yang memiliki rangking
nilai 1 sampai dengan 30”.7

Adapun pelaksanaan perkuliahan di STAI Nazhatut Thullab Sampang

dilaksanakan pada hari Jum’at sampai Senin dengan sebaran mata kuliah yang

telah diatur oleh STAI Nazhatut Thullab Sampang sesuai dengan aturan yang

berlaku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nur Jamal yang mengatakan:

“Sebaran mata kuliah bagi peserta program ini sebagaimana sebaran mata
kuliah bagi prodi PAI sesuai dengan semesternya masing-masing. Hanya
waktunya kalau kelas reguler kita laksanakan dari hari Kamis sampai
Minggu, sedangkan kelas Madrasah Diniyah ini dilasanakan pada hari
Jum’at sampai Senin. Para peserta harus menempuh seluruh mata kuliah

yang ditentukan dalam sebaran mata kuliahnya”.%°

Sedangkan dalam hal penilaian dan prestasi belajar mahasiswa, STAI

Nazhatut Thullab Sampang menerapkan manajemen yang sama antara mahasiswa

reguler dengan mahasiswa peserta program peningkatan kualitas guru Madrasah

Diniyah. Nur Jamal menambahkan bahwa:

“pelaksanaan penilaian prestasi mahasiswa kami laksanakan secara
periodik menurut kalender pendidikan yang ada. Terdapat UTS (Ujian
Tengah Semester) setiap pertengahan pelaksanaan perkuliahan dalam
satu semester dan UAS (Ujian Akhir Semester) untuk tiap akhir
pelaksanaan perkuliahan. Artinya untuk mengetahui prestasi serta lulus
tidaknya mahasiswa bagi mata kuliah yang sedang ditempuh harus
mengikuti UTS dan UAS. Selain itu juga mahasiswa harus mengikuti
UKM (Ujian Kendali Mutu) yang nilainya dilaporkan kepada Kopertais
setiap akhir semester. Dari semua itu baru kami bisa menentukan prestasi

dan kelulusan mahasiswa sampai di akhir tahap atau semester”.%!

7 Nur Jamal, Wawancara, Sampang, 9 November 2016.

80 Tbid.
81 Tbid.
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Penjelasan tentang implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dalam Pengembangan Madrasah Diniyah dalam bentuk program
peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah diawali dengan penjelasan tentang
klasifikasi aktor implementasi kebijakan. dalam kebijakan ini peneliti mencoba
membuat klasifikasi pihak yang terllibat dalam implementasi kebijakan ini.
Klasifikasi tersebut adalah bahwa implementasi kebijakan program peningkatan
kualitas guru Madrasah Diniyah dilaksanakan oleh birokrasi dan non-birokrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi aktor
implementasi dalam kebijakan ini adalah Biro Administrasi Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Jawa Timur. Sedangkan non birokrasi adalah terdiri dari Lembaga
Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur dan Perguruan
Tinggi Agama Islam Negeri/Swasta (PTAIN/S) penyelenggara.

Biro Administrasi Kemasyarakatan menjadi aktor implementasi
kebijakan ini dalam beberapa hal, antara lain: (1) menghitung kebutuhan biaya
program; (2) menyusun pedoman pelaksanaan; (3) melakukan seleksi dalam
penentuan PTAI penyelenggara; (4) menentukan kuota peserta masing-masing
PTAI penyelenggara; (5) menerima laporan keuangan pelaksanaan program; (6)
menerima laporan progress pelaksanaan program; (7) melakukan evaluasi pogram

dan pelaksanaan; dan (8) melaporkan pelaksanaan program kepada gubernur.
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Dari sekian kewenangan Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam
implementasi kebijakan ini terdapat beberapa yang melibatkan pihak lain, yaitu
melibatkan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais)
Wilayah IV Surabaya dalam proses seleksi dan penetuan PTAI penyelenggara.
Hal ini dilakukan karena beberapa tugas pokok dan fungsi dari Kopertais adalam
melakukan pendataan dan pembinaan terhadap perguruan tinggi Islam swasta di
Jawa Timur. Dengan demikian Kopertais dianggap sebagai pihak yang banyak
mengetahui tentang keberadaan sebuah PTAI yang mengusulkan untuk menjadi
penyelenggara program. Begitu pula Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa
Timur merupakan pihak yang dilibatkan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan
khususnya dalam hal menentukan legalitas Madrasah Diniyah. Secara khusus
memang Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur tidaklah memiliki peran
sebagai implemetator kebijakan ini, namun karena Madrasah Diniyah dan pondok
pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya,
maka dengan sendirinya Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur harus
dapat memberikan informasi dan data terkait dengan keberadaan Madrasah
Diniyah dan pondok pesanntren di Jawa Timur kepada Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.

SKPD lain yang berperan dalam implemnetasi kebijakan peningkatan
kualitas guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur ini adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Secara umum, badan

ini bertugas mengelola dan mengatur masuk dan keluarnya uang maupun aset yang
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dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, maka implementasi kebijakan
ini dalam sisi penyaluran dana kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur
kepada PTAI penyelenggara dilakukan oleh BPKAD. BPKAD menyalurkan dana
melalui transfer ke rekening PTAI penyelenggara sejumlah dana yang ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur sesui dengan kuota mahasiswa yang
diterima oleh PTAI penyelenggara.

Proses penyaluran dana yang dilakukan oleh BPKAD kepada PTAI
penyelenggara dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu setelah Gubernur
Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan tentang PTAI penyelenggara dan kuota
mahasiswa peserta program peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah Jawa
Timur, maka PTAI penyelenggara melakukan rekrutmen calon mahasiswa peserta
program. Setelah itu kemudian PTAI penyelenggara mengajukan surat
permohonan pencairan dana kepada Gubernur Jawa Timur dengan melampirkan
beberapa dokumen yang telah ditentukan di dalam MoU. Setelah surat
permohonan pencairan dianggap benar dan lengkap kemudian gubernur Jawa
Timur membuat surat perintah membayar (SPM) kepada BPKAD, dengan dasar
itulah maka BPKAD mentrasfer sejumlah dana kepada PTAI penyelenggara.

Pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini adalahh
Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur.
Lembaga ini dikategorikan sebagai in side government, yaitu pihak swasta yang
melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan oleh karena itu dalam melaksanakan

tugasnya lembaga ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di antara
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tugas yang dilaksanakan oleh LPPD dalam implementasi program ini adalah: (1)
melakukan pendataan Madrasah Diniyah dan pondok pesanntren di Jawa Timur;
(2) melakukan pendataan guru Madrasah Diniyah yang belum memiliki
kualifikasi pendidikan S1; (3) menjadi anggota tim seleksi calon mahasiswa
peserta program; (4) ikut serta dalam penyusunan kurikulum pendidikan; (5)
mengadakan pembinaan terhadap penyelenggara/pengelola pendidikan Diniyah;
(6) melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pendidikan yang
berkompeten dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan
Diniyah di Provinsi Jawa Timur; (7) mengadakan kerjasama dengan organisasi
kemasyarakatan, pondok pesantren dan organisasi keagamaan lainnya dalam
upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Diniyah di Provinsi
Jawa Timur; (8) menyusun data base pendidikan Diniyah, khususnya Madrasah
Diniyah secara komprehensif kabupaten/kota se-Jawa Timur; (9) mengadakan
monitoring ke lembaga pendidikan Diniyah kabupaten/ kota se-Jawa Timur; dan
(10) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur
Sedangkan aktor yang lain dalam implementasi kebijakan peningkatan
kualitas guru Madrasah Diniyah Jawa Timur ini adalah PTAI penyelenggara.
Dalam setiap tahun, setelah tahun 2007 terdapat kurang lebih 38 PTAI
penyelenggara, karena direncanakan PTAI penyelenggara masing-masing
kabupaten/kota adalah 1 (satu) PTAI yang memenuhi syarat yang telah
ditentukan. Namun jika di suatu kabupaten/kota tidak terdapat PTAI yang

memenuhi syarat yang dimaksud, maka kemungkinannya adalah di
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kabupaten/kota tersebut tidak terdapat PTAI penyelenggara. Beberapa hal yang
menjadi tugas PTAI penyelenggara dalam implementasi program ini antara lain:
(1) mensosialisasikan program kepada masyarakat umum, minimal di wilayah
kabupaten/kota PTAI penyelenggara; (2) ikut serta melakukan seleksi calon
mahasiswa peserta program; (3) mengelola dan menggunakan dana yang diterima
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program; (4)
melaksanakan perkuliahan bagi peserta program hingga tuntas menyelesaikan
pendidikan S1; (5) melaporkan penggunaan dana program kepada Pemerintah
Provinsi Jawa Timur; (6) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara
periodik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan (7) menyampaikan laporan
akhir kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)
BPPDGS ini1 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur. Dikatakan oleh Kusni Moh. Husni, bahwa:

“jadi begini, di Pemerintah Provinsi terdapat SKPD yang memang
memiliki fokus tugas di bidang pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan.
Sehingga karena program ini dimasukkan dalam rencana strategis bidang
pendidikan makanya secara otomoatis yang berperan dalam mengelola
program dan dana program ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Namun
Dinas Pendidikan ini tidak bekerja sendiri dalam arti Dinas Pendidikan
harus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, antara lain dengan
Kanwil Kemenag Jawa Timur, Dinas Pedidikan Kabupaten/Kota. Namun
hubungan koordinasi Dinas Pendidikan dengan Kanwil Kemenag bukan
pada sisi penyaluran dana, melainkan koordinasi di bidang data madin
saja. Artinya dinas pendidikan bekerja sama dengan Kanwil Kemenag
untuk memperoleh data santri dan ustadz Madrasah Diniyah, sedangkan
dananya disalurkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Karena
Kanwil Kemenag bukan bagian dari SKPD Pemerintah Provinsi sehingga
tidak bisa menjadi pengguna anggaran dari Pemerintah Provinsi. Ya
akhirnya tetap Dinas Pendidikan yang memiliki dana ini. Dan oleh
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karena itu, yang mempertagungjawabkan atau menyusun laporan
pelaksanaan kegiatan misalkan ke DPRD adalah Dinas Pendidikan
Provinsi. Hubungan antara Dinas Pendidikan dengan Kemenag tidak
hanya di tingkat provinsi tapi juga sampai di tingkat kabupaten/kota.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Kankemenag
Kabupaten/Kota dalam pengumpulan data Madrasah Diniyah, sedangkan
penyaluran dana terhadap Madrasah Diniyah tetap dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota”.%?

Guna efektifitas dalam pelaksanaannya Dinas Provinsi Jawa Timur,
sebelum mengeluarkan dana yang dialokasikan, membuat pedoman teknis yang
menjadi rujukan bagi semua pihak yang terlibat. Margono menyampaikan bahwa:

“salah satu tugas Dinas Pendidikan dalam implementasi kebijakan BOS
Madin adalah membuat pedoman teknis pelaksanaan kebijakaan. Setiap
tahun Dinas Pendidikan membuat domnis (Pedoman Teknis) itu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap
tahun kami selalu melakukan revisi atau penyesuaian-penyesuaian yang

diperlukan”.®?

Di dalam pedoman teknis tersebut dijelaskan antara lain besaran dana
bantuan ini. Dikatakan pula Sulton bahwa:

“Jadi ekskusi data dan anggara di Dinas Pendidikan meskipun datanya

diambil dari kemenag. Artinya penentu dari jumlah penerima bantuan ini

adalah dinas pendidikan menurut informasi yang diterima dari kemenag.

Soal nominal bantuan ini ditentukan Rp 15.000 untuk Ula dan Rp 25.000

untuk wustha”.%*

Sebagaimana kebijakan pada umumnya yang menuntut sinergitas antara
pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka

program ini merupakan kebijakan pemerintah Perovinsi Jawa Timur yang

82 Kusni Moh. Husni, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
8 Moh. Hayat Margono, Wawancara, Surabaya, 20 September 2016.
8 Sulton, Wawancara, Surabaya, 20 September 2016.
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melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Keterlibatan pemerintah kabupaten/kota
tidak hanya menyangkut ekskusi anggaran, namun juga dalam pengalokasian
APBD kabupaten/kota. Hal ini disampaikan oleh Moh. Hayat Margono bahwa:

“Ya sharing anggaran itu. Kan gini, pemprov dengan jumlah nominal Rp
15,.000 untuk Ula, Rp 25.000 untuk Wustha, dan Rp 300.000 untuk
setiap orang ustadz, dengan ketentuan 1 orang ustadz untuk 30 orang
santri. Nah anggaran itu untuk 6 bulan dari Pemerintah Provinsi.
Sedangkan kabupaten/kota dengan MoU antara Bupati/Wali Kota
diminta untuk sharing anggaran selebihnya dari 6 bulan itu, apakah
kab/kota mampu 6 bulan sehinggap genap 1 tahun atau kurang dari itu
terserah Gupati/Wali Kota dan menurut kemampuan APBD yang
dimiliki. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan bersama antara
pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Semacam
sharing itu. Tidak harus hanya provinsi, tapi kab/kota juga diminta untuk
menyokong dana. Karena persoalan pendidikan tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri tetapi ditanggung bersama. Tetapi semua itu dikembalikan
pada kemampuan daerahnya masing-masing. Dalam praktinya kab/kota
di Jatim sangat variatif dalam memberikan dana sharing-nya dalam
program ini. Variasi itu muncul karena kemampuan anggaran daerah
yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang full 100%, ada yang 1 bulan,
ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ada kabupaten/kota yang
menerapkan pola kalkulasi nominal berbeda dengan Provinsi.
Maksudnya, mungkin demi asas keadilan, ada kabupaten yang
menganggarkan nominal Rp 7.500 per santri ula, Rp 12.500 per santri
wustho, dana ustdznya Rp 150.000, agar bisa dialokasikan untuk seluruh
siswa dan ustadz madin di daerah itu. Ada di salah satu kab itu perolehan
madinnya untuk dana APBD I sebanyak 50 % dari jumlah siswa,
sedangkan untuk dana APBD II sebanyak 100% dari jumlah siswa,
sedangkan ustadznya tetap mengikuti perbandingan 30 santri untuk 1

ustadz. Hal ini dilakukan oleh daerah agar merata”.®

Pernyataan ini dikuatkan oleh Sururi yang mengatakan:

“Dana bantuan ini dari pemprov sebesar 6 bulan yang didistribusikan
kepada kab/kota. Sedangkan untuk 6 berikutnya diserahkan kepada
kekuatan APBD kabupaten/kota. Jadi misalkan tahun ini kabupaten/kota
mendapatkan Rp 7 miliyar dari pemprov, maka kemudian kabupaten/kota
mendistribusikan bantuan itu kepada seluruh Madrasah Diniyah di

8 Moh. Hayat Margono, Wawancara, Surabaya, 20 September 2016.
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daerahnya sesuai dengan jumlah santri dan ustadz yang dianggap
memenuhi syarat. Kemudian jika kab/kota itu punya dana lebih misalkan
Rp 3 miliyar, maka yang Rp 3 miliyar itu ditambahkan pada perolehan
madin-madin yang di sana, bisa jadi bertambah 1 bulan atau 2 bulan atau
lebih dari itu. Sementara aturan penentuan perolehan tetap di Dinas
Pendidikan kabupaten/kota” 3

Pendapat yang sama disampaikan oleh H. Badrut Tamam. Badrut Tamam
mengatakan:

“sebenarnya program Bosda madin ini merupakan program sinergi antara
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, anggarannya itu
60-40. Pemprov menanggung 60% dan kabupaten/kota 40% (19.00).
40% itu sebelum data masuk ke sini, pemerintah provinsi, usulannya dari
kabupaten/kota. Jumlah madin berapa, persekolah jumlah sisiwanya
berapa, total keseluruhan dari masing-masing kabupaten/kota berapa,
baru kemudian Pemerintah Provinsi ini, karena tidak mungkin
Pemerintah Provinsi memenuhi 100% dana yang dibutuhkan maka
Pemerintah Provinsi mensinergikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
pada dana pendamping. Misalnya di tahun 2017 suatu kab/kota yang mau
diberi Bosda adalah 100 siswa maka persiswa misalkan mendapatkan Rp
10.000, maka diperoleh kebutuhan dananya sebesar Rp 1.000.000, maka
dari Rp 1.000.000 itu Rp 400.000 dari Pemerintah Kabupaten/kota dan
Rp 600.000 dari Pemerintah Provinsi. Itu dalam satu bulan, maka jika
satu tahun maka dikalikan 12. Nah untuk menghitung itu keseluruhan
bukan kita (DPRD) tapi ekskutif. Jadi di kita ini mengontrol,
merumuskan anggaran dan rumusan-rumusan anggaran itu dari ekskutif.
Kita melakukan pengkajian, pembacaan, untuk kemudian mengetahui
apakah ini betul-betul keinginan masyarakat, baru kemudian melakukan
tugas kita di bidang legislasi. Nah kabupaten/kota sebagian yang tidak
memberikan dana pendamping 40% dari kebutuhan itu, maka dana yang
dari Pemerintah Provinsi akan juga berkurang atau dikurangi. Jadi
msialkan, suatu kab/kota, kan diasumsikan harus menanggung dana
sebesar Rp 400.000, maka dana dari Pemerintah Provinsi akan kurang
dari Rp 600.000, misalkan hanya dapat Rp 400.000. itulah kesepakatan

antara pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”.%’

8 Sururi, Wawancara, Surabaya, 19 September 2016.
87 Badrut Tamam, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
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Informasi yang sama juga diperoleh dari Heri Sugihono Tugas Oetama
yang mengatakan bahwa:

“kebijakan ini merupakan kebijakan yang melibatkan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Pada program ini, Pemerintah Provinsi mengajak kerja
sama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ikut serta membiaya program
BPPDGS ini. Adapun kesepakatan itu dihasilkan dari perundingan antara
pak Gubernur dan Bupati/Wali Kota se Jawa Timur. Kemudian dari
pembicaraan itu dihasilkan kesepakatan. Tapi kesepakatannya bukan
mengenai besaran anggaran dana sharing-nya, melainkan keterlibatan
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merealisasikan program ini serta jika
APBD kabupaten/kota mampu diminta untuk menyisihkannya ke dalam
program ini. Disesuaikan denga kemampuan APBD-nya masing-

masing”.%

Hal di atas sejalan dengan penjelasan di Pedoman Teknis, di sana
dikatakan bahwa:

“Sumber dana pelaksanaan program BPPDGS Tahun 2016 berasal dari
Sharing Dana antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah
Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan ketentuan: 1. Pemerintah
Provinsi Jawa Timr memberi bantuan dana kepada lembaga di
kabupaten/kota dan disalurkan hanya untuk pembayaran selama 6 (enam)
bulan pada tahun 2016; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota memberi bantuan
dana kepada lembaga di kabupaten/kota dan disalurkan hanya untuk
pembiayaan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2016 atau sesuai

kemampuan keuangan di kabupaten/kota”.%

Sebagaimana pula dikatakan oleh Ida Tri Wulandari:

8 Heri Sugihono Tugas Oetama, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.

8 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan
Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2016 (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2016),
15. Tentang pendanaan, dalam pedoman teknis tahun 2011, 2012,2013, 2014, dan 2015 memiliki
maksud yang sama, hanya berbeda dalam redaksi. Seperti pada pedoman teknis tahun 2011
dituliskan bahwa: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran BPPDGS sebesar
50% dari kebutuhan di kabupaten/kota dan disalurkan hanya untuk 6 (enam) bulan pada tahun
2011; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran BPPDGS sebesar 50% dari
kebutuhan di kabupaten/kota dan disalurkan hanya untuk 6 (enam) bulan pada tahun 2011 atau
sesuai kemampuan anggaran di kabupaten/kota.
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“kemudian kebijakannya BPPDGS ini kan selama ini kan ada nota
kesepakatan antara  Pemerintah  Provinsi dengan  Pemerintah
Kabupaten/kota. Kesepakatan ini mengenai alokasi anggarannya. Namun
di dalam perjalanannya, pemerintah kab/kota ada beberapa yang tidak
mensupport, tetapi kita, Pemerintah Provinsi tetap melaksanakan dan

menganggarkan itu”.”

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Moh. Ismanto yang mengatakan
bahwa:

“mengenai program madin ini memang terdapat kesepakatan antara
gubernur dengan bupati/wali kota se Jawa Timur. Kesepakatan itu dibuat
oleh gubernur agar kabupaten/kota juga bisa bersinergi dengan provinsi
dalam mengembangkan Madrasah Diniyah ini. Karena pak gubernur
melihat bahwa Madrasah Diniyah ini perlu untuk dikembangkan dan
penting untuk melibatkan pemerintah daerah. Namun respon pemerintah
kabupaten/kota bervariatif. Ada yang bisa mensupport cukup banyak,
namun ada juga yang hanya sekedarnya. Karena kalau menyangkut besar
kecilnya anggaran pada suatu program memang ditentukan oleh

kemampuan keuangan dan kemauan bupati/wali kota”.”!

Tentang besaran anggaran untuk masing-masing penerima BPPDGS ini
juga dijelaskan oleh H. Badrut Tamam yang mengatakan:

“tentang Bosda Madin, ini sistemnya dari masing-masing 30 siswa
Madrasah Diniyah itu 1 guru. 1 guru itu mendaparkan honor dari
Pemerintah Provinsi. Masing-masing siswa itu mendapatkan subsidi dari
pemprov untuk membeli buku, pensil, kitab dan lain sebagaimnya.
Rinciannya adalah Rp 15.000 persiswa perbulan untuk tingkat Ula, dan
Rp 25.000 pesiswa perbulan untuk tingkat Wustha. Dan Rp 300.000
untuk perguru/ustadz (dengan perbandingan 30 siswa 1 orang
guru/ustadz) perbulan. Dua hal ini menjadi program prioritas Pemerintah

Provinsi mulai tahun 2006 sampai sekarang masih terus berjalan”.%?

% Ida Tri Wulandari, Wawancara, Surabaya, 6 Oktober 2016.
°1 Moh. Ismanto, Wawancara, Surabaya, 12 Oktober 2016.
%2 Badrut Tamam, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
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Kemudian lebih lanjut dijelaskan mengenai satuan biaya dalam program
ini adalah:

“l. Besarnya dana bantuan untuk Santri/Warga Belajar/Siswa Madrasah
Diniyah Takmiliyah Ula, Paket A dan Paket A Pondok Pesantren adalah
sebesar Rp 15.000,-/siswa/bulan; 2. Besarnya dana bantuan untuk
Santri/Warga Belajar/Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Wsutho,
Paket B dan Paket B Pondok Pesantren adalah sebesar Rp 25.000,-
/siswa/bulan; 3. Besarnya dana bantuan untuk Ustadz/Guru Madrasah
Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho dab Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Sslafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap adalah sebesar Rp
300.000,-/guru/bulan”.”?

Sebagaimana dikatakan bahwa BPPDG adalah merupakan bantuan dana
penyelenggaraan pendidikan untuk santri/warga belajar Madrasah Diniyah
Takmiliyah Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren, Ustadz
Guru Madarsah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho dan Guru Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho Swasta
dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap, maka BPPDGS memiliki sasaran antara
lain:

“l. Santri/Warga Belajar/Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah

Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren; 2.

Ustadz/Guru Madrasah Diniyah Takmilyah Ula/Wustho; 3. Guru Swasta

SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap”.>*

Implementasi kebijakan BPPDGS oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur

dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan pelaksana

% Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan
Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2016 (Surabaya: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2016),
12.

% Ibid.
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teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam rangka itu dan untuk menjamin

bahwa BPPDGS ini terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan

dengan baik pula, maka terlebih dahulu telah ditentukan syarat administratif

penerima bantuan ini, dijelaskan bahwa:

“Persyaratan administrasi sebagai penerima dana BPPDGS adalah

sebagai berikut:

1. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula:

a. Telah terdaftar dan mendapaat izin operasional/piagam atau
sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama minimal 3 (tiga) tahun;

b. Telah terdaftar dan mendapatkan legalitas sebagai lembaga berbadan
hukum dari Kemekumham;

c. Memiliki jumlah siswa/santri minimal 30 (tiga puluh) orang dan
tercatat secara tertib;

d. Batas usia siswa santri yang mendapat bantuan adalah maksimal 15
(lima belas) tahun;

e. Setiap lembaga yang mendapat bantuan untuk jumlah siswa/siswi
sebanyak 30 (tiga puluh) orang boleh mengajukan bantuan untuk 1
(satu) orang ustadz/guru dan berlaku kelipatannya.

2. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho:

a. Telah terdaftar dan mendapaat izin operasional/piagam atau
sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama minimal 3 (tiga) tahun;

b. Telah terdaftar dan mendapatkan legalitas sebagai lembaga berbadan
hukum dari Kemekumham;

c. Memiliki jumlah siswa/santri minimal 30 (tiga puluh) orang dan
tercatat secara tertib;

d. Batas usia siswa santri yang mendapat bantuan adalah maksimal 19
(sembilan belas) tahun;

e. Setiap lembaga yang mendapat bantuan untuk jumlah siswa/siswi
sebanyak 30 (tiga puluh) orang boleh mengajukan bantuan untuk 1
(satu) orang ustadz/guru dan berlaku kelipatannya.

3. Paket A, Paket A Pondok Pesantren, Paket B dan Paket B Pondok
Pesantren:

a. Telah terdaftar dan mendapaat izin operasional/piagam atau
sejenisnya dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;

b. Telah terdaftar dan mendapatkan legalitas sebagai lembaga berbadan
hukum dari Kemekumham;

c. Tidak sedang menerima dana operasional/bantun/subsidi yang

sejenis dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota yang
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dituangkan dalam surat pernyataan dengan bermaterai cukup dan
ditandatangani penannggung jawab lembaga.

4. Ustadz/Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dan Madrasah
Diniyah  Takmiliyah Wustho: Memiliki Surat Keputusan
Pengangkatan sebagai guru/ustadz di Madrasah Diniyah Takmiliyah
dari lembaga penyelenggara yang diketahui oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

5. Guru Swasta di sekolah/lembaga Swasta
SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah
Wustho penyelenggara wajar dikdas 9 tahun:

a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta;

b. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DPB) atau ditugaskan di
sekolah.lembaga swasta;

c. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz dari
sekolah/lembaga yang diketahui oleh Dinas Pendidikan bagi guru
lembaga umum dan Kantor Kememterian Agama Kabupaten/Kota
bagi ustadz salafiyah ula/wustho;

d. Memiliki kualifikasi akademik minimal D-2;

e. Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin
bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;

f.  Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu pada satu atau
lebih satuan pendidikan/sekolah/lembaga pendidikan swasta.

6. Guru SMP Satu Atap dan MTs Satu Atap:

a. Bukan guru PNS;

b. Tercatat atau terdaftar di Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota;

c. Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin
bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah
Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;

d. Memiliki Surat Keputusan sebagai guru SMP/MTs Satu Atap dari
Dinas Pendidikan dan lembaga/penyelenggara MTs Satu Atap yang
diketahui oleh Kantor Kememterian Agama Kabupaten/Kota;

e. Memiliki kualifikasi akademik minimal D-2;

f.  Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu pada satu atau

lebih satuan pendidikan/sekolah/lembaga pendidikan swasta”.?>

Kemudian, bahwa dalam rangka efektifitas implementasi kebijakan,

maka dibentuk organisasi pelaksana dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan

% Ibid., 13-14.
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sekolah/Madrasah, organisasi pelaksana itu disebut dengan Pengelola BPPDGS.%
Dijelaskan dalam Pedoman Teknisnya bahwa organisasi pelaksana tersebut
memiliki tugas antara lain:

“l. Pengelola BPPDGS Provinsi bertugas: a. Menetapkan alokasi
bantuan dana BPPDGS untuk setiap kabupaten/kota; b. melaksanakan
sinkronisasi data BPPDGS pada tingkat kabupaten/kota; c. Sosialisasi
dan koordinasi program dengan jajaran di kabupaten/kota; d. Menerima
data calon penerima dari kabupaten/kotta; e. Memfasilitasi dan
mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan program BPPDGS; f.
Menerima laporan pelaksanaan BPPDGS dari kabupten/kota; g.
Monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program BPPDGS. 2.
Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota bertugas: a. Melaksanakan
sosialisasi dan koordinasi kepada  sekolah/Madrasah/kelompok
belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat; b. melakukan pendataan dan
verifikasi calon penerima dana BPPDGS; c. Menetapkan alokasi bantuan
dana BPPDGS untuk setiap lembaga; d. Mengusulkan calon penerima
dana BPPDGS ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai
penerima dana BPPDGS; e. Menyerahkan Surat Keputusan Bupati/Wali
Kota tentang: 1) Tim Pengelola Program Bosda Madin Tingkat
Kabupaten/Kota; 2) Data Lembaga (sekolah/Madrasah) penerima
bantuan dan nilai/besarnya bantuan untuk masing-masing lembaga; f.
Melakukan fasilitasi dan koordinasi, dan konsultasi mengenai pencairan
dan penyaluran dana BPPDGD; f. Melakukan pengendalian, pemantauan,
pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program BPPDGS; h.
Mengumpulkan, memverifikasi, dan melakukan rekapitulasi laporan
pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana; i.
Membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS
kepada Bupati/Wali Kota, Gubernur Jawa Timur dan Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi persemester
dan tahunan. 3. Tim Pengelola Sekolah/Madarasah/Kelompok
Belajar/Lembaga Pendidikan bertugas: a. Melaksanakan sosialisasi
program kepada guru/ustadz, komite sekolah, orang tua, siswa dan
masyarakat; b. Melakukan pendataan dan meverifikasi calon penerima
dana BPPDGS; c. Mengajukan usulan calon penerima dana BPPDGS
kepada Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota; d. Menerima,
mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BPPDGS untuk
santri/warga belajar/siswa; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi
kepada  Tim  Kabupaten/Kota  menngenai  penyaluran  dan
pertanggungjawaban dana BPPDGS untuk ustadz/guru dan guru swasta;f.

% Ibid., 16.
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Menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
BPPDGS di sekolah/Madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan
yang selanjutnya disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Pengelola
BPPDGS Kabupaten/Kota setiap triwulan”.”’

Adapun implementasi kebijakan BPPDGS dalam sisi penyaluran dana,
dijelaskan oleh Moh. Ismanto, yaitu:

“Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan pencairan dana
kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Dalam pengajuan itu ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan pencairan itu kepada
BPKAD dengan melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah
itu BPKAD akan menyalurkan dana itu ke Dispendaloka Kab/Kota
melalui bank yang ditunjuk. Jika syarat yang ditentukan sudah lengkap
dan benar maka uang akan dicarikan. Setelah dana itu berada di kas
daerah maka itu sudah menjadi tangung jawab Pemerindah
Kabupaten/Kota. Atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan
pencairan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian Dnas Pendidikan
Provinsi mengajukan pencairan ke BPKAD”.”®

Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, penyaluran dana
mengacu pada pedoman teknis yang sudah dibuat dan disosialisasikan kepada
seluruh Madrasah Diniyah penerima. Dikatakan oleh Moh. Hayat Margono,
bahwa “kami telah menyusun pedoman teknis yang di dalamnya dijelaskan pula
tentang mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya”.”® Di dalam pedoman
teknis dejelaskan bahwa penyaluran dana dilakukan dalam dua tahap, yaitu
pertama:

“Dana Program BPPDGS yang bersumber dari APBD Pemerintah

Provinsi Jawa Timur disalurkan melalui transfer ke Kas Umum Daerah
Kabupaten/Kota. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh

7 Ibid., 16-18.
% Moh. Ismanto, Wawancara, Surabaya, 12 Oktober 2016.
% Moh. Hayat Margono, Wawancara, Surabaya, 21 September 2016.
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Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merealisasikan dana bantuan
Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah:
1. Surat Permohonan pencairan dana dari Bupati/Wali Kota yang
ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan distempel yang ditujukan
kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur
dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur; 2. Kwitansi rangkap 3 (tiga), lembar ke 1 (satu) bermaterai
cukup dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota serta distempel; 3.
Menyerahkan foto copy nomor rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten/Kota”.!%

Sedangkan takap kedua adalah: “Penyaluran dana Program BPPDGS di
kabupaten/kota daik itu dana provinsi maupun dana dari kabupaten/kota kepada
penerima bantuan di kabupaten/kota mempedomani peraturan yang berlaku di
Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing”.'°!

Secara diagram, penyaluran dana dijelaskan dalam pedoman teknis

sebagai berikut:

100 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2016..., 19.
101 Tbid., 19-20.
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Mekanisme Penyaluran Dana
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)'*

Di tingkat kabupaten/kota, penyaluran dana diawali dengan menyerahkan

berkas-berkas administrasi tahap 1 meliputi:

“l. Surat permohonan pencarian yang ditujukan kepada Bupati; 2. Surat
perjanjian pemberian bantuan antara Kepala Dinas Pendidikan sebagai
Penanggung Jawab Program BPPDGS tingkat kabupaten dengan Kepala

Madrasah

selaku Penanggung Jawab Program BPPDGS

tingkat

Madrasah; 3. Kwitansi penerimaan BPPDGS tahap 1 TA. 2016; 4. Pakta
integritas penerima bantuan sosial; 5. Surat pernyataan tanggung jawab;
6. Foto copy rekening & dan fotocopy KTP Kepala Madrasah; 7. Daftar
nama siswa penerima BPPDGS APBD 1 Tahun 2016; 8. Daftar nama
guru penerima BPPDGS APBD 1 Tahun 2016”.1%

102 Ibid., 22.

103

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
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Adapun untuk penyaluran tahap 2, Madrasah/sekolah harus menyerahkan
berkas antara lain: “1. Surat permohonan pencarian yang ditujukan kepada Bupati;
2. Kwitansi penerimaan BPPDGS tahap 1 TA. 2016; 3. Daftar nama siswa
penerima BPPDGS APBD 2 Tahun 2016; 4. Daftar nama guru penerima BPPDGS
APBD 2 Tahun 2016”.1%

Setelah dana diterima oleh Madrasah/sekolah, maka kemudian
Madrasah/sekolah membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan yang
direncanakan. Setelah itu kemudian sekolah/Madrasah penerima dana BPPDGS
harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan yang dibuat oleh
penerima dana BPPDGS merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang berisi
dokumen: “l. Surat pengantar dari lembaga; 2. Foto copy Surat Ijin Operasional;
3. Surat Keputusann Kepala tetang penerima beserta lampiran nama-nama; 4.
Buku kas umum; 5. Buku kas pembantu dilampiri bukti kwitansi/nota/tanda
terima; 6. Laporan kegiatan.'®

Sedangkan laporan Tim Pengelola BPPDGS tingkat kabupaten/kota
kepada Pengelola BPPDGS tingkat provinsi setidak-tidaknya berisikan:

“l. Data penerima dana dan penggunaan dananya; 2. Alokasi dan

distribusi dana; 3. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan; 4.

Permasalahan dan kendala yang timbul dan terjadi dalam pelaskanaan

program dan kegiatan; 5. Upaya pemecahan masalah dan kendala yang

ada serta upaya tindak lanjut penyelesaian permasalahan; 6. Usulan
mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang agar
dapat terlaksana lebihh baik; 7. Berkas laporan dari kabupaten/kota

dilengkapi dengan: a. Format realisasi pelaksanaan BKK-BPPDGS yang
bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur; b. Format realisasi

104 Ibid.
105 Thid.
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pelaksanaan ~ BKK-BPPDGS  yang  bersumber dari  APBD
Kabupaten/Kota; c¢. Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Dana
BPPDGS”.!06

Mekanisme pelaporan adalah sebagai beriku:

“a. Penerima dan pengelola dana mempertanggungjawabkan penggunaan
dan membuat laporan penggunaannya kepada Tim Pengelola BPPDGS
Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan; b. Tim
Pengelola BPPDGS Sekolah/Madrassah/Kelompok Belajar/Lembaga
Pendidikan membuat dan menyusun laporan pelaksanaan program dan
kegiatan BPPDGS yang ada di Sekolah/Madrasah/Kelompok
Belajar/Lembaga Pendidikan dan melaporkannya kepada Tim Pengelola
BPPDGS Kabupaten/Kota; c. Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota
membuat dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan
BPPDGS di Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota dan Pengelola
BPPDGS Provinsi; d. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS di kabupaten/kota kepada

Gubernur Jawa Timur”.!07

Dalam bentuk gambar, pelaporan digambarkan sebagai berikut:

Gubemur Jawa Timur

]

EPEAD Provinzi

Pengelola : :
BPPDGS Provinsi |[* ~ -~ % TimurBank Jatim
T Provinsi
ErrE Tim Penngelola Kaz Dasrsh Bank
BupatiWali Kot =
uP 1RO e | BPPDGS 4----»| Jatim KahKota
Kzh/Kota
| Sekolsh Wadrassh
_____ » Eoordinfsi
—* Pelaporan
Gambar 5.4

Diagram Mekanisme Pelaporan

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)'%®

19 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan
Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2016 ..., 20-21.

197 Tbid., 21.

108 Thid., 23.
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Implementasi kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah

dan Guru Swasta (BPPDGS) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh beberapa

pihak yang terdiri dari organisasi pengelola tingkat provinsi, tingkat

kabupaten/kota, dan tingkat sekolah/Madrasah.

a.

Pengelola BPPDGS Tingkat Provinsi. Pengelola BPPDGS tingkat provinsi
merupakan organisasi pelaksana BPPDGS yang dibentuk oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yang melibatkan beberapa SKPD, antara lain Bappeda,
Dinas Pendidikan, BPKAD, Kemenag, dan LPPD Provinsi Jawa Timur. Di
antara tugas pokok dan fungsi pengelola BPPDGS tingkat provinsi adalah: (1)
menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap kabupaten/kota; (2)
melaksanakan sinkronisasi data BPPDGS pada tingkat kabupaten/kota; (3)
melakukan sosialisasi dan koordinasi program dengan jajaran di
kabupaten/kota; (4) menerima data calon penerima dana BPPDGS dari
kabupaten/kota; (5) memfasilitasi dan mengkoordinasi rencana dan
pelaksanaan program BPPDGS; (6) menerima laporan pelaksanaan BPPDGS
dari kabupaten/kota; dan (7) melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan
pelaksanaan program BPPDGS.

Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota. Tim Pengelola BPPDGS
Kabupaten/Kota merupakan pengelola program dan administrasi BPPDGS di
kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/kota. Tim pengelola ini melaksanakan

implementasi kebijakan BPPDGS dalam hal: (1) melaksanakan sosiaslisasi
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dan koordinasi baik kepada lembaga penerima maupun masyarakat umum;
(2) melakukan pendataan dan verifikasi data calon penerima; (3) menetapkan
alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga; (4) mengusulkan calon
penerima dana BPPDGS kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS; (5) menyerahkan Surat
Keputusan Bupati/Walikota kepada Dinas Pendidikan Provinsi tentang tim
pengelola BPPDGS tingkat kabupaten/kota dan data lembaga serta besar dana
bantuan untuk masing-masing lembaga; (6) melakukan fasilitasi, koordinasi,
dan konsultasi menngenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS; (7)
melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan
program BPPDGS; (8) mengumpulkan, menverifikasi, dan melakukan
rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari
penerima dana; dan (9) membuat laporan hasil pelaksanaan program dan
kegiatan BPPDGS kepada Bupati/Walikota, Gubernur Jawa Timur, Dinas
Pendidikan Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa
Timur per semester dan tahunan.

Tim Pengelola BPPDGS Seckolah/Madrasah. Tim pengelola BPPDGS
sekolah/Madrasah/lembaga merupakan penngelola program dan administrasi
BPPDGS di sekolah/Madrasah/lembaga. Tugas yang dilaksanakan oleh tim
pengelola BPPDGS sekolah/Madrasah/lembaga dalam implementasi
kebijakan BPPDGS meliputi: (1) melaksanakan sosialisasi program kepada

guru/ustadz, komite sekolah, orang tua siswa, siswa, dan masyarakat; (2)
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melakukan pendataan dan memverifikasi calon penerima dana BPPDGS; (3)
mengajukan usulan calon penerima dana BPPDGS kepada Tim Pengelola
BPPDGS Kabupaten/Kota; 4) menerima, mengelola, dan
mempertanggungjawabkan dan BPPDGS; (5) melakukan koordinasi dan
konsultasi ke Tim Kabupaten/Kota mengenai penyaluran dan
pertanggungjawaban dana BPPDGS; (6) menyusun dan membuat laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan BPPDGS dan selanjutnya menyampaikan
kepada Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota.

Hal lain yang perlu dijelaskan di sini dalam kaitannya dengan

pelaksanaan program BPPDGS ini adalah penetapan penerima dana BPPDGS dan

proses penyaluran/penerimaan dana BPPDGS.

a.

Penetapan Penerima. Proses penetapan penerima dimulai dari penyampaian
usulan jumlah calon penerima oleh sekolah/Madrasah/lembaga kepada Tim
Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota. Kemudian berdasarkan usulan jumlah
tersebut tim pengelola kabupaten/kota melakukan verifikasi ke lapangan
untuk memastikan keabsahan data yang disampaikan oleh tim
sekolah/Madrasah/lembaga. Dalam verifikasi yang dapat melibatkan unsur
Kemenag Kabupaten/Kota, FKDT, dan Dinas Pendidikan. Dari verifikasi
tersebut diperoleh kepastian data jumlah calon penerima masing-masing
sekolah/Madrasah/lembaga. Kemudian sekolah/Madrasah/lembaga
menyampaikan data nama masing-masing calon penerima dana BPPDGS

sesuai dengan jumlah hasil verifikasi. Setelah data jumlah dan nama calon
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penerima dana BPPDGS diterima oleh Tim Pengelola BPPDGS
Kabupaten/Kota selanjutnya diusulkan kepada Bupati/Walikota untuk
ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS di kabupaten/kota yang
bersangkutan. Kemudian Tim Pengelola BPPDGS Kabupaten/Kota
menyampaikan data calon penerima sesuai dengan SK Bupati/Walikota
kepada Pengelola BPPDGS Provinsi. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa
Timur menetapkan penerima dana BPPDGS masing-masing kabupaten/kota.

Penyaluran/Penerimaan dana. Proses penyaluran dana mula-mula dilakukan
oleh BPKAD Provinsi kepada Kas Daerah Kabupaten/kota setelah Gubernur
menerima permohonan pencairan dana BPPDGS dari Bupati/Walikota
dengan lengkap dan benar. Setelah dana berada di Kas Daerah
Kabupaten/Kota, maka sekolah/Madrasah/lembaga mengajukan permohoanan
pencairan dana kepada Bupati/Walikota. Setelah permohonan pencairan dari
sekolah/Madrasah/lembaga diterima oleh Bupati/Walikota dan dianggap
lengkap dan benar, maka Bupati/Walikota akan mengeluarkan Surat Perintah
Membayar kepada sekolah/Madrasah/lembaga penerima melalui transfer dari
rekening kas daerah ke rekening sekolah/Madrasah/lembaga penerima.
Setelah dana berada di dalam rekening sekolah/Madrasah/lembaga penerima,
maka selanjutnya adalah sekolah/Madrasah/lembaga penerima melaksanakan
pembayaran kepada ustadz/guru penerima dana BPPDGS dan
mengelola/membelanjakan dana BPPDGS untuk operasional

sekolah/madarasah sesuai dengan rencana yang telah diajukan.
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BPPDGS dianggarkan dalam APBD Provinsi Jawa Timur setiap tahun
dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Pada tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp
464.741.370.000 dan terealisasi sebesar Rp 234.375.610.000. Pada tahun 2011
dianggarkan sebesar Rp 291.200.040.000 dan terealisasi sebesar Rp
273.468.120.000. Pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 291.200.040.000 dan
terealisasi sebesar Rp 269.887.500.000. Pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp
204.859.650 dan terealisasi sebesar Rp 203.578.510.000. Pada tahun 2014
dianggarkan sebesar Rp 204.859.650.000 dan terealisasi sebesar Rp
200.565.690.000 Pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 201.110.100.000 dan
terealisasi sebesar Rp 195.566.800.000.

Adanya peran yang ditampilkan oleh beberapa pihak dalam implementasi
kebijakan ini, mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan ini memiliki
kedekatan dengan teori hibrida. Teori ini merupakan hasil sintesa dari teori atas-
bawah dan teori bawah-atas. Teori ini menawarkan konsep “pemetaan mundur”
dengan ide “pemetaan maju”. la berargumen bahwa keberhasilan program
bergantung pada kedua elemen, karena keduanya saling terkait. Oleh karena itu,
para pembuat kebijakan harus mulai dengan mempertimbangkan instrumen
kebijakan dan sumber daya yang tersedia untuk perubahan kebijakan (pemetaan
maju). Selain itu, mereka hasu mengetahui struktur insentif pelaksana dan

kelompok sasaran (pemetaan mundur).'%”

19 Helga Pulzl dan Oliver Treib, Implementasi Kebijakan Publik dalam Frank Fischer, Gerald J.
Miller dan Mara S. Sidney, Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode...,
136-137.
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Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan
pemberian bobot lebih pada proses koordinasi dan kolaborasi di antara aktor-aktor
yang terpisah tetapi saling tergantung. Keterkaitan hubungan antara birokrasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur,
PTAI di Jawa Timur, Madrasah Diniyah di Jawa Timur dalam posisi dan porsinya
masing-masing pada implementasi kebijakan pengembangan Madarasah Diniyah
ini menjadi bukti kuat bahwa implementasi kebijakan ini menganut teori hibrida.

Namun demikian, teori hibrida hanya menjelaskan bahwa efektifitas
impelementasi kebijakan ditentukan oleh aktor-aktor implementator formal yakni
birokrasi Pemerintah Daerah. Padahal sesungguhnya niat atau iktikad baik dari
masyarakat untuk mendorong efektifitas implementasi kebijakan juga menempati
psosisi yang strategis. Di Jawa Timur, kebijakan ini telah mendapatkan dukungan
kuat semenjak dari formulasi hingga implementasinya sangat terlihat jelas. Dalam
hal ini peneliti menyebutnya dengan istilah hibrida society endorsement (hibrida
dengan dukungan masyarakat).

Sementara itu, dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan
Madrasah Diniyah, baik dalam program beasiswa S1 guru Madrasah Diniyah
maupun BPPDGS, Pemerintaah Provinsi Jawa Timur sama sekali tidak menabrak
aturan yang ada, karena kedua program ini dilaksanakan tetap dalam lingkkup
kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meskipun sasaran dari program ini
adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama,

belum desentralisasi, namun operasionalisasi kebijakan ini berada di SKPD



261

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga menunjukkan bahwa politik
anggaran dapat menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan.
C. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
Pengembangan Madrasah Diniyah

Peneliti mendapatkan data yang terkait dengan bagaimana evaluasi
kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Data tersebut dapat
dijabarkan berikut ini.
1. Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah

Dalam rangka menilai sebuah kebijakan, tentunya harus dilakukan
evaluasi. Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah atau beasiswa S1
guru Madrasah ini memiliki mekanisme evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Ibu
Ida Tri Wulandari, sebagai berikut:

“evaluasi kebijakan ini dilakukan melalui beberapa proses antara lain
evaluasi terhadap perumusan kebijakan, evaluasi pada tahap
implementasi dan evaluasi terhadap pasca pelaksnaan. Untuk evaluasi
perumusan dilakukan ketika keberadaan program ini telah menjadi
rencana prioritas pembangunan di Jawa Timur. Kita melihat hubungan
program ini dengan kebijakan-kebijakan lainnya apakah akan ada
sinergitas atau tidak. Misalkan dengan masalah kemiskinan, buta huruf,
kesejahteraan dan lain-lain..... Hasilnya adalah bahwa program beasiswa
S1 Madin ini dapat mempercepat laju pembangunan di jatim khususnya
di bidang pendidikan. Karena dengan adanya program ini taraf
pendidikan masyarakat dapat meningkat. Evaluasi pada tahap
implementasi adalah kita pemerintah jatim melakukan monitoring
terhadap pelaksanaan program beasiswa S1. Monitoring kami lakukan
secara langsung turun ke PTAI penyelenggara secara sampling, maupun
dengan cara kita menilai terhadap laporan progres yang disampaikan oleh
PTAI kepada kami. Selain dari itu, kita melakukan evaluasi implementasi
menurut pengaduan pihak ketiga, yang biasanya ada beberapa elemen
masyarakat yang menyampaikan informasi kepada kami terkait dengan
pelaksanaan program beasiswa S1 guru Madin ini. Sedangkan yang
ketiga evaluasi pasca program, ini yang kami belum memiliki data yang
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cukup valid, karena kami baru merencanakan pada tahun ini untuk
membuat sebuat aplikasi sistem khusus untuk guru madin. Artinya dalam
rangka kami mengevaluasi keberadaan para alumni program ini masih

kesulitan, karena PTAI juga belum bisa”.'!?

Evaluasi yang dilakukan oleh penentu kebijakan ini antara lain
dicontohkan oleh H. Sunaryo sebagai berikut:

“Setelah berjalan 2 tahun kita lakukan evaluasi dalam rangka
penyempurnaan implementasi kebijakan ini ke depan. Sehingga secara
teknis pelaksanaannya mengalami perubahan. Di antara hasil evaluasi itu
adalah kemudian pelaksanaan kebijakan ini sejak tahun 2008 tidak lagi
terpusat di IAIN Sunan Ampel Surabaya melainkan kemudian di sebar ke
PTAI di Kab/Kota se Jatim. Karena ketika terpusat di IAIN Sunan Ampel
Surabaya ternyata memberikan kesulitan tersendiri bagi mereka yang
berasal dari daerah yang cukup jauh dari Surabaya, seperti mereka yang
berasal dari Banyuawangi, Bondowoso, Jember dan lainnya. Penyebaran
penyelenggara program ini di kab/kota juga bermaksud untuk
mendekatkan PTAI itu dengan peserta dan daerah asalnya. Maka sejak
tahun 2008 PT pelaksana program ini adalah PT yang ada di kab/kota se

Jatim” 111

Evaluasi yang dilakukan dengan berbasis pada laporan pelaksanaan dan
laporan progres oleh masing-masing PTAI penyelenggara, dijelaskan oleh Siti
Munawaroh sebagai berikut:

“kalau menurut pelaporan yang disampaikan oleh PTAI penyelenggara
ke kita tidak ada masalah, program terlaksana dengan baik. Tapi terus
terang saya katakan bahwa kita belum pernah turun ke lapangan secara
langsung dan khusus untuk mengecek pelaksanaan program ini, karena
begitu banyaknya tugas-tugas yang harus kami laksanakan di pemprov.
Kita belum bisa tahu secara pasti bagaimana perjalanan perkuliahan di
PTALI tertentu. Yang kita laksanakan adalah secara informal kita lakukan
evaluasi, yakni kita lakukan komunikasi dengan PTAI maupun kopertais
meskipun hanya sebatas koordinasi. Dan jika satu PTAI menemukan
masalah maka biasanya mereka datang ke kami, melakukan koordinasi

110 1da Tri Wulandari, Wawancara, Surabaya, 6 Oktober 2016.
"I Sunaryo, Wawancara, Surabaya, 31 Oktober 2016.
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dengan kami dan juga melibatkan kopertais untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Sehingga sepengetahuan dan sepengalaman kami
sampai saat ini belum ada kendala atau masalah yang signifikan terhadap
program ini. Persoalan yang sering kami terima dari PTAI itu biasanya
terkait dengan adanya peserta yang tidak bisa melanjutkan program baik
karena kecelakaan, meninggal dunia dan lain sebagainya, ya kita proses
sebagaimana ketentuannya. Maka penyelesaiannya biasanya kita
koordinasi dengan kopertais untuk menetapkan mahasiswa penggantinya.
Dalam proses pergantian tentunya kopertais punya data tentang calon
mahasiswa pengganti yang diajukan oleh PTAI, misalkan apakah tahun
masuknya sama dengan yang diganti. Jadi pengecekan data mahasiswa
bisa dilakukan oleh kopertais. Jadi intinya perguruan tinggi tidak bisa
mengganti nama peserta begitu saja tanpa memberitahukan kepada kita
dan kopertais. Karena di awal kita sudah punya nama-nama

pesertanya”.'!?

Ditambahkan pula oleh Siti Munawaroh, bahwa:

“nah kalau soal ini sampai saat ini kami belum punya laporan dari PTAI
penyelenggara. Kita belum melakukan itu. Tapi di tahun depan 2017
insya Allah akan kita lakukan itu, karena mulai sekarang sudah kita
rancang model pendataan tentang itu. Kita akan meminta PTAI untuk
melaporkan juga tentang di mana posisi para alumni itu pasca diwisuda,
mengajarnya di mana, kontribusi terhadap daerah apa. Memang kita
sangat berkepentingan terhadap data alumni itu, namun karena
keterbatasan waktu dan tenaga yang kita miliki, maka hal ini belum
tergarap. Dan saat ini pula kita mulai bergerak untuk itu, kita sudah
membentuk Pokja, melibatkan RMI, dan tentunya juga PTAI
penyelenggara untuk menghimpun data pesantren dan guru pendidikan
Diniyahnya di Jatim. Hal berikutnya adalah saya ingin melakukan
evaluasi program, sampai di mana pelaksanaan program serta kontribusi

hasil program ini terhadap pembangunan Jatim ke depan”.'!?

Dari evaluasi yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan

dalam hal ini dibidangi oleh Sub Bagian Sarana, bahwa program ini terlaksana

112 Qjti Munawaroh, Wawancara, Surabaya, 31 Oktober 2016.

113 Ibid.
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dengan baik sesuai dengan rencana serta tujuan yang diharapkan juga tercapai.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Siti Munawaroh:

“Jadi saya melihat bahwa kebijakan ini dalam penyusunannya terlaksana
secara  efektif, begitu pula pada implementasinya  serta
pertanggungjawabannya. Karena saya merasa bahwa PTAI sangat
proaktif dalam melaksanakan program ini sampai dengan mereka
menyampaikan laporannya kepada kita. Mereka bisa bekerja sama
dengan kami dengan baik, karena mungkin mereka adalah para
akademisi yang memahami bagaimana aturan yang berlaku serta tujuan
yang hendak dicapai dari program ini. Beda kan dengan masyarakat
umum atau awam yang harus kita tuntun agar menyampaikan laporan
dan sebagainya. Dan alhamdulillah PTAI bisa menjaga komitmen kerja
sama ini. Sampai saat ini tidak ada PTAI penyelenggara yang
merepotkan kita. Mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan
yang berlaku. Mercka all aout kok untuk kelancaran program ini.
Misalkan pernah ya saya minta data yang saya butuhkan ke PTALI itu,
ternyata mereka sangat responsif, kadang meskipun tengah malam.
Karena saya sampaikan kepada PTAI penyelenggara itu bahwa kami di-
presser oleh pimpinan sehingga presser dari kami ke PTAI itu dipahami
secara positif. Dan kita sudah mengantisipasi kemungkinan yang tidak
diinginkan mengenai kelambanan sebuah PTAI, karena kita sudah list
PTAI-PTALI itu. Jadi walaupun keputusan kami tidak didasarkan pada
like and dislike, tapi kami juga memperhitungkan kemungkinan-
kemungkinan hambatannya sehingga kami sudah siapkan strateginya
sehingga hambatan itu tidak menjadi penghalang atas kesuksesan
pelaksanaan  program ini. Kami tahu keseriusan PT dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Memang hambatan yang ada
menurut saya adalah pada saat sosialisasi program ke masyarakat. Kan
gini, pemprov sudah menyampaikan kepada PTAI agar mengumumkan
program ini dalam rekrutmen mahasiswa baru, namun ternyata dalam
beberapa kesempatan saya masih menerima laporan dari masyarakat
bahwa PTAI penyelennggara di daerahnya itu tidak mengumumkan

secara luas kepada masyarakat”.!!4

Terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD, antara lain
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur menyampaikan laporan

keuangan kepada DPRD. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Siti Munawwaroh:

114 Ibid.
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“ya pelaporan program ini yang disampaiikan oleh Pemrintah provinsi
kepada DPRD menyatu dengan program yang lain ada dalam LKIP dan
LKPj pak Gubernur. Karena pak Gubernur menyampaikan laporan
kepada DPRD dalam satu kesempatan sehingga seluruh kegiatan yang
dilaksanakan di Jawa Timur dan keuangannya dilaporkan sekaligus ke
DPRD”.'®

2. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Mengenai evaluasi program, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan

monitoring terhadap pelaksanaannya saja. Sedangkan evaluasi penyusunan

program dilakukan oleh Bappeda. Hal dinyatakan oleh Sulton yang mengatakan

bahwa:

“Biro AP itu termasuk (melakukan) evaluasi. Jadi ada pihak lain yang
terlibat dalam evaluasi program. Karena dalam pengelolaan pendidikan
di Jatim, dinas pendidikan tidak berdiri sendiri. Termasuk kemenag,
mestinya ada evaluasi sendiri. Sehingga kemenag punya kurikulum dan
sebagaimnya, karena mereka ikut dalam evaluasi program. Khususnya
setelah ada bantuan kelihatannya permintaan meningkat. Di antara hasil
evaluasi program adalah kemenag mengupayakan agar madin memiliki
garis besar kurikulum. Tetapi tidak ada tekanan khusus bagi seluruh
madin, tidak. Tapi setidaknya kurikulum atau garis-garis besar kurikulum

itu dapat memberi rambu-rambu bagi madin dalam pembelajarannya”.!!¢

Lebih lanjut Sulton mengatakan:

“program ini sangat membantu bagi madin. Setiap tahun kalau kita lihat
kurikulum dan sebagainya mulai terbentuk. Misalnya juga tahun ini
sudah dibuatkan sistem pendataan online oleh Kemenag, meskipun masih
dikerjakan oleh operataor tingkat kecamatan. Madin diberi form khusus
untuk menginput data lembaga, kemudian dinas pendidikan Kab/kota
atau kemenag kab/kota menginput data tersebut. Terus, atas program ini
kemudian terbentuk Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT),
yang kepengurusannya sampai tingkat kecamatan. Salah satu peran dari

115 Tbid.

116 Sulton, Wawancara, Surabaya, 21 September 2016.
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FKDT ini adalah memberikan bantuan konsultasi bagi madin yang

mengalami kesulitan di dalam hal administrasi”.'!’

Sementara itu, Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

implementasi kebijakan BPPDGS dengan hasil sebagai berikut:

17 Tbid.
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Tabel 5.13
Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi BPPDGS Madin Jawa Timut Tahun 2015'!8
No | Kabupaten/Kota MSsr;lple MI\(E;IN Plgreli‘l;kgiin

1 2 3 4 5
1 KAB. PACITAN 3 2 ada
2 KAB. PONOROGO 3 2 ada
3 KAB. TRENGGALEK 3 2 ada
4 KAB. TULUNGAGUNG 3 2 ada
5 KAB. LUMAJANG 3 2 ada
6 KAB. BONDOWOSO 3 2 ada
7 KAB. SITUBONDO 3 2 ada
8 KAB. PROBOLINGGO 3 2 ada
9 KAB. PASURUAN 3 2 ada
10 | KAB. SIDOARJO 3 2 ada
11 KAB. MOJOKERTO 3 2 ada
12 KAB. JOMBANG 3 2 ada
13 KAB. NGANJUK 3 2 ada
14 KAB. MAGETAN 3 2 ada
15 | KAB. NGAWI 3 2 ada
16 | KAB. BOJONEGORO 3 2 ada
17 KAB. TUBAN 3 2 ada
18 KAB. LAMONGAN 3 2 ada
19 KAB. GRESIK 3 2 ada
20 | KAB. BANGKALAN 3 2 ada
21 KAB. SAMPANG 3 2 ada
22 KAB. PAMEKASAN 3 2 ada
23 KAB. SUMENEP 3 2 ada
24 KOTA KEDIRI 3 2 ada
25 | KOTA MALANG 3 2 ada
26 | KOTA PROBOLINGGO 3 2 ada
27 KOTA PASURUAN 3 2 ada
28 KOTA MADIUN 3 2 ada
29 | KOTA SURABAYA 3 2 ada
30 KAB. BANYUWANGI 3 2 ada
31 KAB. BLITAR 3 2 ada
32 KAB. JEMBER 3 2 ada
33 KAB. KEDIRI 3 2 ada
34 | KAB. MADIUN 3 2 ada
35 KAB. MALANG 3 2 ada
36 KOTA BATU 3 2 ada
37 KOTA BLITAR 3 2 ada
38 KOTA MOJOKERTO 3 2 ada

118 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Madin Jawa
Timur Tahun 2015.
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Adapun keterlibatan instansi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dalam evaluasi pelaksanaan program antara lain Inspektorat Provinsi
Jawa Timur, Bappeda, BPKAD, dan DPRD Provinsi. Hal dikatakan oleh
Margono:

“Mesti ada mas. Cuman inspektorat itu lebih pada sisi penyelennggaraan
keuangannya. Jadi kita (dinas pendidikan provinsi), BPKAD, dan
inspektorat lebih pada sisi penyaluran Bosda Madinnya. Kalau kemenag,
lebih cenderung pada peningkatan efektifitas pembelajaran atau out come
dari bantuan. Kalau evaluasi yang melibatkan banyak pihak serta khusus
mengenai program Bos Madin ini belum pernah dilakukan. Tapi dalam
rapat-rapat kita juga membicarakan tentang program ini. Misalkan
membahas kenapa di daerah-daerah itu ada yang tertib laporan, ada yang
tidak tertib, jadi evaluasi yang dilakukan secara pintas saja. Sebetulnya
evaluasi kita melalui monev (monitoring dan evaluasi) ke daerah —
daerah, itu evaluasinya. Temuan yang didapatkan dalam evaluasi antara
lain dan paling banyak adalah penyetoran laporan yang tidak tepat waktu.
Hal menyebabkan ini antara lain keterbatasan media dan SDM yang
dimiliki oleh madin, pengelola madin yang belum begitu melek
adiministrasi laporan keuangan. Nah, untuk mengurangi permasalahan
penyetoran laporan ini, maka kami sering lakukan monev maupun
koordinasi dengan disdik kab/kota, kemenag dan FKDT”.!"?

Adapun DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melakukan evaluasi terhadap
program Beasiswa S1 Madin maupun BPPDGS Bosda Madin dengan cara turun
langsung ke sasaran program maupun dengar pendapat dengan SKPD pelaksana.
Evaluasi yang dilakukan itu merupakan pelaksanaan fungsi dewan dalam hal
pengawasan. Hal ini disampaikan oleh Kusni Moh. Husni, bahwa:

“pengawasan dilakukan dengan cara kunjungan langsung. Namun kalau

menyangkut khusus kebijakan madin, biasanya pengawasan kami

merupakan hasil laporan atau informasi yang kami diterima dari

masyarakat yang terjadi di masing-masing wilayahnya. Jadi misalnya
dari banyuwangi, itu kemudian dirembuk di komisi. Jadi konstituen

119 Moh. Hayat Margono, Wawancara, Surabaya, 21 september 2016.



269

menyampaikan informasi atau kejadian-kejadian tertentu terkait dengan
pelaksanaan kebijakan madin kepada anggota DPRD sesuai daerahnya
masing-masing. Kemudian hasil pembahasan itu disampaikan kepada
pemprov, yang dapat berupa usulan-usulan. Bahkan, sesungguhnya
pemprov, pak Gubernur rupa-rupanya betul-betul memperhatikan nasib
madin ini. Atau terkadang ketika kita menyampaikan masukan itu,
ternyata di pemprov hal itu sedang dibahas juga. Sehingga dengan
demikian cepat dilakukan sinkronisasi antara pemprov dengan DPRD.
Jadi, Jatim ini mendominasi untuk persoalan kebutuhan masyarakat.
Sebab di skala nasional masih ada beberapa daerah yang belum memiliki

perhatian seperti Jatim ini’.!?°

Menurut Husni, hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan

menjadi bahan pokok bagi DPRD dalam melakukan evaluasi kebijakan Madin di

Provinsi Jawa Timur. Sehingga dengan demikian DPRD dapat memberikan

penilaian secara objektif atas suatu program. Husni mengatakan bahwa:

“ pandangan kami dan pemrpov, bahwa program ini dilaksanakan dengan
satu tujuan yaitu mengangkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
Terutama menyangkut pendidikan. Karena dalam rangka menghadapi era
globalisasi, tentunya kita harus menyiapkan diri sedini dan sekuat
mungkin serta harus menyeluruh. Sehingga pembangunan yang
dilaksanakan dapat mencapai keseimbangan. Serta ketika kita bersaing
dengan dunia atau daerah lain, maka kita tetap mampu menjadi jati diri
kita. Dan pula, pembangunan yang baik merupakan pembangunan yang
tidak hanya mementingkan fisik saja, tapit juga harus membawa
perubahan pada spirit dan ruhani masyarakat. Salah satunya yang harus
dilakukan adalah membangun pendidikan Islam, pendidikan akhlak
mulia. Nah ini bisa dilakukan di madin. Termasuk juga yang kami
lakukan dalam melaksanakan pembangunan pada mata anggaran jasma
itu. Kami menerima dana dari pemprov untuk melaksanakan
pembangunan menurut hemat kami. Namun demikian jika anggota
DPRDnya betul-betul memperhatikan kondisi masyarakatnya, maka pasti
penggunaan dana itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan
pembangunan masyarakatnya, minial di wilayah dapilnya masing-
masing. Misalkan untuk masjid, madin, kelompok masyarakat, mushalla,

dan lain-lain”.'?!

120 Kusni Moh. Husni, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.

121 Ibid.
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Sejalan dengan pernyataan di atas, Heri Sugihono Tugas Utama
mengatakan bahwa:

“megenai pelaksanaan dari suatu program, nah ini dijalankan oleh SKPD
yang mengusulkan. Contohnya adalah masalah BOS madin, ini
dilaksnakan oleh dinas pendidikan, Beasiswa S1 Guru Madin
dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan. Selama
pelaksanaan program, ini SKPD wajib menyampaikan progressnya
kepada DPRD. Hal ini disebut dengan laporan kinerja instansi. Kemudian
di akhir tahun anggaran pak Gubernur melaporkan ke DPRD mengenai
dua hal. Pertama melaporkan tentang penggunaan dan capaian
pembangunan tahun itu. Yang kedua melaporkan rencana pembanguan
dan anggaran di tahun yang akan datang. Dalam laporan pak Gubernur
itu menyinggung tentang hasil evaluasi penggunaan anggaran di tahun
sebelumnya. 1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. 2. Laporan
Kinerja Instansi. Kalau laporan keuangan nanti dibahas lagi di komisi.
Forum ini bermanfaat untuk mengetahui sisa anggaran yang tidak
terserap. Contoh, pembangunan fisik yang anggarannya di atas Rp
200.000.000,- pelaksanaannya harus kontraktual atau tender, karena
dalam tender apa lagi terbuka, biasanya pemenangnya adalah kontraktor
yang mengajukan penawaran lebih rendah dari pagu anggaran, anggaplah
Rp 150.000.000,-, maka di anggaran itu tersisa Rp 50.000.000,-, nah dari
itu kita akan memperoleh seluruh sisi anggaran yang disebut dengan
SILPA. Dan dana ini akan digunakan untuk menambahi potensi APBD di
tahun berikutnya. Proses ini berlangsung sebagaimana proses penetapan
anggaran di DPRD. Kita punya terobosan manajemen DPRD di luar
ketentuan formal, yang mana kita minta kepada Pemprov untuk
mengadakan rapat dengan SKPD mitra setiap 3 bulan sekali. Jadi komisi
E setiap 3 bulan sekali rapat dengan dinas pendidikan. Nah rapat
semacam ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan dewan
terhadap ekskutif”.!?2

Pernyataan yang serupa disampaikan oleh H. Badrut Tamam:

“Jadi pengawasan kita ini. Kontrol DPRD itu kan tidak hanya di Madin,
kontrol kita di keseluruhan. Jadi kita ini pertama ketemu rapat dengan
ekskutif, baru kemudian kita minta data-data tentang potensi yang sudah
dikerjakan, kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Hampir

122 Heri Sugihono Tugas Oetama, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
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semuanya berjalan baik tentang madin. Secara keseluruhan pak Gubernur
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan
keuangan. Jadi pak Gubernur itu menyampaikan laporan tentang masing-
masing SKPD serta capaian yang telah diperoleh selama anggaran itu.
Jadi begini, setelah menjadi APBD itu menjadi RPKD atau rencana kerja.
Di rencana kerja itu sudah detail sekali, apa kegiatannya, berapa
anggarannya, di mana tempatnya, siapa penerimanya. Sehingga pemprov
ini tidak memberikan beasiswa kepada perseorangan, melainkan
beasiswa itu diberikan melalui PT mitra yang ditunjuk oleh pemprov.
Jadi kalau masyarakat secara individu mengajukan beasiswa kepada
pemprov tidak bisa, karena harus melalui lembaga mitra. Oleh karena itu,
sukses tidaknya pemprov dalam menjalankan kebijakan beasiswa ini
tergantung pada tim kerja pemprov dan lembaga mitra yang diajak kerja
sama oleh pemprov. Mitra kerja ini harus memenuhi standar-standar
yang telah diatur oleh pemprov. Nah pada saat kita melakukan evaluasi
pasti kami akan mengecek kesesuaian antara rencana kerja yang disusun

dengan laporan pelaksanaannya”.!?

Sedangkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur terlibat dalam evaluasi

implementasi kebijakan mengacu pada aturan yang berlaku. Dikatakan oleh

Syamsul Huda, Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur,

bahwa:

“kami melaksanakan pengawasan dan pembinaan di Pemerintah Jawa
Timur dalam segala bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan program
pada sisi anggaran, efektifitas, efisiensi serta kesesuaian dengan tujuan
kegiatan. Di setiap SKPD kita lakukan pengawasan. Bahkan pengawasan
kita sesungguhnya tidak hanya pada saat pelaksanaan kebijakan. Pada
saat kebijakan itu disusun kita juga lakukan pengawasan. Karena kita
memang dilibatkan dalam hal itu oleh Bappeda. Sesuai dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur”.'?*

123 Badrut Taman, Wawancara, Surabaya, 10 Oktober 2016.
124 Syamsul Huda, Wawancara, Surabaya, 20 September 2016.



272

Evaluasi dalam arti pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi
Jawa Timur terhadap seluruh pelaksanaan kebijakan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Jadi dengan sendirinya program Peningkatan Kualitas Guru
Madrasah Diniyah dan BPPDGS menjadi bagian yang dilakukan evaluasi. Dalam
pelaksanaan pengawasan ini secara teknis dijelaskan oleh Syamsul Huda, bahwa:

“ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam pengawasan
pelaksanaan program. Yaitu: pertama Melakukan pembandingan antara
proposal usulan yang diajukan oleh satuan kerja pelaksana program. Jadi
misalnya Bos Madin, kita melihat dan membandingkan kesesuaian antara
pengajuan dengan laporan pertanggunjawaban pelaksanaan program.
Dengan begitu kita bisa menilai apakah terdapat kesesuaian antara
pengajuan dengan laporan. Jika sesuai kita anggap tidak ada masalah,
namun jika terdapat ketidaksesuaian maka berarti di situ kita anggap ada
masalah. Kedua Analisis mulai perencanaan. Dalam teknis ini kita
terlibat dalam perencanaan sebuah program sehingga kita tahu arah dari
program dalam suatu kebijakan. Dan ketiga kita melakukan tabulasi
kesalahan. Dengan tabulasi ini kita akan mengetahui tingkat kesalahan
yang terjadi menurut program, menurut wilayah dan menurut dampak
yang akan ditimbulkan atas kesalahan tersebut”.!?>

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertugas

melakukan pengawasan, maka hasil pengawasan itu kemudian disampaikan
kepada Gubernur Jawa Timur untuk dijadikan bahan dalam laporannya kepada
masyarakat melalui DPRD Provinsi Jawa Timur. Hal ini sebagaimana
disampaikan oleh Syamsul Huda:

“kita sudah melakukan penjadwalan dalam melakukan pengawasan.
Dalam setiap tahun anggaran, di awal tahun kita susun rencana detil
pengawasan yang akan kita lakukan. Misalkan programnya, wilayahnya,
SKPD-nya dan lain-lain. Sehingga kita dapat melakukan pengawasan
secara sistematik dan periodik. Setelah kita melakukan pengawasan dan
penilaian terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan oleh SKPD maka
kemudian kami sampaikan hal itu kepada pak Gubernur. Kami
menyampaikan laporan itu kepada Gubernur secara periodik dan

125 Ibid.
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insidentil. Secara periodik dilakukan dalam setiap triwulan. Dan secara

insidentil menurut perkembangan issu-issu terkini maupun kasus-kasus

yang menjadi sorotan masyarakat”.!?

Lebih lanjut Syamsul Huda menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk
penentuan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, yaitu langsung turun ke
lokasi pengawasan menurut jadwal dan sampel yang ditentukan, dan menurut
pengaduan atau informasi dari masyarakat. Syamsul mengatakan:

“memang, dari segi waktu dan tenaga, rasanya tidak mungkin kita bisa

melakukan pemeriksaan di seluruh SKPD. Maka dari itu, di awal tahun

kami merancang rencana pengawasan itu. Rangcangan kami meliputi
daerah atau wilayah, jenis program, issu terkini di masyarakat, nilai

anggaran program, dan frekuensi pengawasan di suatu daerah. Artinya

ketika kita akan turun ke lapangan, maka kita telah merencanakan

sasaran pengawasan itu, menurut hal-hal yang saya sampaikan itu”.'?’

Sebuah kebijakan dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui: “pertama
dampak dari kebijakan itu, kedua mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan
ketiga untuk dasar perbaikan mekanisme atau program”.!?8

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran
(appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment), kata-kata yang
menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan

nilainya.'”” Evaluasi kebijakan berarti menilai sebuah kebijakan dalam konteks

efektifitas, efisiensi dan dampak yang dihasilkan. Penilaian ini harus merujuk

126 Thid.
127 Tbid.
128 Tbid.
129 Willian N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik ..., 608.
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pada ide dasar dari sebuah kebijakan di mana kebijakan tersebut lahir,
dilaksanakan, serta hasil yang diberikan.

Menurut Riant Nugroho, evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga
lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi
kebijakan, dan evluasi lingkungan kebijakan.'*® Proses evaluasi kebijakan
memiliki fokus pada proses perumusan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan,
dan bagaimana keadaan lingkungan kebijakan.

Dalam konteks evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dalam Pengembangan Madrasah Diniyah akan dijelaskan berikut ini.

Evaluasi perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
Pengembangan Madrasah Diniyah dilakukan dalam beberapa skala. Skala yang
pertama adalah skala peride panjang. Skala ini merupakan evaluasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penilaian
terhadap seluruh kebijakan yang telah ditetapkan dalam waktu 20 (dua puluh)
tahun. Evaluasi kebijakan dalam skala ini menyangkut materi kebijakan yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Karena
periode yang dicanangkan dalam kebijakan ini adalah selama 20 tahun yakni dari
tahun 2005-2025, maka evaluasinya nanti akan dilakukan pada sekitar tahun
2024-2025. Karena tahun itu merupakan tahun akhir dari canangan waktu yang
direncanakan, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki data

hasil evaluasi atas kebijakan jangka panjang yang dibuat guna menentukan

130 HAR. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan..., 232.
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keberlanjutan, penyempurnaan, atau bahkan perubahan materi kebijakan.
meskipun demikian sesungguhnya evaluasi terhadap kebijakan jangka panjang ini
merupakan akumulasi dari hasil evaluasi kebijakan periodik jangka pendek dan
menengah. Oleh karena itu, untuk menilai kebijakan jangka panjang ini,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menyelesaikan terlebi dahulu seluruh
garapan kebijakannya.

Skala kedua dalam evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
adalah skala menengah. Evaluasi skala menengah mengacu pada kebijakan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam pengelolaan
pemerintahan untuk waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan skala ini tertutang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalam RPJMD
ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan-kebijakannya guna
mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Karena kebijakan ini terimplementasi dalam waktu lima tahun, maka evaluasinya
juga dilakukan dalam lima tahunan juga. Artinya Pemerintah Provinsi Jawa Timur
melakukan penilaian terhadap keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan
dalam 5 (lima) tahun tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di akhir 5 (lima)
tersebut harus dapat menentukan bidang atau bagian mana yang telah mencapai
tujuan yang ditetapkan atau tidak. Sehingga dengan demikian Pemerintah Provinsi
Jawa Timur memiliki dasar untuk melanjutkan, menyempurnakan, atau bahkan

menghentikan sebuah kebijakan.



276

Skala yang ketiga adalah skala tahunan. Evaluasi dalam skala ini
mengacu pada keputusan rencana pengelolaan pemerintahan yang tertuang dalam
keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dalam
setiap tahun. Oleh karena kebijakan ini merupakan kebijakan taktis yang harus
disusun dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka evaluasinya
juga dilakukan dalam setiap tahun. Evaluasi skala ini yang paling dituntut untuk
cermat, karena evaluasi dalam skala ini akan menentukan hasil evaluasi skala
berikutnya yakni menengah, dan juga berpengaruh terhadap proses evaluasi skala
panjang.

Dalam konteks aktor evaluasi kebijakan, maka evaluasi kebijakan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama
evaluasi internal, dan kedua evaluasi ekternal. Evaluasi internal merupakan
evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui
unsur-unsur intern pemerintahan. Dalam hal ini yang dilibatkan adalah seluruh
SKPD yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalkan dalam
kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah ini, SKPD yang berperan dalam
evaluasinya antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi
Kemasyarakatan. Sedangkan evaluasi ekternal merupakan evaluasi kebijakan
yang dilakukan oleh pihak yang bukan merupakan pelaksana pemerintahan

Provinsi Jawa Timur. Pihak ini terdiri dari DPRD, BPKP, BPK, dan masyarakat.
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Evaluasi kebijakan yang dilakukan secara internal maupun eksternal
memiliki fokus yang berbeda. Evaluasi secara eksternal berfokus pada: (1)
ketepatan anggaran, sasaran, waktu, dan penggunaan dana; (2) kesesuaian rencana
dengan realisasi; (3) organisasi dan tata kerja pengelolaan; (4) mekanisme
penyaluran dan pertanggungjawaban; (5) dampak dan manfaat program; (6)
permasalahan dan solusinya. Sedangkan evaluasi secara eksternal fokus pada: (1)
pelaksanaan program; (2) analisis terhadap dampak dan manfaat program; (3)
memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ditemukan.

Dillihat dari waktu pelaksanaan evaluasi, maka evaluasi kebijakan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama
evaluasi kebijakan yang dilakukan pada saat implementasi kebijakan. Evaluasi
jenis ini biasa dilakukan oleh masyarakat, DPRD, maupun SKPD pelaksana
program. Proses evaluasi jenis ini dapat berupa kunjungan langsung DPRD
maupun masyarakat terhadap sasaran program kemudian melakukan penilaian
terhadap implementasi kebijakan itu. Dapat pula dalam bentuk adanya pengaduan
tertentu dari masyarakat yang disampaikan kepada DPRD maupun SKPD
pelaskana program, berdasarkan pengaduan tersebut kemudian dilakukanlah
proses evaluasi lebih lanjut. Kemudian juga, DPRD melakukan penilaian terhadap
kebijakan Pemrintah Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada laporan
keuangan mapun laporan kinerja yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD
Provinsi Jawa Timur dalam sebuah sidang paripurna. Dalam kesempatan itu,

DPRD akan mempelajari lebih mendalam tentang apa yang telah dilakukan oleh
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gubernur terhadap seluruh rencana yang pernah disepakati bersama antara
gubernur dan DPRD. Oleh karena itu, DPRD sebagai lembaga control bagi
pemerintah provinsi merupakan pihak yang sangat berkompeten dalam melakukan
pengawasan dan sekaligus evaluasi terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
Kedua evaluasi kebijakan yang dilakukan pasca implementasi. Evaluasi
jenis ini dilakukan dengan menilai laporan pertanggungjawaban program serta
hasil dari program yang dilaksanakan. Evaluasi jenis ini khsusunya dilakukan oleh
SKPD pelaksana program, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi untuk Program

)31 dan Biro

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah (BPPDGS
Administrasi Kemasyarakatan untuk Program Peningkatan Kualitas Guru
Madrasah Diniyah Jawa Timur'*2. Evaluasi dengan basis laporan
pertanggungjawaban dilakukan oleh SKPD pelaksana dengan melakukan
pengecekan pada bagian-bagian tertentu dari laporan yang disampaikan.

Pengecekan dilakukan terhadap rencana, sasaran, alokasi dana. Beberapa poin

dicocokkan dengan realisasis dan bukti fisiknya. Kesesuaian antara rencana dan

B3I Misalkan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan
evaluasi BPPDGS. Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merilis dan
melaporkan hasil evaluasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi Madin Jawa Timur 2015.

132 Misalkan yang telah dilakukan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur
dalam evaluasi kebijakan Program Peningkatan Kuallitas Guru Madrasah Diniyah adalah pada
Tahun 2008. Pada saat program ini telah berjalan selama dua tahun (2006-2007), yang mana ketika
itu PTAI penyelenggara hanyalah TAIN Sunan Ample Surabaya, ternyata ditemukan kesulitan
yang cukup signifikan bagi mahasiswa peserta yang tempat tinggal sangat jauh dari Surabaya,
karena dalam program ini tidak disediakan biaya hidup, sehingga jika masih terus hanya
diselenggarakan oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya, maka tentunya kebijakan ini akan
memberikan masalah tersendiri bari sasarannya. Oleh karena itu, maka pada tahun 2008 program
ini disempurnakan dengan menunjuk PTAI di masing-masing kabupaten/kota sebagai
penyelenggara. Maka setelah itu, mahasiswa peserta tidak lagi mengeluarkan biaya yang tinggi
untuk biaya hidupnya, karena pada umumnya mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan pulang
pergi dari rumahnya masing-masing.
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realisasi serta validitas butki fisik yang dilampirkan menjadi indikator kuat untuk
menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Madrasah Diniyah di
lembaga tersebut berjalan dengan baik. Hasil evaluasi semacam ini pada tahap
berikutnya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk
meneruskan program ini di masa berikutnya, minimal pada tahun anggaran
berikutnya. Karena menurut Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jika implementasi
kebijakan di tingkat paling bawah, tidak terdapat pelanggaran, memberikan hasil
yang diinginkan, maka berarti kebijakan ini laiak untuk terus diperjuangkan agar
menjadi salah satu elemen pencapaian visi misi pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Namun sebaliknya, jika hasil evaluasi terlihat bahwa kebijakan ini tidak
berjalan dengan baik, karena banyaknya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan
prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, maka pastinya Pemerintah Provinsi
Jawa Timur akan menyimpulkan bahwa meskipun dalam segi formulasi kebijakan
telah berlangsung dengan sangat baik, namun karena dalam implementasinya
tidak baik, maka kebijakan ini akan dihentikan. Penghentian sebuah kebijkan
dapat saja disebabkan oleh adanya salah satu dari kondisi yang tidak semestinya,
misalkan formulasi, implementasinya, mapun lingkungan kebijakan.

Mengacu pada uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam
evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan
Madrasah Diniyah merujuk pada konsep evaluasi semi formal versi William N.

Dunn.'** Dengan argumentasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku decision

133 Willian N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik ..., 613-623.
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maker dalam melakukan evaluasi kebijakannya bertujuan untuk menemukan
secara pasti ukuran manfaat atau nilai yang ditimbulkan oleh kebijakan. Namun
demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menindaklanjuti hasil evaluasi
berupa manfaat atau nilai tersebut dengan cara mengumumkan tujuan dan sasaran
kebijakan di awal periode (tahun anggaran) berikutnya secara terbuka kepada
masyarakat. Apabila cara ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
maka model evaluasi kebijakannya berubah menjadi evaluasi formal.

Dari seluruh uraian tentang perumusan, implementasi, dan evaluasi
kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah

Diniyah, dapat dibentuk sebuah skema triadik sederhana sebagai berikut:

Al34 B35
Perqmusan Elit Deliberatif
Kebijakan Demokratsi

Evaluasi Implementasi Evaluasi Semi Hibrida
Kebijakan Kebijakan Formal Society
Endorsement
Gambar 5.5

Skema Triadik Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur

134
135

skema umum pada kebijakan publik
skema kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah
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D. IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH
Dalam proses penelitian ini ditemukan beberapa informasi dan fakta yang
berhubungan dengan implikasi atau dampak dari kebijakan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah dengan program
peningkatan kualiats guru Madrasah Diniyah dan BPPDGS. Informasi tersebut
kami peroleh dari beberapa pihak antara lain Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur,
Biro Administrasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, PTAI Penyelenggara,
Pengelola Madrasah Diniyah, Pengurus FKDT, Kantor Kemenag, dan pihak lain
yang kapabel.
1. Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah
Mengenai implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
Pengembangan Madrasah Diniyah melalui program peningkatan kualitas guru
Madrasah Diniyah, disampikan oleh H. A. Hamid Syarif yang mengatakan:
“sebagaimana program ini adalah peningkatan kualitas guru madin, maka
pasti yang menjadi tujuan adalah peningkatan kualitas guru Madrasah
Diniyah, yang selama ini masih banyak yang belum berkualifikasi
pendidikan S1. Sehingga implikasi dari program ini maka adanya
penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Provinsi Jawa Timur pada
umumnya dan di Madrasah Diniyah pada khususnya. Karena asumsinya
adalah ketika pendidikan seseorang meningkat maka sumber daya
manusia akan juga meningkat. Jika sumber daya manusia peningkat

maka pembangunan akan lebih mudah dilakukan, kesejahteraan ekonomi
akan cepat terwujud”.!*

136 A, Hamid Syarif, Wawancara, Surabaya, 28 Oktober 2016.
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Pendapat lain disampaikan oleh Siti Munawaroh dengan mengatakan

“ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Jawa
Timur tidak mampu menempuh pendidikan tinggi. Antara lain faktor
ekonomi. Artinya di antara masyarakat Jawa Timur ada yang memang
tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai perkulihan, sehingga
mereka memilih tetap tinggal di pesantren, mengabdi di pesantren dan
tidak memikirkan untuk kuliah, meskipun di antsra mereka ada yang
bertugas mengajar. Nah adanya program ini tentunya sangat membantu

mereka yang berada pada kondisi ini”. '3’

Selain dari pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang

mampu di Jawa Timur sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Siti Munawaroh

terdapat dampak lain, yaitu peningkatan kompetensi dan daya saing guru

Madrasah Diniyah. Siti Munawaroh mengatakan:

“Dulu, sebelum para ustadz Madrasah Diniyah memperoleh pendidikan
S1, mereka mengajar dengan ala kadarnya, metode tradisional masih
menjadi metode utama bagi mereka. Namun setelah mereka memperoleh
pendidikan S1 pendidikan, maka mereka akan mengajar lebih baik,
menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai dengan siswanya.
Artinya pembelajaran di Madrasah Diniyah itu akan lebih baik dan
berkualitas. Tentunya ini akan berdampak pada daya saing guru madin.
Artinya guru madin akan lebih mampu menghadapi tantangan
pengelolaan pendidikan. Guru madin ini akan mengelola pendidikan
menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang
sedang dijalankan oleh pemerintah”.!*8

Adapun bagi PTAI penyelenggara, program peningkatan kualitas guru

Madrasah Diniyah ini memberikan dampak antara lain meluaskan kerja sama

PTAI dengan instansi lain, menambah rekrutmen mahasiswa baru, berkontribusi

137 Siti Munawaroh, Wawancara, Surabaya, 31 Oktober 2016.

138 Ibid.
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dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana dikatakan
oleh Nur Jamal, Ketua Program Studi PAI STAI Nazhatut Thullab Sampang,
bahwa:

“memang dengan adanya kerja sama Prodi PAI STAI Nazhatut Thullab
Sampang ini dengan Pemrintah Provinsi Jawa Timur kami memperoleh
tambahan kredit poin dalam penilaian akreditasi Perguruan Tinggi oleh
BAN-PT. Karena dengan adanya MoU antara kampus dengan pemerintah
provinsi kami dianggap mampu melaksanakan perkuliahan dengan baik
serta keberadaan kami mendapatkan pengakuan. Ada juga dampak yang
lain berupa tambahan mahasiswa baru bagi kami tanpa kami sulit-sulit
mencari mahasiswa. Serta dengan adanya kerja sama ini kami merasa
dapat memabantu dan berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Timur,
karena dapat membantu program pemerintah provinsi dalam peningkatan

sumber daya manusia”.'>’

Dilihat dari sisi kontribusi alumni program ini terhadap Madrasah
Diniyah ditemukan bahwa ustadz-ustadzah yang telah menyelesaikan S1 melalui
program ini dapat meningkatkan manajemen dan administrasi pendidikan,
perbaikan pembelajaran, dan prestasi belajar santri. KH. Achmad Zaki, Pengasuh
Madrasah Diniyah Darus Su’ada’ Langgar Sari Camplong Sampang, mengatakan:

“Kami punya dua orang ustadzah yang berhasil menyelesaikan
pendidikan S1 PAI di STAI Nazhatut Thullab Sampang. Dengan begitu
kami bisa meningkatkan prestasi belajar santri, minat belajar santri.
Tidak hanya itu, kami dengan adanya ustadzah ini dapat melaksanakan
administrasi dan manajemen pendidikan Madrasah Diniyah sebagaiman
mestinya. Dulu kami kurang tenaga untuk mengurusi administrasi
pendidikan, pembelajaran, keuangan dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan administrasi. Namun dengan adanya ustadzah ini
semua itu lambat laun dapat kami atasi. Di Madrasah kami ini anak-anak
semakin betah belajar karena adanya ustadz yang bisa menerapkan

metode belajar modern”.!4°

139 Nur Jamal, Wawancara, Sampang, 9 November 2016.
140 Achmad Zaki, Wawancara, Sampang, 3 November 2016.
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Pengakuan oleh alumni program ini disampaikan bahwa mereka dapat
memperbaiki proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar
santri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Khomsiyah, alumni program
peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah di STAI Nazhatut Thullab Sampang
lulus tahun 2014. Khomsiyah mengatakan:

“saya mengajar di Madrasah Darus Su’ada’ ini sejak tahun 2000, ketika
itu saya baru lulus MA. Dan saya mengajar sangat terbatas karena
memang saya tidak menguasai ilmu pendidikan dan administrasi
pembelajaran. Hasil dari saya kuliah S1 di STAI Nazhatut Thullab
Sampang dengan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini
sangat saya rasakan terutama dalam proses pembelajaran. Karena
sekarang saya sedikit banyak mengetahui metode pembelajaran yang bisa
saya terapkan. Dan hasilnya murid-murid yang saya ajari mengaku lebih
enak belajarnya. Dan kalau saya lihat prestasi belajar murid-murid saya

semakin hari semakin meningkat”.!!

Hal senada juga di sampaikan oleh Saleh, penerima beasiswa S1 Guru
Madrasah Diniyah asal Pamekasan yang wisuda tahun 2015 di STAI Nazhatut
Thullab Sampang. Saleh mengakui bahwa kompetensinya meningkat
dibandingkan dengan sebelum S1. Saleh mengatakan bahwa:

Sebelum memperoleh pendidikan S1 saya mengajar hampir tanpa
didukung dengan administrasi pembelajaran. Sehingga terkadang saya
mengajarnya tidak fokus serta tidak menerapkan metode yang sesuai.
Sekarang ini saya bisa melaksanakan administrasi pembelajaran dengan
baik sesuai dengan teori yang saya peroleh dari bagku kuliah. Dan itu
juga berdampak terhadap motivasi belajar santri yang juga meningkat.
Mungkin karena dengan metode pembelajaran yang saya pakai sesuai
dengan mereka. Dan pula saya melihat hasil atau prestasi belajar santri

semakin tahun semakin meningkat”.!4?

141 Khomsiyah, Wawancara, Sampang, 3 November 2016.
142 Saleh, Wawancara, Pamekasan, 5 November 2016.
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2. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
(BPPDGS)

Penelitian ini mendapatkan informasi dan fakta tentang implikasi
kebijakan BPPDGS adalah sebagai berikut. Bapak Mawardi, Kepala Seksi
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabuptaen Sampang,
mengatakan bahwa:

“Kami memiliki lembaga pendidikan Diniyah baik yang ada di dalam
pesantren maupun di luar pesantren cukup banyak sekitar 1900 lebih
lembaga, dari tingkat ula dan wustho. Dari sekian banyak Madrasah
Diniyah tersebut memang kami akui sebelum adanya bantuan BPPDGS
keberadaannya sangat beragam. Di antara mereka bahkan ada yang tidak
pernah berkomunikasi dengan kami. Artinya mereka hidup dan
menghidupi lembaga sendiri dan bahkan mereka ada yang tidak
mendaftarkan diri ke Kemenag, karena menurut pengelolanya madrash
Diniyah bukanlah lembaga pendidikan formal, sehingga tidak perlu
memperoleh ijin dari Kemenag. Padahal salah satu fungsi Kemenag bagi
Madrasah Diniyah adalah pembinaan. Jadi bagaimana kami akan
melakukan pembinaan jika keberadaan mereka saja kami tidak tahu.
Namun setelah adanya BOS Madin ini sejak tahun 2010, maka para
pengelola madarasah Diniyah antusias untuk melengkapi administrasi
terutama ijin operasional. Jadi dari sekian banyak Madrasah Diniyah itu
sekarang sudah seluruhnya memiliki ijin operasional yang dikeluarkan
oleh Kantor Kemenag Kabupaten. Karena memang salah satu syarat
penerimaan BPPDGS ini adalah harus terdaftar di Kantor Kemenag.
Karena memang pemerintah mengakui keberadaannya, apa lagi sekarang
setelah terbit PMA Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan

Islam” 143

Mawardi menambahkan:

“Madrasah Diniyah di Kabupaten Sampang pada awalnya tidak terdata
dengan baik mengenai jumlah santri, guru dan sarana prasarana yang
dimiliki. Karena pengelola Madrasah Diniyah tidak menerapkan
administrasi pendidikan yang baik. Bahkan sebelum program ini ada,
buku induk saja mereka tidak punya. Namun setelah ada program ini,

143 Mawardi, Wawancara, Sampang, 7 November 2016.
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para pengelola mulai menyadari bahwa administrasi pendidikan yang
baik harus dijalankan untuk memenuhi syarat penerima BPPDGS ini.
Karena kami selalu monitoring dan meminta informasi data Madrasah
Diniyah secara periodik. Otomatis mereka berupaya untuk memenubhi itu.
Adanya administrasi pendidikan tentunya berdampak terhadap
manajemen pengelolaan Madrasah Diniyah. Mereka lebih teratur dalam
pembelajaran serta administrasi yang lain. Artinya ada peningkatan

dalam pengelolaan madarasah Diniyah setelah adanya bantuan ini”.'*

Sedangkan menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang peneliti
peroleh dari Bapak H. Jupri Riyadi, Kepala Bidang Kebijakan dan Pembiayaan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, implikasi BPPDGS bagi Madrasah
Diniyah antara lain adanya perbaikan sarana prasarana pendidikan Madrasah
Diniyah. Jupri mengatakan:

“Kondisi Madrasah Diniyah itu pada saat sebelum adanya program
BPPDGS ini adalah sangat sederhana atau dengan kata lain serba
terbatas. Sarana dan prasarana belajar santri hampir tidak laiak. Keadaan
kelas pada umumnya tidak memenuhi standar. Bahkan papan tulisnya
pun tidak mengenakkan bagi sebuah proses belajar mengajar. Oleh
karena itu dalam program ini pada saat sosialisasi program kami
seringkali mengingatkan kepada para ustadz untuk juga menganggarkan
dalam RAPBM-nya untuk perbaikan sarana belajar seperti papan tulis,
alat tulis, buku pegangan. Karena semua itu berhubungan langsung
dengan proses pembelajaran. Dan juga perbaikan dan perawatan sarana
yang lain seperti gedung dicat minimal 2 tahun sekali. Sebagian atap
yang bocor diperbaiki dengan menggunakan dana bantuan ini. Artinya
kondisi fisik Madrasah Diniyah saat ini sudah lumayan mengalami
perbaikan meskipun belum sepenunya 100%. Tapi dengan adanya upaya
dan penganggaran di Madrasah Diniyah sudah menunjukkan bahwa ada
perubahan mind set para pengelola untuk memiliki sarana pendidikan
yang laiak meskipun tidak super, istilahnya begitu. Ini memang kondiri
mayoritas di pedesaan. Namun juga kami temukan di wilayah perkotaan

atau pinggiran kota”.!4>

14 Mawardi, Wawancara, Sampang, 7 November 2016.
145 M. Jupri Riyadi, Wawancara, Sampang, 9 November 2016.
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Menurut Jurpri Riyadi, BPPDGS ini juga berdampak terhadap perbaikan

manajemen pendidikan di Madrasah Diniyah. Jupri mengatakan:

“Mohon maaf, sebelum-sebelumnya para pengelola Madrasah Diniyah
itu kebanyakan mereka yang hanya mengenyam pendidikan pesantren,
sangat sedikit dari mereka yang telah S1, sehingga pengelolaan Madrasah
Diniyah masih sangat tradisional. Yang ada hanyalah jadwal pelajaran.
Selain itu tidak ada. Mungkin menurut mereka yang penting hanyalah
proses belajar mengajar, sedangkan yang lain dianggap tidak penting.
Namun dalam proses pembinaan dan penerimaan BPPDGS ini kami
sering dan tidak pernah berhenti untuk mengingatkan para kiyai
pengelola Madrasah Diniyah agar lambat laun membenahi
administrasinya. Nah ternyata itu berhasil. Di antara sekian banyak
Madrasah Diniyah itu sekarang sudah menyesuaikan dengan manajemen
modern. Jadi di sana sudah ada pengaturan rencana keuangan, rencana
pembelajaran, pertanggungjawaban, dan lain sebagainya, meskipun tidak

s 146

sémuanya .

Terkait dengan implikasi program dalam hal perbaikan administrasi di

Madrasah Diniyah, menurut Moh. Hasan, Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah

Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Sampang, sangat terlihat pada pengelolaan

BPPDGS ini. Hasan mengatakan:

“ Di awal program ini diluncurkan, tahun 2010, lebih ari 80% dari jumlah
Madrasah Diniyah di Kabupaten Sampang merasa sangat sulit untuk
menyelesaikan administrasi BPPDGS ini, terutama menyangkut
(Rencana Anggaran dan Belanja Madrasah) RAPBM. Yang mana ketika
itu Madrasah Diniyah diharuskan menyetorkan rencana penggunaan
anggaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai syarat pencairan dana.
Saya tahu persis ketika itu betapa bingungnya para pengelola Madrasah
Diniyah yang pada umumnya jangankan komputer, mesin ketik saja
mungkin tidak punya. Sehingga jujur saja, banyak di antara pengelola
Madrasah Diniyah yang harus meminta bantuan rental. Namun setelah
berjalan beberapa tahun, dengan sosialisasi yang diberikan oleh Kemenag
dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, serta pendampingan yang
dilakukan oleh FKDT, alhamdulillah sekarang ini, sejak tahun 2015,
mereka sudah bisa mengerjakannya sendiri-sendiri. Serta kualitas

146 Ibid.
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RAPBM yang mereka buat juga semakin baik, dengan menngacu pada

kebutuhan madarasah Diniyah mereka sendiri”.'¥’

Adapun dalam konteks pembelajaran di kelas serta peningkatan
kesejahteraan ustadz Madrasah Diniyah merupakan dampak yang lain dari adanya
program BPPDGS. Hal ini menurut K. Juhari, Kepala Madrasah Diniyah Nurul
Mukmin Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Juhari

mengatakan:

“dengan adanya bantuan Bos Madin ini kami mengalokasikan antara lain
untuk melengkapi kebutuhan administrasi dan pembelajaran. Beberapa
kebutuhan pembelajaran seperti alat tulis, kitab pegangan ustadz dan
murid, kami anggarkan setiap tahunnya, sehingga terus kami lengkapi.
Kelengkapan sarana pembelajaran itu ternyata memberikan manfaat yang
besar terhadap keaktifan ustadz dan murid. Ustadz lebih rutin masuk.
Selain itu juga kami anggarkan untuk tambahan trasnport kehadiran
ustadz. Transport kehadiran ustadz yang ada setelah kami menerima
bantuan Bos Madin, sebelum itu tidak ada. Akibat dari aktifnya ustadz
maka murid pun semakin aktif. Jadi kami melihat bahwa jika ustadz rajin
masuk, maka murid akan rajin pula. Artinya dengan adanya insentif
transport kehadiran ini, minimal masing-masing ustadz menperoleh ganti
biaya beli bensin. Meskipun mereka belum mendapatkan honor. Tapi
dengan begini saja, ustadz sudah bisa lebih memperhatikan pembelajaran
di Madrasah Diniyah.”!*8

Memang yang menjadi harapan besar masyarakat antara lain layanan
pendidikan di Madrasah Diniyah bisa berkembang lebih baik terutama
menyangkut pembelajaran. Karena selama ini masyarakat mengenal bahwa di

Madrasah Diniyah tidak dilaksanakan pembelajaran modern seperti di sekolah dan

madrasah pada umumnya.

147 Moh. Hasan, Wawancara, Sampang, 4 November 2016.
148 Juhari, Wawancara, Sampang, 22 Oktober 2016.
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Dari pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam kaitannya dengan
implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan
madarasah Diniyah diperoleh beberapa informasi yang dapat dibahas berikut ini.
Bahwa implikasi kebijkan ini antara lain: pertama peningkatan kualifikasi
pendidikan guru Madrasah Diniyah. Sebagaimana faktor yang melatarbelakangi
kebijakan ini ialah banyaknya guru Madrasah Diniyah yang belum berkualifikasi
pendidikan S1, maka dengan adanya program peningkatan kualitas guru Madrasah
dinyah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kualifikasi pendidika guru Madrasah
Diniyah dapat meningkat menuju kualifikasi pendidikan S1. Hal ini diharapkan
dapat memenuhi amanat Undang-Undang yang menginginkan seluruh guru
memiliki kualifikasi penidikan S1. Keinginan pemerintah Provinsi Jawa Timur
agar semua guru Madrasah Diniyah berkualifikasi pendidikan S1 merupakan
keinginan yang realistis karena peningkatan kualifikasi pendidikan guru Madrasah
Diniyah juga menjadi indikator kuat dalam menjelaskan pembangunan sumber
daya manusia Jawa Timur. Kedua peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Madrasah Diniyah. Selama ini para penngelola Madrasah dinyah pada umumnya
hanya mengandalkan para alumni pesantren dengan tanpa mlihat pendidikan
formalnya, karena memang yang diutamakan adalah kompetensi di bidang agama
khususnya kemampuan membaca kitab kuning. Namun sejalan dengan
perkembangan zaman dan masyarakat pendidikan, serta keinginan untuk
menyelaraskan pendidikan Diniyah dengan pendidikan lain dalam sistem

pendidikan nasional, maka SDM Madrasah Diniyah harus memperhatikan
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kualifikasi pendidikan. Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Timur sehingga dapat meningkatkan SDM Madrasah Diniyah tidak hanya dalam
hal kualifikasi saja, melainkan juga bada sisi kompetensinya. Ketiga peningkatan
kualitas pembelajaran Madrasah Diniyah. Peningkatan kualifikasi pendidikan
guru Madrasah Diniyah bebanding lurus dengan peningkatan konpetensi
paedagogiknya. Program studi yang dipilih adalah Prodi PAI atau PBA yang
banyak memberikan pengalaman tentang pembelajaran yang baik tentunya
menjadikan mahasiswa peserta program lebih mendalami metodologi
pembelajaran. Kemampuan ini pastinya akan dipraktikkan dalam ia melaksanakan
pembelajaran di Madrasah Diniyahnya masing-masing. Peningkatan kualitas
pembelajaran di Madrasah Diniyah ini dapat dilihat pada penerapan metode
pembelajaran yang variatif. Guru Madrasah Diniyah sekarang tidak hanya
ceramah di depat kelas, melainkan sudah berupaya untuk menciptakan
pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif artinya para santri juga terlibat
aktif dalam proses membangun pengetahuannya. Hal ini dilengkapi penggunaan
media pembelajaran yang cukup. Semisal guru Madrasah Diniyah sekarang,
meskipun sebagian, sudah menggunakan laptop, LCD proyektor, maupun lainnya
sebagai media pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran yang variatif dan
relevan dengan pembahasan serta penggunaan media pembelajaran yang baik
merupakan indikator kualitas pembelajaran, di samping hasil atau prestasi belajar.

Keempat pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Jawa

Timur. Asumsi bahwa sesungguhnya seluruh masyarakat berkeinginan untuk
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memperoleh pendidikan hingga di jenjang pendidikan tinggi. Namun tidak seluruh
anggota masyarakat mendapatkan akses pendidikan tinggi yang diinginkan itu
dikarenakan berbagai macam faktor, antara lain faktor sosial, ekonomi, budaya,
geografis dan lain sebagainya. Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dengan pendekatan ekonomi mencoba menyelesaikan sebagain problem
yang dihadapi oleh masyarakatnya. Secara statistik memang para guru Madrasah
Diniyah yang menjadi peserta program ini adalah mereka yang secara ekonomi
kurang beruntung. Artinya, jika tanpa dukungan biaya pendidikan tinggi dari
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pastinya mereka tidak akan mampu dan tidak
akan pernah memperoleh pengalaman pendidikan tinggi. Dengan program ini
maka semakin banyak masyarakat Jawa Timur yang dapat mengenyam
pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Kelima Perbaikan manajemen
Madrasah Diniyah. Diakui atau tidak, diterima atau tidak, bahwa Madrasah
Diniyah merupakan sebagian lembaga pendidikan yang tidak memperhatikan sisi
manajemen. Pada umumnya yang dianggap utama dalam pengelolaan Madrasah
Diniyah adalah interaksi santri dan ustadz, sedangkan masalah administrasi dan
manajemen tidaklah memberikan pengaruh — positif/negatif — terhadap proses
pembelajaran yang dilaksanakan. Sehingga Madrasah Diniyah tidak mampu
melacak secara administrasi setiap problem yang dihadapi guna diselasaikan di
masa mendatang. Pembagian tugas dan wewenang hanyalah menyangkut siapa
mengajar apa. Sedangkan kewenangan yang lain tetap di bawah kendali kiyai

pengasuh lembaga. Nah, sejalan dengan peningkatan kualifikasi pendidikan,
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kompetensi profesional, maka manajemen di Madrasah Diniyah telah semakin
baik. Indikator yang paling kuat dalam hal ini adalah ketika pemerintah telah
mengakomodir keberadaan Madrasah Diniyah hingga disetrakan dengan lembaga
pendidikan formal yang lain. Khususnya ketika terbit Peraturan Menteri Agama
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Di sana ditetapkan
bahwa Madrasah Diniyah terdiri dari Madrasah Diniyah formal dan non formal.
Artinya, formalisasi Madrasah Diniyah menurut sisitem pendidikan nasional
merupakan dampak konkrit dari perbaikan manajemen Madrasah Diniyah itu
sendiri. Tidak hanya hanya itu indikator dapat kita temukan dalam perubahan
manajemen Madrasah Diniyah antara lain, Madrasah Diniyah saat ini telah
mampu membuat perencanaan pengelolaan Madrasaha, hal ini sebagai salah satu
dampak positif dari penerapan prosedur pengajuan BPPDGS yang mengharuskan
Madrasah Diniyah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Madrasah (RAPBM) sebagai salah satu syarat pencairan dana. Indikator lain
adalah bahwa Madrasah Diniyah mampu melaksanakan rencana kegiatan serta
mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dterima. Beberapa hal
ini yang menjadi faktor dominan peneliti menyimpulkan bahwa Madrasah
Diniyah telah mengalami perbaikan manajemen.

Implikasi keenam adanya tambahan kredit point bagi akreditasi PTAI
penyelenggara. PTAI penyelenggaran dapat memperoleh tambahan kredit poin
penilaian pada saat melaksanakan akreditasi dalam bentuk kerja sama PTAI

dengan instansi pemerintah. Yang mana hal ini dapat diartikan sebagai kredibiltas
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PTAI penyelennggara menurut Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketujuh
peningkatan prestasi belajar santri madarasah Diniyah. Dengan bertambahnya
kompetensi guru Madrasah Diniyah, sebagai hasil dari meningkatnya kualifikasi
pendidikan mereka, maka berdampak positif terhadap peningkatan prestasi belajar
santri. Dengan metode pembelajaran yang diterapkan sangat variatif, maka ranah
kompetensi siswa seluruhnya akan berkembang, baik kognitifnya, afektifnya serta
psikomotoriknya. Artinya santri Madrasah Diniyah tidak hanya menguasai
pengetahuan agama saja, melainkan juga semakin mampu mempraktikkan
pengetahuan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan administrasi
Madrasah Diniyah semakin lengkap dan baik. Sebagaimana penjelasan di muka
tentang perbaikan manajemen Madrasah Diniyah, maka sejalan dengan itu
Madrasah Diniyah semakin mampu melengkapi administrasi pendidikan.
Kesembilan mengurangi angka putus sekolah di Madrasah Diniyah. Persoalan
lemahnya eckonomi masyarakat yang berakibat mendorong terjadinya putus
sekolah dapat teratasi dengan adanya Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan
Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), karena sebagian biaya pendidikan di
Madrasah Diniyah telah ditanggung oleh program ini, sehingga beban biaya telah
berkurang sebagiannya bagi masyarakat. Hal ini dapat mendorong masyarakat
untuk menyelesaikan pendidikan anak-anaknya di Madrasah Diniyah.

Kesepuluh meningkatkan taraf kesejahteraan ustatdz/guru Madrasah
Diniyah. Di antara alokasi dana BPPDGS ini adalah untuk honorarium ustadz

Madrasah Diniyah. Alokasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan
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ustadz Madrasah Diniyah yang sebelumnya sama sekali tidak mendapatkan
bayaran atau tunjangan dari Madrasah Diniyah. Dengan adanya program ini
kehidupan ekonomi ustadz Madrasah Diniyah semakin baik. Meskipun besarnya
honorarium ini tidaklah seberapa, namun bagi ustadz Madrasah Diniyah yang
pada umumnya secara ekonomi belum mapan program ini sangatlah membantu
mereka untuk mengurangi beban ekonomi keluarganya. Kesebelas meningkatkan
IPM. Implikasi ini sangat terlihat dalam statistik pencapaian IPM Jawa Timur.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah
pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan
standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. [IPM Jawa Timur dari tahun ke
tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 IPM Jawa Timur sebesar
66,06, tahun 2012 meningkat menjadi 66,74, pada tahun 2013 naik lagi menjadi
67,55, ada kenaikan lagi pada tahun 2014 sebsesar 68,14, dan pada tahun 2015
kembali naik menjadi 68,95."*° Angka-angka tersebut bukan dipengaruhi oleh
Madrasah Diniyah, namun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
Pengembangan Madarasah Diniyah ini juga memiliki andil dalam peningkatan
IPM Jawa Timur.

Keduabelas meningkatkan fasilitas Madrasah Diniyah. Tidak hanya guru
atau pembelajaran saja yang memperoleh dampak positif dari program ini, fisik
dan fasilitas Madrasah Diniyah juga menjadi bagian yang sasaran program ini.

Fasilitas Madrasah Diniyah, selain dari jauh dari lengkap juga terlihat kurang

149 Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2016.
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terawat, hal ini disebabkan oleh minimnya dana yang diterima. Namun dengan
adanya program ini, Madrasah Diniyah dengan dana yang didapatkan telah
mennganggarkan beberapa kebutuhan untuk melengkapi fasilitas pendidikan serta
perawatannya. Misalkan, pada umumnya Madrasah Diniyah melaksanakan
pembelajaran lesehan (ustadz dan murid tidak disediakan kursi dan meja belajar),
namuan sekarang ini Madrasah Diniyah sedikit demi sedikit menggunakan dana
yang diterima untuk memiliki meja-kursi belajar di masing-masing kelas. Artinya,
sekarang ini Madrasah Diniyah telah berupaya untuk memberikan layanan
pendidikan yang baik dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas
pendidikannya, dari papan tulis, alat tulis, kitab pegangan ustadz dan santri,
gedung, dan sarana yang lain.

Berikut ini dapat dilihat gambar implikasi kebijakan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dalam pengembangan Madrasah Diniyah:

Peningkatan kualifikasi pendidikan ustadz;

Peningkatan SDM;

Peningkatan kualitas KBM;

Pemerataan akses pendidikan tinggi;

Perbaikan manajemen Madin;

Tambahan kredit point bagi PTAI
penyelenggara;

7. Peningkatan prestasi hasil belajar santri;

8. Perbaikan administrasi Madin;

9. Mengurangi angka putus sekolah di Madin

10. Meningkatkan taraf kesejahteraan ustadz;

11. Meningkatkan IPM;

12. Peningkatan fasilitas pendidikan di Madin

Sk WD

Pemprov Jatim
dalam
Pengembangan
Madin

Gambar 5.6
Implikasi Kebijakan Pengembangan Madrasah Diniyah di Jawa Timur




